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ABSTRAK 
ANDI VIRGA PRATAMA AJSAL (B111 12 395), Tinjauan Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Pertambangan (Studi 
Kasus Putusan No. 452/Pid.B/2011/PN.WTP), di bawah bimbingan Andi 
Sofyan selaku Pembimbing I dan Dara Indrawati selaku Pembimbing II. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui penerapan hukum 
pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat izin 
pertambangan dalam Putusan Nomor: 452/Pid.B/2011/PN.WTP dan (2) 
untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan 
putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat surat izin 
pertambangan dalam Putusan No. 452/Pid.B/2011/PN.WTP. 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Watampone dan 
Kejaksaan Negeri Watampone. Data diperoleh dengan cara penelitian 
kepustakaan dan penelitian lapangan. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Penerapan hukum 
pidana materiil dalam perkara Putusan No. 452/Pid.B/2011/PN.WTP, 
terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu 
Pertama Pasal 263 ayat (1) KUHP sudah sesuai dan tepat namun 
dakwaan Kedua Pasal 385 ayat (1) kurang tepat, serta tuntutan Penuntut 
Umum dengan hukuman pidana 3 (tiga) bulan penjara masih terlalu ringan 
untuk menimbulkan efek jera. (2) Pertimbangan hukum Majelis Hakim 
dalam penjatuhan putusan dalam Putusan Nomor: 
452/Pid.B/2011/PN.WTP dengan menerapkan konsep restorative justice 
sudah tepat karena telah terjadi proses penyelesaian di luar pengadilan 
antara pihak pelaku dan pihak korban. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4 disebutkan 
bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan pasal 
tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah 
negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-
satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara (supremacy of law). Hukum tersebut diyakini sebagai alat untuk 
memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup guna 
mencapai tujuan negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan 
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam mencapai 
tujuan tersebut, sering terjadi permasalahan-permasalahan hukum. Hal ini 
disebabkan antara lain oleh karena para pihak (pejabat) dalam 
melaksanakan tugasnya kurang atau tidak berdasarkan kepada asas 
hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. 
Undang-undang sebagai salah satu sumber hukum telah 
memberikan perlindungan atas kepentingan-kepentingan hukum. Salah 
satu perlindungan hukum adalah hukum pidana, yang berfungsi mengatur 
dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan 
terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai 
kepentingan dan kebutuhan. Agar sikap dan perbuatannya tidak 
merugikan kepentingan dan hak satu sama lain, hukum memberikan 
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rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak 
sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai 
dan memenuhi kepentingannya itu. Fungsi yang demikian itu terdapat 
pada setiap jenis hukum, termasuk di dalamnya hukum pidana.  
Melihat perkembangan zaman saat ini, cukup banyak 
permasalahan yang yang terjadi, baik permasalahan yang menimbulkan 
kerugian pada suatu individu, kelompok, masyarakat, ataupun negara. 
Permasalahan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat salah 
satunya adalah kejahatan pemalsuan, yang dapat mengakibatkan 
seseorang atau suatu pihak merasa dirugikan. Hal inilah yang membuat 
pemalsuan ini diatur dan termasuk suatu tindak pidana. Pemalsuan surat 
sendiri adalah salah satu bentuk tindak pidana pemalsuan yang diatur 
dalam BAB XII Buku II KUHP yaitu Pasal 263 s/d pasal 276 KUHP. 
Kejahatan pemalsuan surat dirumuskan dalam KUHP untuk melindungi 
kepercayaan masyarakat terhadap empat macam surat yang ada dalam 
Pasal 263 ayat (1) KUHP.  
Di Indonesia banyak terdapat surat-surat berharga yang memiliki 
kekuatan hukum dan ketentuan dalam surat-surat tersebut diatur dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat-surat tersebut 
memiliki syarat dan ketentuan tersendiri agar mendapat kekuatan hukum. 
Dengan adanya kekuatan hukum yang timbul akibat adanya surat-surat 
berharga tersebut, maka banyak orang telah menyalahgunakan surat-
surat berharga tersebut. Sesuai dengan kenyataannya telah banyak 
terjadi pemalsuan surat untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun 
kepentingan sekelompok orang tertentu yang dapat mengakibatkan suatu 
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pihak merasa dirugikan akibat surat palsu tersebut. Tindak pidana yang 
sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP tentang 
membuat surat palsu atau memalsukan surat. 
Salah satu kasus terkait dengan tindak pidana pemalsuan surat 
sebagaimana yang hendak diteliti, yakni terjadinya tindak pidana 
pemalsuan surat izin pertambangan yang dilakukan oleh pelaku yang 
merupakan seorang Kepala Dinas ESDM Kabupaten Bone yang 
menerima disposisi dari Bupati Bone untuk mempelajari surat permohonan 
kuasa pertambangan dari sebuah perusahaan tambang, dan memberikan 
pertimbangan berupa telaahan staf guna menentukan apakah dapat 
diberikan izin kuasa pertambangan sesuai dengan permohonannya atau 
tidak. Pelaku menyetujui permohonan tersebut dengan menandatangani 
dan mengeluarkan telaahan staf serta lampiran koordinat yang menjadi 
pertimbangan dan dasar penerbitan surat izin kuasa pertambangan 
perusahaan tambang tersebut, padahal telaahan staf dan lampiran 
koordinat tersebut tidak sesuai dengan kenyataan karena terdapat titik-titik 
koordinat areal pertambangan yang lokasinya tumpang tindih dengan 
areal pertambangan milik dari perusahaan tambang lain yang dalam hal 
ini merupakan pihak korban.  
Pihak korban yang merasa berhak atas lahan tersebut karena telah 
mendapat surat izin kuasa pertambangan lebih dulu merasa dirugikan 
dengan diterbitkannya surat izin kuasa pertambangan tersebut yang 
mencaplok beberapa titik areal pertambangannya, sehingga korban yang 
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telah mengeluarkan biaya operasional menderita kerugian puluhan milyar 
rupiah. 
Hal inilah yang membuat penulis ingin menelusuri lebih dalam 
tentang bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak 
pidana pemalsuan surat serta apa yang menjadi pertimbangan hukum 
hakim dalam memutus perkara mengenai tindak pidana pemalsuan surat. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan 
mengkaji permasalahan yang terkait dengan pemalsuan surat dalam 
sebuah karya ilmiah hukum/skripsi yang berjudul  “Tinjauan Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Pertambangan. (Studi 
Kasus Putusan Nomor: 452/Pid.B/2011/PN.WTP).” 
 
 
B. Rumusan Masalah 
Agar pembahasan dalam penulisan ini tidak melebar, maka penulis 
menarik beberapa masalah untuk dibahas, yaitu: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap 
pelaku tindak pidana pemalsuan surat izin pertambangan  
dalam Putusan Nomor: 452/Pid.B/2011/PN.WTP? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam 
penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan 
surat izin pertambangan dalam Putusan Nomor: 
452/Pid.B/2011/PN.WTP? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu : 
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1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap 
pelaku tindak pidana pemalsuan surat izin pertambangan dalam 
Putusan Nomor: 452/Pid.B/2011/PN.WTP. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam 
penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan 
surat surat izin pertambangan dalam Putusan Nomor: 
452/Pid.B/2011/PN.WTP.  
 
D. Kegunaan Penelitian 
Dari hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan 
manfaat-manfaat sebagi berikut : 
1. Dari segi teoritis, dapat memberikan sumbangan teoritis bagi 
perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini 
perkembangan dan kemajuan Ilmu Hukum Pidana. Diharapkan 
penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para 
akademisi, penulis, dan para kalangan yang berminat dalam 
kajian bidang yang sama. 
2. Dari segi praktis, dapat dijadikan masukan dan sumber 
informasi bagi pemerintah dan lembaga yang terkait, terutama 
bagi para aparat penegak hukum dalam rangka penerapan 
supremasi hukum. Juga dapat dijadikan sumber informasi dan 
referensi bagi para pengambil kebijakan guna mengambil 
langkah strategis dalam pelaksanaan penerapan hukum. Bagi 
masyarakat luar, penulisan ini dapat dijadikan sebagai sumber 
informasi dan referensi untuk menambah pengetahuan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
A. Pengertian Tinjauan Yuridis 
Tinjauan yuridis terdiri dari dua suku kata yakni tinjauan dan yuridis. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tinjauan adalah Pemeriksaan 
yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data pengelohan, analisa, 
dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk 
memecahkan persoalan. Sedangkan pengertian Yuridis adalah menurut 
hukum atau yang didasarkan oleh hukum. 
Tinjauan yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi hukum, 
sedangkan hukum yang penulis kaji dalam hal ini adalah hukum menurut 
ketentuan pidana materil. Khusus dalam tulisan ini, pengertian tinjauan 
yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai jenis tindak pidana 
yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, 
pertangggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku 
tindak pidana. 
 
B. Tindak Pidana  
1. Pengertian Tindak Pidana 
Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan 
straafbar feit yang ada di dalam WvS Belanda untuk menyebutkan apa 
yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam KUHP tanpa memberikan  
penjelasan mengenai apa yang disebut straafbar feit tersebut, sehingga 
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timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat  tentang apa sebenarnya 
yang dimaksud straafbar feit tersebut. (Lamintang dan Theo Lamintang, 
2014: 179) 
Simons (Moeljatno, 2009: 61), menerangkan bahwa “strafbaar feit 
adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan 
hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh 
orang yang mammpu bertanggung jawab.” 
Pompe (Chazawi, 2014: 72) merumuskan, bahwa “strafbaar feit itu 
sebenarnya tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu 
rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat 
dihukum.” 
Selanjutnya, Adami Chazawi (2014: 67-68), menerangkan bahwa di 
Indonesia sendiri setidaknya dikenal ada tujuh istilah yang digunakan 
sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit (Belanda). Istilah-istilah yang 
pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun 
dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari strafbaar feit 
antara lain adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran 
pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum 
dan terakhir adalah perbuatan pidana. 
Menurut Kamus Hukum M. Marwan dan Jimmy P. (2009: 609), 
bahwa: “Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman 
sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP 
maupun peraturan perundang-undangan lainnya.” 
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Ismu Gunadi memberikan pengertian sederhana bahwa “tindak 
pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 
larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu 
bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.” (Gunadi dan Efendi, 
2014: 37) 
Vos yang menggunakan kata delik mendefinisikan bahwa delik 
adalah “feit yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-
undang.” Sedangkan Van Hamel mengemukakan bahwa delik adalah 
“suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.” (Marpaung, 
2014: 8) 
 Ter Haar (Moeljatno, 2009: 19) memberi definisi untuk delik yaitu 
“tiap-tiap penggangguan keseimbangan dari satu pihak atas kepentingan 
penghidupan seseorang atau sekelompok orang.” Sedangkan menurut 
Subekti (2005: 35), “delik adalah perbuatan yang diancam dengan 
hukuman.”  
Dalam undang-undang sendiri dikenal beberapa istilah untuk 
menunjukkan pada pengertian kata straafbar feit seperti peristiwa pidana 
(Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950), perbuatan pidana 
(Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk 
Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara 
Pengadilan-Pengadilan Sipil), perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum 
(Undang-Undang Darurat No.2 Tahun 1951 Tentang perubahan 
Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen), hal yang diancam 
dengan hokum (Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang 
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Penyelesaian Perselisihan Perburuhan),dan tindak pidana (Undang-
Undang Darurat No.7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Umum). (Gunadi 
dan Efendi, 2014: 36) 
Menurut Moeljatno (Chazawi, 2014: 71), menyatakan: “Perbuatan 
pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 
larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa tertentu bagi 
barang siapa yang melanggar larangan tersebut.” 
 Sedangkan E. Utrecht (Marpaung, 2014: 7) menggunakan istilah 
peristiwa pidana, karena yang ditinjau adalah peristiwa (feit) dari sudut 
hukum pidana. 
J.E Jonkers (Chazawi, 2014: 75) merumuskan, “peristiwa pidana 
ialah perbuatan yang melawan yang berhubungan dengan kesengajaan 
atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat 
dipertanggungjawabkan.” 
R. Tresna (Chazawi, 2014: 72) juga menarik suatu definisi yang 
menyatakan bahwa, “peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau 
rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang 
atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana 
diadakan tindakan penghukuman.” 
Menurut Tongat (Gunadi dan Efendi, 2014: 37), terhadap 
perbedaan istilah di atas bahwa:  
Penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak 
menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan 
konteksnya dan dipahami maknanya, karena itu dalam tulisannya 
berbagai istilah tersebut digunakan secara bergantian, bahkan 
dalam konteks yang lain juga digunakan istilah kejahatan untuk 
menunjukkan maksud yang sama.  
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2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur 
subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat 
dikemukakan sebagai berikut : 
a. Unsur Subjektif. 
 Menurut Lamintang (2014: 192) yang dimaksud dengan unsur-
unsur subjektif itu yaitu: 
Unsur-unsur yang melekat atau berhubungan pada diri si 
pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu, segala sesuatu yang 
terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu 
tindak pidana adalah: 
1) kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa); 
2) maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging 
seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP; 
3) macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan dan lain lain; 
4) merencanakan terlebih dahulu atau voordebachte raad seperti 
yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan 
menurut Pasal 340 KUHP; 
5) perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat di 
dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. 
 
Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara (Marpaung, 2014: 10) 
mengemukakan bahwa:  
Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang 
dapat berupa: 
1) kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (toerekeningsvat-
baarheid); 
2) kesalahan (schuld). 
Menurut Leden Marpaung (2014: 11), pendapat Satochid 
Kartanegara yang memasukkan toerekeningsvatbaarheid unsur subjektif 
dirasa kurang tepat, karena menurutnya tidak semua toerekeningsvat-
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baarheid bersumber dari diri pribadi pelaku, namun antara lain dapat 
bersumber dari overmacht atau pelaksanaan perintah jabatan. 
b. Unsur Objektif 
Lamintang dan Theo Lamintang (2014: 192) menjelaskan bahwa 
yang dimaksud unsur-unsur objektif itu adalah: 
Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-
keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan 
si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak 
pidana itu adalah: 
1) Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid; 
2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang 
pegawai negeri‘ di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 
KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari 
suatu perseroan terbatas‘ di dalam kejahatan menurut Pasal 
398 KUHP; 
3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.  
 
Adapun unsur objektif menurut Satochid Kartanegara (Marpaung, 
2014: 10) adalah:  
Unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa: 
1) Suatu tindakan; 
2) Suatu akibat dan; 
3) Keadaan (omstandigheid). 
Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman 
oleh undang-undang.  
 
 
C. Tindak Pidana Pemalsuan Surat 
1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat 
a. Tindak Pidana Pemalsuan 
Menurut pengertian para pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana yang berlaku, yang dapat menjadi objek dari tindak pidana 
pemalsuan yang dimaksudkan dalam Bab ke-XII dari Buku ke-II KUHP itu 
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juga hanya tulisan-tulisan saja. Begitupun pengertian yang diberikan pada 
kata faux oleh para pembentuk Code Penal yakni yang dapat dijadikan 
objek dari faux atau pemalsuan hanyalah ecritures atau tulisan-tulisan 
saja. Dari uraian ini, dapat dilihat bahwa pengaturan tindak pidana 
pemalsuan di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia, tidak dapat 
dilepaskan dari pengaturan tindak pidana pemalsuan di dalam Code Penal 
yang menurut sejarahnya pernah juga diberlakukan di Negeri Belanda. 
(Lamintang dan Theo Lamintang, 2013: 1) 
Adami Chazawi menjelaskan mengenai pemalsuan sebagai berikut. 
 Keadaan palsu atau tidak benar dari suatu isi tulisan atau 
berita yang diucapkan atau disebarkan dapat membawa pengaruh 
terhadap aspek kehidupan. oleh karena itu, isi tulisan atau berita 
dalam keadaan tertentu tidak boleh sifat palsu. Sifat palsu inilah 
yang perlu dihindari, dengan cara mengancam pidana bagi 
perbuatan yang membuat, menyampaikannya. Demikian itu kiranya 
filosofi dan latar belakang dibentuknya tindak pidana pemalsuan. 
Istilah pemalsuan, tidak perlu selalu diartikan pada 
perbuatan yang menjadikan palsunya isi tulisan seperti surat atau 
sejenisnya, melainkan juga termasuk palsunya isi berita/informasi 
yang tidak dituliskan seperti diucapkan atau disampaikan secara 
verbal. 
 
 Menurut Topo Santoso (2001: 77) mengemukakan bahwa: 
Suatu perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila terjadi 
perkosaan terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal mana: 
1) Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan 
sesuatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan 
keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah benar atau 
mempergunakan sesuatu barang yang tidak asli seolah-olah 
asli, hingga orang lain percaya bahwa barang tersebut adalah 
benar dan asli dan karenanya orang lain terperdaya. 
2) Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari 
berbagai jenis perbuatan penipuan). 
3) Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya 
umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan 
sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan “kemungkinan 
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kerugian” dihubungkan dengan sifat daripada tulisan atau surat 
tersebut. 
 
b. Surat 
 Menurut Satochid Kartanegara (Chazawi dan Ferdian, 2014: 135):  
 Surat adalah lembaran kertas yang di atasnya terdapat 
tulisan kata, frasa dan/atau kalimat yang terdiri huruf-huruf dan/atau 
angka dalam bentuk apa pun dan dibuat dengan cara apa pun yang 
tulisan mana mengandung arti dan/atau makna buah pikiran 
manusia. Kebenaran mengenai arti dan/atau tersebut harus 
mendapat perlindungan hukum. Sebagai suatu pengungkapan dari 
buah pikiran tertentu yang terdapat di dalam surat harus mendapat 
kepercayaan masyarakat. 
 
Menurut Andi Hamzah (2014: 136), mengemukakan bahwa “Surat 
diartikan baik tulisan tangan maupun cetak termasuk dengan memakai 
mesin tulis. Tidak menjadi soal huruf, angka apa yang dipakai dengan 
tangan, dengan cetakan atau alat lain termasuk telegram.” Sedangkan 
yang diartikan dengan surat dalam Bab XII Buku II KUHP menurut R. 
Soesilo (1991: 195) ialah “segala surat baik yang ditulis dengan tangan, 
dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya.”  
 Di dalam KUHP tidak dijelaskan apakah surat itu tertulis di atas 
kertas, kain atau batu, yang dijelaskan hanyalah macam tulisannya yaitu 
surat tersebut ditulis dengan tangan atau dicetak menggunakan mesin 
cetak. Tetapi dengan menyimak dari contoh-contoh surat yang 
dikemukakan oleh R.Soesilo (1991: 195), seperti: Ijazah, karcis tanda 
masuk, surat andil, surat perjanjian piutang, perjanjian sewa, perjanjian 
jual beli, kwitansi atau surat semacam itu, akte lahir, buku tabungan pos, 
buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dapat disimpulkan 
bahwa yang dimaksud dengan surat dalam mempunyai tujuan yang dapat 
menimbulkan dan menghilangkan hak. 
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c. Tindak Pidana Pemalsuan Surat 
Pemalsuan surat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang 
mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya 
tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. 
Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi 
terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan pada si 
pembuat surat. 
 Menurut Adam Chazawi (2001: 3) mengemukakan bahwa: 
 Pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalamnya 
mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas 
sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah 
benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang 
sebenarnya. 
 
 Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 
263 sampai dengan Pasal 276 KUHP, yang dapat dibedakan menjadi 7 
macam kejahatan pemalsuan surat, yakni: 
1) Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUHP). 
2) Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 KUHP). 
3) Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik 
(Pasal 266 KUHP). 
4) Pemalsuan surat keterangan tabib/dokter (Pasal 267 dan 268 
KUHP). 
5) Pemalsuan surat surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, dan 271 
KUHP). 
6) Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 
274 KUHP). 
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7) Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 
275 KUHP). 
 Pasal 272 dan 273 telah ditiadakan berdasarkan S. 1926 No. 359 jo 
No. 429. Sedangkan Pasal 276 tidak memuat rumusan tindak pidana, 
tetapi tentang ketentuan dapatnya dijatuhkan pidana tambahan terhadap 
si pembuat yang melakukan pemalsuan surat dalam Pasal 263 sampai 
dengan 268, berupa pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan Pasal 35 
Ayat (1) sampai (4). (Chazawi dan Ferdian, 2014: 136) 
Menurut Cleiren (Andi Hamzah, 2014: 136), ada dua kepentingan 
yang akan dilindungi ketentuan Pasal 263 KUHP yaitu: 
1) Kepentingan umum (publica fide). Kepercayaan warga dalam 
hubungan masyarakat diperhatikan dalam hal ini. 
2) Kemungkinan adanya kerugian, tidak perlu telah terjadi, tetapi 
harus dapat terjadi.  
 
Menurut Andi Hamzah (2014: 136) pemalsuan surat harus ternyata: 
1) Diperuntukkan untuk bukti suatu fakta apakah menurut undang-
undang atau surat dari kekuasaan administrasi yang 
dikeluarkan berdasarkan wewenangnya atau juga dengan surat 
itu dapat timbul hak, suatu perikatan (verbintenis) atau 
pembebasan utang. 
2) Dibuat palsu. 
3) Pembuat mempunyai maksud untuk memakai sebagai asli dan 
tidak palsu atau menyuruh orang lain memakai. 
4) Dengan pemikiran dengan itu dapat timbul kerugian 
 
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat 
Rumusan pasal tentang delik pemalsuan surat yang diatur dalam 
Pasal 263 KUHP, sebagai berikut : 
(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat 
yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau sesuatu 
pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti 
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daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau 
menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya 
benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat 
menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan 
pidana penjara paling lama enam tahun. 
(2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan 
sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah 
sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. 
 
Adami Chazawi (2014: 137) mengemukakan bahwa apabila 
rumusan Pasal 263 ayat (1) dirinci, maka dapat diketahui unsur-unsurnya 
sebagai berikut : 
Unsur-unsur yang objektif: 
a. Perbuatannya: 
1) membuat palsu; 
2) memalsu; 
b. Objeknya: 
1) surat yang dapat menimbukan suatu hak; 
2) surat yang menimbulkan suatu perikatan; 
3) surat yang menimbulkan suatu pembebasan hutang; 
4) surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal. 
c. pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian; 
 Unsur Subjektif: 
d. Kesalahan: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh 
orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.  
 
Pada Pasal 263 ayat (2) bila dirinci, maka di dalam rumusan 
tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut (Chazawi dan Ferdian, 
2014: 159): 
Unsur-unsur objektif: 
a. Perbuatannya: memakai; 
b. Objeknya: 
1) surat palsu; 
2) surat yang dipalsu; 
c. seolah-olah asli; 
Unsur subjektif: 
d. Kesalahan: dengan sengaja. 
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Dari unsur-unsur delik pemalsuan surat tersebut, diketahui terdapat 
unsur objektifnya yaitu membuat surat palsu dan memalsukan sesuatu 
surat, dan antara kedua istilah tersebut terdapat pengertian yang berbeda. 
Adapun perbedaannya adalah bahwa membuat surat palsu maksudnya 
yaitu membuat sebuah surat sebagian atau seluruh isinya palsu, ini berarti 
bahwa sebelum perbuatan dilakukan tidak ada surat asli yang dipalsukan. 
Misalnya mencetak suatu formulir yang lazim digunakan atau mengisi 
formulir yang sudah ada dengan menjiplak isinya sehingga seolah-olah 
isinya benar dan tidak palsu. Sedangkan pengertian “memalsukan surat” 
adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang 
tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh 
isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula, hal ini berarti bahwa 
surat itu sebelumnya sudah ada, kemudian surat itu ditambah, dikurangi, 
atau dirubah isinya sehingga surat itu tidak lagi sesuai dengan aslinya. 
Misalnya dalam suatu surat itu tertulis luasnya 200 ha (dua ratus hektare) 
kemudian ditambah nolnya satu sehingga berubah menjadi 2000 ha (dua 
ribu hektare). 
Adapun unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat 
selain yang disebutkan di atas menurut Soesilo (1991: 196), yaitu: 
a. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan 
menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat 
itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. 
b. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata 
“dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu benar-benar ada, 
baru kemungkinan saja adanya kerugian itu sudah cukup. 
c. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, 
tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja 
maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus 
mengetahui benar-benar bahwa surat yang digunakan itu palsu. 
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Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak akan dihukum. Sudah 
dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu 
kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau 
menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus 
dibutuhkan. 
d. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan 
bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak 
dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat 
mendatangkan kerugian. 
 
3. Jenis-Jenis Surat yang Dapat Dipalsukan Menurut Pasal 263 
KUHP 
 
Menurut Pasal 263 KUHP, pemalsuan surat hanya dapat dilakukan 
terhadap empat jenis surat saja. Empat jenis surat tersebut ditentukan dari 
sudut isinya surat, bukan pada bagian mana isi surat yang palsu atau 
yang dipalsu, atau bentuknya surat. Pemalsuan surat menurut bentuknya 
tidak dirumuskan dalam Pasal 263 KUHP, namun dirumuskan dalam 
bentuknya yang khusus dalam pasal-pasal lainnya dalam Bab XII Buku II 
KUHP. Pemalsuan bentuk-bentuk khusus dalam pasal lainnya objeknya 
tetap harus memuat salah satu hal-hal isi sebagaimana yang disebut 
Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut.  
Adapun penjelasan mengenai jenis-jenis surat yang dapat 
dipalsukan menurut Pasal 263 KUHP adalah sebagai berikut: 
a. Surat yang dapat menimbulkan suatu hak 
Dari unsur/frasa “surat yang dapat menimbulkan suatu hak” dapat 
memberi kesan bahwa suratlah yang melahirkan suatu hak tersebut. 
Sebenarnya bukan surat yang melahirkan hak karena yang melahirkan 
hak itu dalah suatu perjanjian atau perikatan antara dua pihak yang 
termuat dalam surat tersebut. Meskipun demikian, terdapat surat-surat 
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tertentu yang disebut “surat formal” yang keberadaannya melahirkan suatu 
hak tertentu. Misalnya cek, bilyet giro, wesel, surat izin mengemudi, ijazah, 
dan sebagainya. Orang yang namanya tersebut atau orang yang 
memegang melekat suatu hak tertentu dalam surat itu. Misalnya selembar 
ijazah, melahirkan hak bagi orang yang memiliki nama yang tertulis dalam 
ijazah tersebut untuk menggunakan gelar akademis atau hak sebagai 
lulusan dari suatu pendidikan tertentu. (Chazawi dan Ferdian, 2014: 145) 
Surat yang dapat menimbulkan suatu hak menurut Hoge Raad 
dalam sebuah arrest-nya antara lain telah memutuskan bahwa, sepucuk 
surat pengantar untuk mengangkut kentang yang telah diwajibkan 
berdasarkan surat keputusan yang mengatur masalah krisis bahan 
pangan, merupakan sepucuk surat yang dapat menimbulkan suatu hak, 
karena dengan dimilikinya surat seperti itu oleh seseorang, membuat 
orang tersebut berhak mengangkut kentang, yang dilarang untuk 
dilakukan oleh orang pada umumnya. (Lamintang dan Theo Lamintang, 
2013: 17) 
b. Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan  
Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan pada dasarnya 
adalah karena perjanjian yang tertulis dalam surat itu melahirkan hak 
tertentu. Misalnya jualbeli, melahirkan hak bagi pembeli untuk menerima 
dan memiliki barang yang dibelinya, bagi penjual melahirkan hak untuk 
menerima pembayaran sejumlah harga barang yan diperjualbelikan. Surat 
yang menimbulkan suatu hak dan surat yang menimbulkan suatu 
perikatan berbeda, sebab surat yang menimbulkan perikatan dirumuskan 
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sendiri menjadi objek surat yang kedua. Perikatan yang dimaksud dalam 
Pasal 263 ayat (1) adalah semua bentuk perikatan yang ada dalam hukum 
perikatan, baik yang lahir karena perjanjian maupun yang lahir karena 
undang-undang sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. (Chazawi dan 
Ferdian, 2014: 145-146) 
R. Soesilo (1991: 195) mengemukakan contoh surat yang dapat 
menimbulkan perikatan antara lain, “surat perjanian piutang, perjanjian 
jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya.” 
c. Surat yang dapat menimbulkan suatu pembebasan hutang 
Jenis surat yang ketiga adalah surat yang membebaskan hutang 
atau surat yang menimbulkan pembebasan hutang. Membebaskan hutang 
artinya menghapus kewajiban hukum untuk membayar/menyerahkan 
sejumlah uang. Jadi hutang tidak selamanya harus diartikan sebagai 
perbuatan hukum hutang-piutang (objeknya uang). Seperti kuitansi yang 
umumnya dianggap surat yang membebasakan suatu hutang. 
Sebenarnya kuitansi tidak selamanya melahirkan pembebasan hutang 
karena kuitansi adalah surat yang membuktikan seseorang 
membayar/menyerahkan sejumlah uang yang tidak selamanya untuk 
membayar suatu hutang. Bisa saja dalam rangka untuk memberikan 
hutang dan bukan untuk membebaskan hutang. (Chazawi dan Ferdian, 
2014: 147) 
Hoge Raad dalam sejumlah arrest-nya memandang kuitansi bukan 
sebagai sepucuk surat yang yang dapat menimbulkan suatu pembebasan 
dari kewajiban untuk membayar utang, melainkan dapat dipakai untuk 
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membuktikan tentang adanya suatu pembebasan dari kewajiban untuk 
membayar utang. (Lamintang dan Theo Lamintang, 2013: 18) 
d. Surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal 
Mengenai surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu 
hal atau kenyataan, Hoge Raad (Lamintang dan Theo Lamintang, 2013: 
19) dalam arrest-nya tanggal 27 Juni 1904, W. 8091 yang terjemahannya 
antara lain telah mengatakan bahwa: 
Kegunaan dari sepucuk surat untuk dipakai sebagai bukti 
harus didasarkan pada undang-undang atau pada suatu peraturan 
dari kekuaaan administratif yang berwenang mengeluarkan 
peraturan seperti itu. Dengan demikian, sebuah faktur bukan 
merupakan sepucuk surat yang kegunaannya ialah untuk 
membuktikan suatu kenyataan (seperti yang dimaksudkan di dalam 
ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP). 
Walaupun tidak ada perintah dari undang-undang kekuasaan 
administratif itu juga berwenang untuk menentukan kegunaan dari 
sepucuk surat sebagai bukti. 
 
R. Soesilo (1991: 195) mengemukakan contoh surat yang 
diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal antara lain, “surat tanda 
kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat 
angkutan, obligasi dan masih banyak lagi.”  
 
D. Izin Pertambangan 
1. Pengertian dan Jenis-Jenis Izin Pertambangan 
a. Pengertian Izin Pertambangan 
Di dalam UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan 
Pokok Pertambangan, izin pertambangan disebut dengan istilah “Kuasa 
Pertambangan”. Adapun pengertian kuasa pertambangan menurut Pasal 
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2 huruf i  adalah “wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan 
untuk melaksanakan usaha pertambangan”.  
Setelah UU No 11 Tahun 1967 diganti dengan undang-undang 
pertambangan baru yaitu UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batu Bara, istilah kuasa pertambangan diubah menjadi “Izin 
Usaha Pertambangan” yang dalam Pasal 1 angka 7 adalah “izin untuk 
melaksanakan usaha pertambangan”. Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 
6, usaha pertambangan yang dimaksud adalah “kegiatan dalam rangka 
pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan 
penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, 
penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, 
serta pascatambang. Sedangkan pengertian pertambangan menurut 
Pasal 1 angka 1 yaitu:  
Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan 
dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral 
atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi 
kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, 
pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. 
 
b. Jenis-Jenis Izin Pertambangan 
Terdapat perbedaan jenis-jenis izin pertambangan antara UU No. 
11 Tahun 1967 dan UU No 4 Tahun 2009. Adapun jenis-jenis izin 
pertambangan yang ada dalam UU No. 11 Tahun 1967,  PP Nomor 32 
Tahun 1969, dan PP 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas PP 
Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 1967 
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan antara lain: 
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1) Penugasan Pertambangan 
Penugasan Pertambangan adalah kuasa pertambangan yang 
diberikan  Menteri Pertambangan dan Energi kepada instansi 
pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan usaha 
pertambangan. 
2) Izin Pertambangan Rakyat 
Izin Pertambangan Rakyat adalah kuasa pertambangan yang 
diberikan oleh Menteri Pertambangan kepada rakyat setempat. 
Kriteria dan sifat dari pertambangan rakyat adalah kegiatan 
usaha pertambangan kecil-kecilan, tidak menggunakan 
peralatan yang canggih, produksinya cukup untuk keperluan 
hidup sehari-hari bagi penambangnya, luasnya sangat terbatas, 
yaitu tidak melebihi 5 (lima) hektar dan umur tambangnya 
relative pendek. 
3) Kuasa Pertambangan 
Kuasa Pertambangan, adalah kuasa/wewenang yang diberikan 
oleh Menteri Pertambangan dan Energi kepada BUMN, 
Perusahaan Daerah, Koperasi Pertambangan, Perusahaan 
swasta, dan Perorangan untuk melakukan usaha 
pertambangan. 
4) Izin Pertambangan Daerah 
Izin Pertambangan Daerah, adalah kuasa pertambangan yang 
diberikan oleh Gubernur kepada badan Hukum atau 
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perorangan untuk melakukan usaha pertambangan atas bahan 
galian golongan C. 
5) Kontrak Karya 
Kontrak Karya adalah perjanjian antara pemerintah RI dengan 
perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan 
nasional untuk usaha pertambangan. 
Di dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batu Bara izin pertambangan disederhanakan menjadi tiga jenis yaitu: 
1) Izin Usaha Pertambangan 
Izin Usaha Pertambangan adalah izin pertambangan yang 
diberikan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai 
kewenangannya kepada Badan Usaha, Koperasi dan 
Perseroan melalui cara pelelangan hanya untuk satu jenis 
mineral atau batubara. 
2) Izin Usaha Pertambangan Khusus 
Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah izin pertambangan 
yang diberikan oleh Menteri kepada Badan Usaha yang 
berbadan hukum Indonesia, BUMN, BUMD dan Badan Usaha 
Swasta pada wilayah pencadangan negara. BUMN dan BUMD 
diprioritaskan dalam izin pertambangan ini. 
3) Izin Pertambangan Rakyat 
Izin Pertambangan Rakyat adalah izin pertambangan yang 
diberikan oleh Bupati/Walikota untuk perseorangan, kelompok 
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masyarakat dan/atau koperasi dalam wilayah pertambangan 
rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. 
 
2. Tahap-Tahap Usaha Pertambangan 
Sebelum berlakunya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batu Bara, tahap usaha pertambangan di bagi menjadi enam 
tahap yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pertambangan, antara lain: 
1) Penyelidikan umum, adalah penyelidikan secara geologi umum 
atau geofisika, didaratan, perairan dan dari udara, segala 
sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum 
atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada 
umumnya. 
2) Eksplorasi, adalah segala penyelidikan geologi pertambangan 
untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan 
bahan galian. 
3) Eksploitasi, adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk 
menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya. 
4) Pengolahan dan pemurnian, adalah pengerjaan untuk 
mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan 
dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian 
itu.  
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5) Pengangkutan, adalah segala usaha pemindahan bahan galian 
dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah 
eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian. 
6) Penjualan segala usaha penjualan bahan galian dan hasil 
pengolahan/pemurnian bahan galian. 
Tahap-tahap usaha pertambangan dalam aturan baru 
pertambangan kemudian disederhanakan menjadi dua bagian di dalam 
UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, 
yaitu: 
1) Tahap Eksplorasi meliputi: 
a) Penyelidikan umum, yaitu tahapan kegiatan pertambangan 
untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi 
adanya mineralisasi. 
b) Eksplorasi, yaitu tahapan kegiatan usaha pertambangan 
untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti 
tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan 
sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi 
mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. 
c) Studi kelayakan, yaitu tahapan kegiatan usaha 
pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci 
seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan 
ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk 
analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan 
pascatambang. 
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2) Tahap Operasi Produksi meliputi:  
a) Konstruksi, yaitu kegiatan usaha pertambangan untuk 
melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, 
termasuk pengendalian dampak lingkungan. 
b) Penambangan, yaitu bagian kegiatan usaha pertambangan 
untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral 
ikutannya. 
c) Pengolahan dan pemurnian, yaitu kegiatan usaha 
pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau 
batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh 
mineral ikutan. 
d) Pengangkutan, yaitu kegiatan usaha pertambangan untuk 
memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah 
tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian 
sampai tempat penyerahan. 
e) Penjualan, yaitu kegiatan usaha pertambangan untuk 
menjual hasil pertambangan mineral atau batubara. 
3. Berakhirnya Izin Pertambangan 
Sebab berakhirnya suatu izin pertambangan menurut aturan 
pertambangan lama diatur dalam Pasal 20 UU No. 11 Tahun 1967 tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yaitu: 
a. karena dikembalikan; 
b. karena dibatalkan; 
c. karena habis waktunya. 
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Apabila pemegang izin/kuasa pertambangan mengajukan 
permohonan sebelum berakhir masa izin pertambangannya, maka 
diberikan waktu tambahan sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 30 
PP No. 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 32 Tahun 
1969 tentang Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pertambangan, antara lain:  
(1) Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang 
sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya 
sudah mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan 
Eksplorasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil 
menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan 
melanjutkan usaha pertambangan penyelidikan umum dalam 
wilayah seluas wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang 
dimintanya untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun lagi, 
dalam jangka waktu mana Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota 
sesuai Kewenangannya harus sudah mengeluarkan keputusan 
diterima atau ditolaknya permintaan Kuasa Pertambangan 
Eksplorasi tersebut. 
(2) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang sebelum 
berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah 
mengajukan permintaan perpanjangan Kuasa Pertambangan 
Eksplorasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil 
menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan 
melanjutkan usaha pertambangan eksplorasi dalam wilayah 
Kuasa Pertambangannya untuk jangka waktu paling lama 1 
(satu) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Menteri, Gubernur, 
Bupati/Walikota sesuai kewenangannya harus sudah 
mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan 
perpanjangan tersebut. 
(3) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang sebelum 
berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah 
mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi 
tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu 
dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan 
kegiatan eksplorasi untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) 
tahun lagi, dalam jangka waktu mana Menteri, Gubernur, 
Bupati/Walikota sesuai Kewenangannya harus sudah 
mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan 
Kuasa Pertambangan Eksploitasi tersebut. 
(4) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang sebelum 
berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah 
mengajukan permintaan perpanjangan Kuasa Pertambangan 
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Eksploitasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil 
menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan 
melanjutkan usaha pertambangan eksploitasi dalam wilayah 
Kuasa Pertambangannya untuk jangka waktu paling lama 2 
(dua) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Menteri, Gubernur, 
Bupati/Walikota sesuai kewenangannya harus sudah 
mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan 
perpanjangan tersebut. 
(5) Pemegang Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian 
yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya 
sudah mengajukan permintaan perpanjangan Kuasa 
Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian tetapi belum 
mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya 
keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan usaha 
pertambangan pengolahan dan pemurnian yang telah 
diperolehnya untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun lagi, 
dalam jangka waktu mana Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota 
sesuai kewenangannya harus sudah mengeluarkan keputusan 
diterima atau ditolaknya permintaan perpanjangan tersebut. 
(6) Para pemegang Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan 
Penjualan yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa 
Pertambangannya sudah mengajukan permintaan 
perpanjangan Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan 
Penjualan tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil 
menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan 
melanjutkan usaha pertambangan pengangkutan dan usaha 
pertambangan penjualan yang telah diperolehnya untuk jangka 
waktu paling lama 1 (satu) tahun lagi, dalam jangka waktu 
mana Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai 
kewenangannya harus sudah mengeluarkan keputusan 
diterima atau ditolaknya permintaan perpanjangan tersebut. 
 
Ketentuan-ketentuan di atas sudah tidak diberlakukan lagi setelah 
digantikan dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 
dan Batu Bara serta PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun sebab 
berakhrnya suatu izin pertambangan di dalam aturan pertambangan yang 
baru yakni UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu 
Bara di atur dalam Pasal 117, antara lain karena: 
a. dikembalikan; 
b. dicabut; atau 
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c. habis masa berlakunya. 
 
4. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Pertambangan 
a. Menurut UU No. 11 Tahun 1967 
1) Pasal 31 
(1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam 
tahun dan/atau dengan denda setinggi-tingginya lima ratus 
ribu rupiah, barang siapa yang tidak mempunyai kuasa 
pertambangan melakukan usaha pertambangan seperti 
dimaksud dalam pasal 14 dan 15. 
(2) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu 
tahun dan/atau dengan denda setinggi-tingginya lima puluh 
ribu rupiah, sebelum memenuhi kewajiban-kewajiban 
terhadap yang berhak atas tanah menurut Undang-undang 
ini. 
 
2) Pasal 32 
(1) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu 
tahun dan/atau dengan denda setinggi-tingginya lima puluh 
ribu rupiah, barang siapa yang tidak berhak atas tanah 
merintangi atau mengganggu usaha pertambangan yang 
sah. 
(2) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga 
bulan dan/atau dengan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu 
rupiah, barang siapa yang berhak atas tanah merintangi atau 
mengganggu usaha pertambangan yang sah, setelah 
pemegang kuasa pertambangan memenuhi syarat-syarat 
sebagaimana yang tercantum dalam pasal 26 dan 27 
Undang-undang ini. 
 
3) Pasal 33 
Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan 
dan/atau dengan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah. 
a. Pemegang kuasa pertambangan yang tidak memenuhi atau 
tidak melaksanakan syarat-syarat yang berlaku menurut 
Undang-undang ini dan/atau Undang-undang termaksud 
dalam keputusan Menteri yang diberikan berdasarkan 
Undang-undang ini dan/atau Undang-undang yang 
termaksud dalam pasal 13. 
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b. Pemegang kuasa pertambangan yang tidak melakukan 
perintah-perintah dan/atau petunjukpetunjuk yang berwajib 
berdasarkan Undang-undang ini. 
 
4) Pasal 34 
(1) Jikalau pemegang kuasa pertambangan atau wakilnya 
adalah suatu perseroan, maka hukuman termaksud pasal 
31, 32 dan 33 dijatuhkan kepada para anggota pengurus. 
(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) 
adalah kejahatan dan perbuatanperbuatan lainnya adalah 
pelanggaran. 
 
b. Menurut UU No. 4 Tahun 2009  
1) Pasal 158 
Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, 
IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 
40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau 
ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah). 
 
2) Pasal 159 
Pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja 
menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 
ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), 
Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau 
menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
 
3) Pasal 160 
(1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP 
atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau 
Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 
(2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi 
melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling 
banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
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4) Pasal 161 
Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK 
Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan 
pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral 
dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 
43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 
81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 
105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah). 
 
5) Pasal 162 
Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha 
pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah 
memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 
(satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 
(seratus juta rupiah). 
 
6) Pasal 163 
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab 
ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara 
dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat 
dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana 
denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali 
dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. 
(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: 
a. pencabutan izin usaha; dan/atau 
b. pencabutan status badan hukum. 
 
7) Pasal 164 
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, 
Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku 
tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa: 
a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak 
pidana; 
b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; 
dan/atau 
c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana. 
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8) Pasal 165 
Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang 
bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan 
kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun 
penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah). 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah di mana 
penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun tempat atau lokasi 
penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini yaitu di Kabupaten Bone, 
tepatnya di Pengadilan Negeri Watampone dan Kejaksaan Negeri 
Watampone. 
Pemilihan lokasi ini atas dasar instansi tersebut berkaitan langsung 
dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Selain itu, 
penentuan lokasi penelitian tersebut juga atas pertimbangan domisili 
penulis dan juga keluarga, yang Insha Allah dapat membantu kelancaran 
pembuatan karya tulis ini. 
 
B. Jenis dan Sumber data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah 
sebagai berikut: 
1. Data primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung di 
lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara, dalam 
hal ini berupa data yang terhimpun dari pihak yang terkait. 
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2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur, 
hasil kajian ataupun melalui media elektronik yang ada sekarang 
ini. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode sebagai 
berikut: 
1. Metode penelitian kepustakaan (library research) 
Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang 
berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, beberapa buku, literatur, 
dokumen-dokumen penting maupun dari peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  
2. Penelitian lapangan (field research) 
Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara wawancara 
langsung dengan instansi atau pihak-pihak yang terkait. 
 
D. Analisis Data  
Data yang diperoleh dalam penelitian ini, selanjutnya dianalisis 
secara deskriptif kualitatif, yaitu memahami dan mengkaji permasalahan 
yang ada secara mendalam kemudian mendeskripsikan hasil 
kajian/penelitian yang diperoleh secara jelas dan sesuai dengan 
kenyataannya. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Analisis Teori Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam 
Putusan Nomor: 452/Pid.B/2011/PN.WTP 
 
Sebelum berbicara mengenai tindak pidana pemalsuan surat, 
baiknya terlebih dahulu dijelaskan apa yang dimaksud dengan tindak 
pidana. Tindak pidana berasal dari kata straafbar feit yang ada di dalam 
WvS Belanda. Adapun pengertian tindak pidana menurut Simons 
(Moeljatno, 2009: 61), menerangkan bahwa “strafbaar feit adalah 
kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, 
yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang 
yang mampu bertanggung jawab.” 
Selanjutnya Pompe (Chazawi, 2014: 72) merumuskan, bahwa 
“strafbaar feit itu sebenarnya tidak lain daripada suatu tindakan yang 
menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai 
tindakan yang dapat dihukum.” 
Ismu Gunadi memberikan pengertian sederhana bahwa “tindak 
pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 
larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu 
bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.” (Gunadi dan Efendi, 
2014: 37) 
Tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. 
Menurut Leden Marpaung (2014: 9), “unsur subjektif adalah unsur yang 
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berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan tidak ada 
hukuman tanpa kesalahan. Kesalahan yang dimaksud adalah 
kesengajaan (intention/opzet/dolus) atau kealpaan (neglince/schuld).” 
Selanjutnya menurut Leden Marpaung (2014: 9), unsur objektif 
merupakan unsur yang berasal dari luar diri pelaku yang terdiri atas: 
1) Perbuatan manusia, berupa: 
a. act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif; 
b. omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, 
yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan. 
2) Akibat (Result) perbuatan manusia. 
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan 
menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan 
oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, 
kehormatan, dan sebagainya. 
3) Keadaan-keadaan (Circumstances). 
Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain: 
a. Keadaan-keadaan pada saat perbuatan dilakukan; 
b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan; 
4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum 
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang 
membebaskan pelaku dari hukuman, Adapun sifat melawan 
hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan 
hukum, yakni berkenaan dengan larangan dan perintah. 
Semua unsur delik tersebut merupakan suatu kesatuan. 
Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa saja menyebabkan 
terdakwa dibebaskan pengadilan. 
 
Untuk dapat dipidananya si pelaku, tindak pidana yang 
dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam 
undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, 
seseorang akan mempertanggungjawabkan tindakan tersebut, apabila 
tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau 
peniadaan sifat melawan hukum untuk tindak pidana yang dilakukannya. 
Dan juga dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. 
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Jadi, seseorang dapat dipidana apabila telah memenuhi hal-hal 
tersebut. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tidak 
dapat dipidana. Di dalam perkara Putusan Nomor: 
452/Pid.B/2011/PN.WTP terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut 
sehingga terdakwa harus dipidana. Terdakwa kemudian terbukti bersalah 
melakukan salah satu tindak pidana pemalsuan yakni tindak pidana 
pemalsuan  surat.  
Tindakan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap 
kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan 
bagi diri sendiri atau orang lain. Lebih jelasnya Adami Chazawi (2001: 3), 
mengemukakan bahwa: 
Pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya 
mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas 
sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah 
benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang 
sebenarnya. 
 
Apabila teori tersebut dikaitkan dengan perbuatan terdakwa dalam 
perkara  Putusan Nomor: 452/Pid.B/2011/PN.WTP maka perbuatan 
terdakwa memang benar merupakan suatu tindak pidana pemalsuan 
karena terdakwa mengeluarkan surat yang mengandung unsur keadaan 
ketidakbenaran aau palsu atas objek yang merupakan sebuah surat yang 
tidak sesuai dengan kenyataan. Perbuatan terdakwa tersebut sangat 
merugikan kepercayaan yang ada dalam masyarakat.  
Suatu pergaulan hidup yang teratur dalam masyarakat yang maju 
dan teratur tidak dapat berlangsung lama tanpa adanya jaminan 
kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. 
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Perbuatan pemalsuan merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari 
masyarakat tersebut. 
Manusia telah diciptakan untuk hidup bermasyarakat, dalam 
suasana hidup bermasyarakat itulah ada perasaan saling ketergantungan 
satu sama lain. Di dalamnya terdapat tuntutan kebiasaan, aspirasi, norma, 
nilai kebutuhan dan sebagainya. Semua ini dapat berjalan sebagaimana 
mestinya jika ada keseimbangan pemahaman kondisi sosial tiap pribadi. 
Tetapi, keseimbangan tersebut dapat goyah bilamana dalam masyarakat 
tersebut terdapat ancaman yang salah satunya berupa tindak kejahatan 
pemalsuan. 
Salah satu tindak pidana pemalsuan yang sering terjadi adalah 
tindak pidana pemalsuan surat. Adapun pengertian pemalsuan surat 
menurut Menurut Andi Hamzah (2014: 136) yaitu: 
5) Diperuntukkan untuk bukti suatu fakta apakah menurut undang-
undang atau surat dari kekuasaan administrasi yang 
dikeluarkan berdasarkan wewenangnya atau juga dengan surat 
itu dapat timbul hak, suatu perikatan (verbintenis) atau 
pembebasan utang. 
6) Dibuat palsu. 
7) Pembuat mempunyai maksud untuk memakai sebagai asli dan 
tidak palsu atau menyuruh orang lain memakai. 
8) Dengan pemikiran dengan itu dapat timbul kerugian 
 
Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 
263 sampai dengan Pasal 276 KUHP. Pemalsuan surat pada umumnya 
diatur dalam Pasal 263 KUHP yang rumusannya sebagai berikut.  
(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang 
dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan 
hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada 
sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh 
orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan 
tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat 
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menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan 
pidana penjara paling lama enam tahun. 
(2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan 
sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah 
sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. 
 
Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan 
memalsukan surat yang dirumuskan dalam Pasal 263 Ayat (1) adalah 
bahwa membuat surat palsu/membuat palsu surat, sebelum perbuatan 
dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya 
sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau 
palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat 
surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat 
tidak asli. Sedangkan memalsukan surat, sebelum perbuatan dilakukan 
memang telah ada suatu surat, kemudian surat tersebut diubah sebagian 
atau seluruhnya seolah-olah asli padahal bertentangan dengan yang 
sebenarnya.  
Adapun menurut perbedaan membuat surat palsu dan memalsu 
surat menurut R. Soesilo (1991 : 195) bahwa membuat surat palsu adalah 
membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat 
surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak 
benar. Sedangkan memalsu surat adalah mengubah surat sedemikian 
rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu 
menjadi lain dari pada yang asli. Adapun caranya bermacam-macam. 
Tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat 
pula dilakukan dengan jalan mengurangkan, menambah, atau merubah 
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sesuatu dari surat itu. Memalsu tanda tangan masuk pengertian memalsu 
surat dalam Pasal 263 KUHP. 
Dari penjelasan tersebut mengenai perbedaan dari membuat surat 
palsu dan memalsu surat, maka perbuatan terdakwa dalam perkara 
Putusan Nomor: 452/Pid.B/2011/PN.WTP merupakan tindak pidana 
pemalsuan surat dalam bentuk membuat surat palsu. Karena perbuatan 
terdakwa adalah mengeluarkan Lampiran Daftar Koordinat yang belum 
ada sebelumnya dimana Lampiran daftar Koordinat ini tidak sesuai atau 
bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. 
Kejahatan pemalsuan surat dirumuskan dalam KUHP untuk 
melindungi kepercayaan masyarakat terhadap surat. Menurut Cleiren 
(Andi Hamzah, 2014: 136), ada dua kepentingan yang akan dilindungi 
ketentuan Pasal 263 KUHP yaitu: 
3) Kepentingan umum (publica fide). Kepercayaan warga dalam 
hubungan masyarakat diperhatikan dalam hal ini. 
4) Kemungkinan adanya kerugian, tidak perlu telah terjadi, tetapi 
harus dapat terjadi. 
 
Surat yang diatur dalam Pasal 263 secara garis besarnya hanya 
surat yang dapat menimbulkan suatu hak, surat yang dapat menimbulkan 
perikatan, surat yang dapat menimbulkan pembebasan hutang, serta surat 
yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal.  
Unsur/frasa “surat yang dapat menimbulkan suatu hak” dapat 
memberi kesan bahwa suratlah yang melahirkan suatu hak tersebut. 
Sebenarnya bukan surat yang melahirkan hak karena yang melahirkan 
hak itu dalah suatu perjanjian atau perikatan antara dua pihak yang 
termuat dalam surat tersebut. Meskipun demikian, terdapat surat-surat 
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tertentu yang disebut “surat formal” yang keberadaannya melahirkan suatu 
hak tertentu. Misalnya cek, bilyet giro, wesel, surat izin mengemudi, ijazah, 
dan sebagainya. Orang yang namanya tersebut atau orang yang 
memegang melekat suatu hak tertentu dalam surat itu. Misalnya selembar 
ijazah, melahirkan hak bagi orang yang memiliki nama yang tertulis dalam 
ijazah tersebut untuk menggunakan gelar akademis atau hak sebagai 
lulusan dari suatu pendidikan tertentu. (Chazawi dan Ferdian, 2014: 145) 
Surat yang dipalsukan dalam Putusan Nomor: 
452/Pid.B/2011/PN.WTP yang berupa Lampiran Daftar Koordinat 
merupakan surat yang dapat menimbulkan suatu hak. Lampiran daftar 
koordinat tersebut merupakan surat yang dapat menimbulkan sesuatu 
hak, karena Lampiran Daftar Koordinat tersebut adalah merupakan 
landasan yang mendasari terbitnya Surat Kuasa Pertambangan 
Eksplorasi kepada PT. Bumi Surya Mas, sebab apabila lampiran daftar 
koordinat tersebut tidak ada (tidak diteruskan oleh terdakwa kepada 
Bupati Bone), maka tidak ada pula SK Bupati Bone tentang pemberian 
Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bumi Surya Mas.  
Kuasa Pertambangan yang dipalsukan di dalam perkara Putusan 
452/Pid.B/2011/PN.WTP merupakan Kuasa Pertambangan Eksplorasi 
yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Pengertian Kuasa 
Pertambangan seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan 
tersebut adalah “wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan 
untuk melaksanakan usaha pertambangan”. Lebih lanjut pengertian 
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eksplorasi adalah “segala penyelidikan geologi pertambangan untuk 
menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian.” 
 
B. Penerapan Hukum Pidana Materil dan Pertimbangan  
Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 
452/Pid.B/2011/PN.WTP 
 
1. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku  
Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Pertambangan  
dalam Putusan Nomor: 452/Pid.B/2011/PN.WTP 
 
a. Posisi Kasus 
Terdakwa Drs. H. Rosalim Hab, M.Si. pada tanggal 10 Mei 2007 
dan tanggal 17 Mei 2007 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain 
dalam bulan Mei tahun 2007 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain 
dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas ESDM Kabupaten Bone, 
Jalan Laksamana Yos Sudarso No. 29 Watampone atau setidak-tidaknya 
pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Watampone telah menandatangani dan mengeluarkan 
Telaahan Staf dan Lampiran Daftar Koordinat yang menjadi dasar 
terbitnya Surat Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk PT. Bumi 
Surya Mas.  
Terdakwa selaku Kepala Dinas ESDM Kabupaten Bone menerima 
disposisi dari Bupati Bone, yang meneruskan permohonan Izin Kuasa 
Pertambangan dari PT. Bumi Surya Mas melalui Surat PT. Bumi Surya 
Mas Nomor : 01/BSM/III/2007, tanggal 1 Maret 2007 tentang permohonan 
kuasa pertambangan eksplorasi batu besi di lokasi Kec. Bontocani 
Kabupaten Bone seluas 1.000 Ha untuk dipelajari dan diberikan 
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pertimbangan berupa Telaahan Staf guna menentukan apakah PT. Bumi 
Surya Mas (BSM) dapat diberikan Izin Kuasa Pertambangan sesuai 
dengan permohonannya atau tidak. Bahwa dalam lokasi pertambangan 
yang dimohonkan oleh PT. BSM ternyata terdapat areal pertambangan 
yang masih menjadi milik dari PT. Merdeka Mineral Indonesia (MMI) yang 
telah mendapat Surat Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum lebih 
dulu dan telah memohon perpanjangan dan peningkatan izin kuasa 
pertambangan eksplorasi untuk areal pertambangannya namun belum 
mendapat keputusan diterimanya perpanjangannya atau tidak. 
Terdakwa yang mengetahui hal itu karena telah mendapat saran 
dari Kepala Seksi Bimbingan dan Pengawasan Pertambangan Dinas 
ESDM Kabupaten Bone bahwa lokasi yang dimohonkan PT. BSM masih 
merupakan areal Kuasa Pertambangan dari PT. MMI tetap bersikeras 
menindaklanjuti serta menyetujui permohonan PT. BSM karena 
beranggapan bahwa Kuasa Pertambangan PT. MMI telah berakhir. 
Padahal PT. MMI telah memohon perpanjangan dan peningkatan izin 
kuasa pertambangan eksplorasi untuk areal pertambangannya namun 
belum mendapat keputusan diterimanya perpanjangannya atau tidak, 
sehingga PT. MMI masih memiliki hak untuk areal pertambangannya 
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah RI Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan 
Pokok Pertambangan yang berbunyi:  
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Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang 
sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah 
mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tetapi 
belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu 
dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan 
usaha pertambangan penyelidikan umum dalam wilayah seluas 
wilayah Kuasa Pertambangan eksplorasi yang dimintanya untuk 
jangka waktu paling lama I (satu) tahun lagi, dalam jangka waktu 
mana Menteri, Gubemur, Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya 
harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya 
permintaan kuasa pertambangan eksplorasi tersebut  
 
Selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan 
Pokok Pertambangan menegaskan bahwa “Pemegang Kuasa 
Pertambangan Penyelidikan Umum yang menemukan suatu bahan galian 
dalam wilayah kuasa pertambangannya, mendapat prioritas pertama 
untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas bahan galian 
tersebut.” 
 Terdakwa kemudian memerintahkan Kepala Seksi Bimbingan dan 
Pengawasan Pertambangan Dinas ESDM Kabupaten Bone untuk 
membuatkan konsep Telaahan Staf dan Lampiran Daftar Koordinat 
sekalipun tanpa melalui survey lapangan dari Tim Teknis Dinas ESDM 
Kab.Bone sebagaimana mekanisme yang seharusnya ditempuh. 
Selanjutnya terdakwa menandatangani telaahan staf dan lampiran 
koordinat tersebut yang menjadi dasar pertimbangan terbitnya Surat Izin 
Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk PT. Bumi Surya Mas. Sekitar 
empat bulan kemudian terbitlah Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk 
PT. MMI namun luas arealnya tidak seluas yang dimohonkan karena 
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sebagian telah menjadi milik PT. BSM sehingga mengakibatkan PT. MMI 
menderita kerugian puluhan milliar rupiah karena telah mengeluarkan 
biaya operasional untuk areal pertambangan yang dimohonkan.  
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Terdakwa Drs. ROSALIM HAB, M.Si. diajukan ke persidangan 
oleh Penuntut umum karena telah didakwa berdasarkan surat 
dakwaan tertanggal Agustus 2011 Nomor Register perkara : PDM-
344/R.4.12/Ep.1/08/2011, yang berbunyi sebagai berikut : 
 
Kesatu : 
Bahwa terdakwa Drs.H.ROSALIM HAB,M.Si pada tanggal 10 Mei 
2007 dan tanggal 17 Mei 2007 atau setidak-tidaknya pada suatu 
waktu lain dalam bulan Mei tahun 2007 atau setidak-tidaknya pada 
suatu waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas 
Perindustrian dan Pertambangan Kabupaten Bone, Jalan 
Laksamana Yos Sudarso No.29 Watampone atau setidak-tidaknya 
pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Watampone telah membuat surat palsu atau 
memalsukan surat berupa Telaahan Staf Nomor : 
540/90/V/Intan/2007, tanggal 17 Mei 2007, perihal : Penjelasan 
Rencana Eksplorasi Bijih Besi oleh PT.Bumi Surya Mas di 
Kec.Bonto Cani dan Lampiran Daftar Koordinat, tanggal 10 Mei 
2007, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau 
pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti 
daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau 
menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah 
isinya benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan 
kerugian, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara 
sebagai berikut : 
Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa 
Drs.H.ROSALIM HAB,M.Si menjabat sebagai Kepala Dinas 
Perindustrian dan Pertambangan Kabupaten Bone berdasarkan 
Keputusan Bupati Bone Nomor : 821.4-421 tentang Peningkatan 
dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II dan III di 
Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bone, tanggal 29 Desember 
2006 dan berdasarkan Keputusan Bupati Bone Nomor : 821.4-140 
tentang Peningkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon 
II dan III di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bone, tanggal 23 
Juni 2008, yang lingkup tugasnya adalah melaksanakan urusan 
pemerintahan daerah di bidang pertambangan dan termasuk salah 
satunya adalah memberikan pertimbangan kepada Bupati Bone 
atas permohonan Izin Kuasa Pertambangan (KP) dari Pemohon 
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(badan usaha) dengan mengeluarkan Telaahan Staf beserta 
Lampiran Daftar Koordinat yang menjadi pertimbangan dan dasar 
penerbitan Izin Usaha Pertambangan atau Keputusan Pemberian 
Kuasa Pertambangan dari Bupati Bone berdasarkan ketentuan 
Undang-Undang RI No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pertambangan dan Peraturan Pemerintah RI 
No.75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah RI No.32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang RI No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 
Pertambangan; 
- Bahwa selanjutnya terdakwa Drs.H.ROSALIM HAB,M.Si 
selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan 
Kabupaten Bone menerima disposisi dari Bupati Bone, 
H.A.MUH.IDRIS GALIGO,SH. yang meneruskan 
permohonan Izin Kuasa Pertambangan dari PT.Bumi 
Surya Mas melalui Surat PT.Bumi Surya Mas Nomor : 
01/BSM/III/2007, tanggal 1 Maret 2007 tentang 
permohonan kuasa pertambangan eksplorasi batu besi 
di lokasi Kec.Bontocani Kabupaten Bone seluas 1.000 
Ha untuk dipelajari dan diberikan pertimbangan berupa 
Telaahan Staf guna menentukan apakah PT.Bumi Surya 
Mas dapat diberikan Izin Kuasa Pertambangan sesuai 
dengan permohonannya atau tidak; 
- Bahwa lokasi kuasa pertambangan eksplorasi batu besi 
di Kec.Bontocani Kabupaten Bone seluas 1.000 Ha yang 
dimohonkan oleh PT.Bumi Surya Mas untuk diterbitkan 
Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi dari Bupati Bone 
berada pada areal Kuasa Pertambangan PT.Merdeka 
Mineral Indonesia, hal mana telah diketahui oleh 
erdakwa Drs.ROSALIM HAB,M.Si. selaku Kepala Dinas 
Perindustrian dan Pertambangan Kabupaten Bone, 
berdasarkan Surat Izin Bupati Bone Nomor : 136 
/II/Pertambangan, tanggal 24 Februari 2005 tentang 
pemberian Izin Kuasa Pertambangan melakukan 
Penyelidikan Umum bahan galian mineral besi di 
Kelurahan Kahu Kecamatan Bontocani dan Desa 
Matajang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone seluas 
5.000 Ha yang berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 1 
Maret 2005 s.d tanggal 1 Maret 2006 yang kemudian 
diperpanjang dengan Surat Izin Bupati Bone Nomor : 
540/237/III/ Pertambangan, tanggal 8 Maret 2006 
tentang pemberian Izin Perpanjangan Kuasa 
Pertambangan melakukan Penyelidikan Umum bahan 
galian mineral besi di Kelurahan Kahu Kecamatan 
Bontocani dan Desa Matajang Kecamatan Kahu 
Kabupaten Bone seluas 5.000 Ha yang berlaku selama 1 
tahun dari tanggal 8 Maret 2006 s.d tanggal 8 Maret 
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2007 lalu sebelum Surat Izin Bupati Bone Nomor : 
540/237/III/Pertambangan, tanggal 8 Maret 2006 
tersebut berakhir pada tanggal 8 Maret 2007, 
PT.Merdeka Mineral Indonesia telahnmengajukan 
permohonan perpanjangan Izin Kuasa Pertambangan 
kepada Bupati Bone pada tanggal 6 Maret 2007 untuk 
memperpanjang Surat Izin Kuasa Pertambangan yang 
akan segera berakhir dan yang sudah berakhir yaitu : 
1. Surat Izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum 
bahan galian Bijih Besi dan Ikutannya Nomor : 
540/237/III/Pertambangan/2006, tanggal 8 Maret 
2006 yang akan berakhir pada tanggal 8 Maret 2007 
dengan luas 5.000 Ha; 
2. Surat Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bijih Besi 
dan Ikutannya Nomor : 
540/297/IX/Pertambangan/2005 tanggal 16 
September 2005 di Daerah Matajang Kec.Kahu 
dengan luas 250 Ha, yang telah berakhir pada 
tanggal 16 September 2006; 
3. Surat Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bijih Besi 
dan Ikutannya Nomor : 
540/298/IX/Pertambangan/2005, tanggal 16 
September 2005 di Daerah Tanjung Kelurahan Kahu 
Kecamatan Bontocani dengan luas 250 Ha, yang 
telah berakhir pada tanggal 16 September 2006. 
sesuai Surat PT.Merdeka Mineral Indonesia Nomor :  
5/MMI/III/2007, tanggal 6 Maret 2007, hal : permohonan 
Perpanjangan Izin Kuasa Pertambangan yang 
ditandatangani oleh Saksi HARYONO WINARTA, Phd, 
selaku Direktur PT. Merdeka Mineral Indonesia; 
 
- Bahwa terdakwa Drs.H.ROSALIM HAB,M.Si yang 
mengetahui bahwa lokasi eksplorasi batu besi di 
Kec.Bontocani Kabupaten Bone seluas 1.000 Ha yang 
dimohonkan oleh PT.Bumi Surya Mas untuk diterbitkan 
Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi dari Bupati Bone 
berada dalam areal Kuasa Pertambangan PT.Merdeka 
Mineral Indonesia dan telah pula mendapatkan saran 
dari Saksi JAMALUDDIN,ST,MT selaku Kepala Seksi 
Bimbingan dan Pengawasan Pertambangan Dinas 
Perindustrian dan Pertambangan Kab.Bone bahwa 
lokasi eksplorasi batu besi di Kec.Bontocani Kabupaten 
Bone seluas 1.000 Ha yang dimohonkan oleh PT.Bumi 
Surya Mas masih termasuk dalam areal Kuasa 
Pertambangan PT.Merdeka Mineral Indonesia 
berdasarkan Surat Izin Bupati Bone Nomor : 
540/237/III/Pertambangan, tanggal 8 Maret 2006 tentang 
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pemberian Izin Perpanjangan Kuasa Pertambangan 
melakukan Penyelidikan Umum bahan galian mineral 
besi di Kelurahan Kahu Kecamatan Bontocani dan Desa 
Matajang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone seluas 
5.000 Ha yang berakhir tanggal 8 Maret 2007 dan telah 
diajukan permohonan Izin perpanjangannya melalui 
Surat PT.Merdeka Mineral Indonesia Nomor : 
05/MMI/III/2007, tanggal 6 Maret 2007, hal : 
Permohonan Perpanjangan Izin Kuasa Pertambangan, 
namun terdakwa Drs.ROSALIM HAB,M.Si., tetap 
bersikeras menindaklanjuti permohonan PT.Bumi Surya 
Mas tersebut dengan menyetujui permohonan PT.Bumi 
Surya Mas sebagaimana Surat PT.Bumi Surya Mas 
Nomor : 01/BSM/III/2007, tanggal 1 Maret 2007 tentang 
permohonan kuasa pertambangan eksplorasi batu besi 
di lokasi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone seluas 
1.000 Ha dan langsung memerintahkan Saksi 
JAMALUDDIN,ST,MT untuk membuatkan konsep 
Telaahan Staf dan Lampiran Daftar Koordinat sekalipun 
tanpa melalui survey lapangan dari Tim Teknis Dinas 
Perindustrian dan Pertambangan Kab.Bone 
sebagaimana mekanisme yang seharusnya ditempuh; 
- Bahwa terdakwa Drs.ROSALIM HAB,M.Si., kemudian 
menentukan titik-titik koordinat pada lokasi Kecamatan 
Bontocani Kabupaten Bone seluas 1.000 Ha 
sebagaimana permohonan kuasa pertambangan 
eksplorasi batu besi dari PT.Bumi Surya Mas dan 
menandatangani Lampiran Daftar Koordinat, tanggal 10 
Mei 2007 yang memuat titik-titik koordinat Kuasa 
Pertambangan Eksplorasi PT.Bumi Surya Mas sebagai 
berikut : 
 
No. 
Garis Bujur (BT) Garis Lintang 
0 ‘ “ 0 ‘ “ LS/LU 
1 120 01 45 04 59 30 LS 
2 120 02 45 04 59 30 LS 
3 120 02 45 04 00 00 LS 
4 120 02 00 04 00 00 LS 
5 120 02 00 04 00 15 LS 
6 120 01 45 04 00 15 LS 
7 120 01 45 04 00 45 LS 
8 120 01 30 04 00 45 LS 
9 120 01 30 04 01 15 LS 
10 120 01 15 04 01 15 LS 
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11 120 01 15 04 02 15 LS 
12 120 00 15 04 02 15 LS 
13 120 00 15 04 00 15 LS 
14 120 00 45 04 00 15 LS 
15 120 00 45 04 00 00 LS 
16 120 01 30 04 00 00 LS 
17 120 01 30 04 59 45 LS 
18 120 01 45 04 59 45 LS 
Sumber: Putusan Nomor: 452/Pid.B/2011/PN.WTP 
serta menandatangani Telaahan Staf Nomor : 540/90/V/Intan/2007, 
tanggal 17 Mei 2007, perihal : Penjelasan Rencana Eksplorasi Bijih 
Besi oleh PT.Bumi Surya Mas di Kecamatan Bonto Cani yang 
isinya tidak benar atau tidak sesuai dan bertetantangan dengan 
keadaan sebenarnya, oleh karena lokasi eksplorasi bijih besi oleh 
PT.Bumi Surya Mas di Kecamatan Bonto Cani seluas 1.000 Ha 
sesuai dengan titik-titik koordinat yang termuat dalam Lampiran 
Daftar Koordinat, tanggal 10 Mei 2007 tersebut di atas termasuk 
dalam areal Kuasa Pertambangan milik PT.Merdeka Mineral 
Indonesia berdasarkan Surat Izin Bupati Bone Nomor : 540/237/III/ 
Pertambangan, tanggal 8 Maret 2006 tentang pemberian Izin 
Perpanjangan Kuasa Pertambangan melakukan Penyelidikan 
Umum bahan galian mineral besi di Kelurahan Kahu Kecamatan 
Bontocani dan Desa Matajang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone 
seluas 5.000 Ha yang berakhir tanggal 8 Maret 2007 dan telah 
diajukan permohonan Izin perpanjangannya melalui Surat 
PT.Merdeka Mineral Indonesia Nomor : 05/MMI/III/2007, tanggal 6 
Maret 2007, hal : Permohonan Perpanjangan Izin Kuasa 
Pertambangan lokasi Kuasa Pertambangan PenyelidikanUmum 
sesuai dengan Lampiran Daftar Koordinat, tanggal 7 Maret 2006 
yang memuat titik-titik koordinat lokasi Kuasa Pertambangan 
Penyelidikan Umum di Kelurahan Kahu Kecamatan Bontocani dan 
Desa Matajang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone seluas 5.000 Ha 
sebagaimana berikut : 
No. 
Garis Bujur (BT) Garis Lintang 
0 ‘ “ 0 ‘ “ LS/LU 
1 120 01 45 04 59 45 LS 
2 120 05 30 04 59 45 LS 
3 120 05 30 05 02 00 LS 
4 120 03 45 05 02 00 LS 
5 120 03 45 05 03 00 LS 
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6 119 59 45 05 03 00 LS 
7 119 59 45 05 04 00 LS 
8 119 58 30 05 04 00 LS 
9 119 58 30 05 02 30 LS 
10 119 59 30 05 02 30 LS 
11 119 59 30 05 00 30 LS 
12 120 01 45 05 00 30 LS 
Sumber: Putusan Nomor: 452/Pid.B/2011/PN.WTP 
dalam hal ini titik-titik koordinat 1200 01’ 45” BT; 040 59’ 45” LS; 
1200 01’ 45” BT; dan 040 59’ 45” LS yang termuat dalam Lampiran 
Daftar Koordinat, tanggal 7 Maret 2006 yang merupakan areal 
lokasi Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum PT.Merdeka 
Mineral Indonesia tumpang tindih dengan titik-titik koordinat 1200 
01’ 45” BT; 040 59’ 45” LS; 1200 01’ 45” BT; dan 040 59’ 45” LS 
sebagaimana termuat dalam Lampiran Daftar Koordinat, tanggal 10 
Mei 2007 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs.ROSALIM 
HAB,M.Si selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan 
Kabupaten Bone; 
- Bahwa terdakwa Drs.ROSALIM HAB,M.Si selaku Kepala 
Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kabupaten Bone 
seharusnya tidak mengeluarkan dan menandatangani 
Telaahan Staf Nomor : 540/90/V/Intan/2007, tanggal 17 
Mei 2007, perihal : Penjelasan Rencana Eksplorasi Bijih 
Besi oleh PT.Bumi Surya Mas di Kec.Bonto Cani dan 
Lampiran Daftar Koordinat, tanggal 10 Mei 2007 yang 
titik-titik koordinat lokasinya tumpang tindih dengan titik-
titik koordinat Lampiran Daftar Koordinat, tanggal 7 
Maret 2006 yang merupakan areal lokasi Kuasa 
Pertambangan Penyelidikan Umum PT.Merdeka Mineral 
Indonesia berdasarkan Surat Izin Bupati Bone Nomor : 
540/237/III/Pertambangan, tanggal 8 Maret 2006 yang 
telah diajukan permohonan perpanjangannya melalui 
Surat PT.Merdeka Mineral Indonesia Nomor : 
05/MMI/III/2007, tanggal 6 Maret 2007, oleh karena itu 
PT.Merdeka Mineral Indonesia sebagai Pemegang Hak 
Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum masih 
mempunyai hak Kuasa Pertambangan dan prioritas 
pertama untuk mendapatkan Kuasa Pertambangan 
Eksplorasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 
30 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 75 Tahun 
2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1969 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1967 
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tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan 
yang berbunyi "Pemegang Kuasa Pertambangan 
Penyelidikan Umum yang sebelum berakhir jangka 
waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan 
permintaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tetapi 
belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu 
dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan 
melanjutkan usaha pertambangan penyelidikan umum 
da/am wilayah seluas wilayah Kuasa Pertambangan 
eksplorasi yang dimintanya untuk jangka waktu paling 
lama I (satu) tahun lagi, dalam jangka waktu mana 
Menteri, Gubemur, Bupati/ Walikota sesuai 
kewenangannya harus sudah mengeluarkan keputusan 
diterima atau ditolaknya permintaan kuasa 
pertambangan eksplorasi tersebut" dan ketentuan Pasal 
25 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 
1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 
11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 
Pertambangan menegaskan bahwa “Pemegang Kuasa 
Pertambangan Penyelidikan Umum yang menemukan 
suatu bahan galian dalam wilayah kuasa 
pertambangannya, mendapat prioritas pertama untuk 
memperoleh Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas 
bahan galian tersebut”. 
- Bahwa setelah terdakwa Drs.H.ROSALIM HAB,M.Si 
selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan 
Kabupaten Bone menandatangani Telaahan Staf Nomor 
: 540/90/V/Intan/2007, tanggal 17 Mei 2007, perihal : 
Penjelasan Rencana Eksplorasi Bijih Besi oleh PT.Bumi 
Surya Mas di Kec.Bonto Cani dan Lampiran Daftar 
Koordinat, tanggal 10 Mei 2007 yang isinya tidak benar 
atau bertentangan dengan keadaan sebenarnya karena 
titik-titik koordinat lokasinya tumpang tindih dengan titik-
titik koordinat Lampiran Daftar Koordinat, tanggal 7 
Maret 2006 yang merupakan areal lokasi Kuasa 
Pertambangan Penyelidikan Umum PT.Merdeka Mineral 
Indonesia berdasarkan Surat Izin Bupati Bone Nomor : 
540/237/III/Pertambangan, tanggal 8 Maret 2006 yang 
telah diajukan permohonan perpanjangannya melalui 
Surat PT.Merdeka Mineral Indonesia Nomor : 
05/MMI/III/2007, tanggal 6 Maret 2007, terdakwa 
Drs.H.ROSALIM HAB,M.Si kemudian meneruskan 
Telaahan Staf Nomor : 540/90/V/Intan/2007, tanggal 17 
Mei 2007 dan Lampiran Daftar Koordinat, tanggal 10 Mei 
2007 kepada Bupati Bone sehingga menjadi dasar 
terbitnya Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 424 
Tahun 2007 tanggal 06 Juni 2007 tentang Pemberian 
Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Bijih Besi dan 
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Mineral Ikutannya kepada PT.Bumi Surya Mas, yang 
mana lokasi Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bijih Besi 
dan Mineral Ikutannya berada di dalam areal lokasi 
Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum PT.Merdeka 
Mineral Indonesia; 
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs.ROSALIM HAB,M.Si 
yang mengeluarkan dan menandatangani Telaahan Staf 
Nomor : 540/90/V/Intan/2007, tanggal 17 Mei 2007, 
perihal : Penjelasan Rencana Eksplorasi Bijih Besi oleh 
PT.Bumi Surya Mas di Kec.Bonto Cani dan Lampiran 
Daftar Koordinat, tanggal 10 Mei 2007 yang isinya tidak 
benar atau bertentangan dengan keadaan sebenarnya 
dan menjadi dasar terbitnya Surat Keputusan Bupati 
Bone Nomor : 424 Tahun 2007, tanggal 06 Juni 2007 
tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) 
Eksplorasi Bijih Besi dan Mineral Ikutannya kepada 
PT.Bumi Surya Mas sebagaimana diuraikan di atas, 
telah mengakibatkan PT.Merdeka Mineral Indonesia 
yang telah mengeluarkan biaya operasional dalam 
penyelidikan umum dan telah menemukan potensi bajih 
besi dan mineral ikutannya menderita kerugian sebesar 
Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) atau 
setidak-tidaknya sekitar jumlah itu. 
 
Perbuatan terdakwa tersebut di atas merupakan tindak pidana 
sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 
263 ayat (1) KUHP. 
 
A  T  A  U 
 
Kedua : 
Bahwa terdakwa Drs.H.ROSALIM HAB,M.Si pada tanggal 10 Mei 
2007 dan tanggal 17 Mei 2007 atau setidak-tidaknya pada suatu 
waktu lain dalam bulan Mei tahun 2007 atau setidak-tidaknya pada 
suatu waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas 
Perindustrian dan Pertambangan Kabupaten Bone, Jalan 
Laksamana Yos Sudarso No.29 Watampone atau setidak-tidaknya 
pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Watampone dengan maksud untuk 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan 
hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan hak 
tanggungan sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, 
sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di 
atas tanah yang belum bersertifikat padahal diketahuinya 
bahwa yang mempunyai atau turut serta mempunyai hak di 
atasnya adalah orang lain , perbuatan mana terdakwa lakukan 
dengan cara-cara sebagai berikut : 
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Bahwa berawal ketika terdakwa Drs.H.ROSALIM HAB,M.Si 
menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan 
Kabupaten Bone berdasarkan Keputusan Bupati Bone Nomor : 
821.4-421 tentang Peningkatan dan Pemberhentian Pejabat 
Struktural Eselon II dan III di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten 
Bone, tanggal 29 Desember 2006 dan berdasarkan Keputusan 
Bupati Bone Nomor : 821.4-140 tentang Peningkatan dan 
Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II dan III di Lingkungan 
Pemerintahan Kabupaten Bone, tanggal 23 Juni 2008, yang lingkup 
tugasnya antara lain adalah melaksanakan urusan pemerintahan 
daerah di bidang pertambangan dan termasuk salah satunya 
adalah memberikan pertimbangan kepada Bupati Bone atas 
permohonan Izin Kuasa Pertambangan (KP) dari Pemohon (badan 
usaha) dengan mengeluarkan Telaahan Staf beserta Lampiran 
Daftar Koordinat yang menjadi pertimbangan dan dasar penerbitan 
Izin Usaha Pertambangan atau Keputusan Pemberian Kuasa 
Pertambangan dari Bupati Bone berdasarkan ketentuan Undang-
Undang RI No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 
Pertambangan dan Peraturan Pemerintah RI No.75 Tahun 2001 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI No.32 
Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI No.11 Tahun 
1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan; 
 
- Bahwa selanjutnya terdakwa Drs.H.ROSALIM HAB,M.Si 
dalam melaksanakan tugasnya selaku Kepala Dinas 
Perindustrian dan Pertambangan Kabupaten Bone 
menerima disposisi dari Bupati Bone, H.A.MUH.IDRIS 
GALIGO,SH. yang meneruskan permohonan Izin Kuasa 
Pertambangan dari PT.Bumi Surya Mas melalui Surat 
PT.Bumi Surya Mas Nomor : 01/BSM/III/2007, tanggal 1 
Maret 2007 tentang permohonan kuasa pertambangan 
eksplorasi batu besi di lokasi Kec.Bontocani Kabupaten 
Bone seluas 1.000 Ha untuk dipelajari dan diberikan 
pertimbangan berupa Telaahan Staf guna 
menentukanapakah PT.Bumi Surya Mas dapat diberikan 
Izin Kuasa Pertambangan sesuai dengan 
permohonannya atau tidak; 
- Bahwa terdakwa Drs.H.ROSALIM HAB,M.Si selaku 
Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan 
Kabupaten Bone telah mengetahui bahwa lokasi kuasa 
pertambangan eksplorasi batu besi di Kec.Bontocani 
Kabupaten Bone seluas 1.000 Ha yang dimohonkan oleh 
PT.Bumi Surya Mas untuk diterbitkan Izin Kuasa 
Pertambangan Eksplorasi dari Bupati Bone adalah 
masuk dalam areal lokasi Kuasa Pertambangan 
PT.Merdeka Mineral Indonesia berdasarkan Surat Izin 
Bupati Bone Nomor : 136 /II/Pertambangan, tanggal 24 
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Februari 2005 tentang pemberian Izin Kuasa 
Pertambangan melakukan Penyelidikan Umum bahan 
galian mineral besi di Kelurahan Kahu Kecamatan 
Bontocani dan Desa Matajang Kecamatan Kahu 
Kabupaten Bone seluas 5.000 Ha yang berlaku selama 1 
tahun mulai tanggal 1 Maret 2005 s.d tanggal 1 Maret 
2006 yang kemudian diperpanjang dengan Surat Izin 
Bupati Bone Nomor : 540/237/III/Pertambangan, tanggal 
8 Maret 2006 tentang pemberian Izin Perpanjangan 
Kuasa Pertambangan melakukan Penyelidikan Umum 
bahan galian mineral besi di Kelurahan Kahu Kecamatan 
Bontocani dan Desa Matajang Kecamatan Kahu 
Kabupaten Bone seluas 5.000 Ha yang berlaku selama 1 
tahun dari tanggal 8 Maret 2006 s.d tanggal 8 Maret 
2007 lalu sebelum Surat Izin Bupati Bone Nomor: 
540/237/III/Pertambangan, tanggal 8 Maret 2006 
tersebut berakhir pada tanggal 8 Maret 2007, 
PT.Merdeka Mineral Indonesia telah mengajukan 
permohonan perpanjangan Izin Kuasa Pertambangan 
kepada Bupati Bone pada tanggal 6 Maret 2007 untuk 
memperpanjang Surat Izin Kuasa Pertambangan yang 
akan segera berakhir dan yang sudah berakhir yaitu: 
1. Surat Izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum 
bahan galian Bijih Besi dan Ikutannya Nomor : 
540/237/III/Pertambangan/2006, tanggal 8 Maret 
2006 yang akan berakhir pada tanggal 8 Maret 2007 
dengan luas 5.000 Ha; 
2. 2 Surat Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bijih 
Besi dan Ikutannya Nomor : 
540/297/IX/Pertambangan/2005 tanggal 16 
September 2005 di Daerah Matajang Kec.Kahu 
dengan luas 250 Ha, yang telah berakhir pada 
tanggal 16 September 2006; 
3. 3 Surat Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bijih 
Besi dan Ikutannya Nomor : 
540/298/IX/Pertambangan/2005, tanggal 16 
September 2005 di Daerah Tanjung Kelurahan Kahu 
Kecamatan Bontocani dengan luas 250 Ha, yang 
telah berakhir pada tanggal 16 September 2006. 
 
sesuai Surat PT.Merdeka Mineral Indonesia Nomor : 
05/MMI/III/2007, tanggal 6 Maret 2007, hal : permohonan 
Perpanjangan Izin Kuasa Pertambangan yang 
ditandatangani oleh Saksi HARYONO WINARTA, Phd, 
selaku Direktur PT. Merdeka Mineral Indonesia; 
 
- Bahwa PT.Merdeka Mineral Indonesia sebagai 
Pemegang Hak Kuasa Pertambangan Penyelidikan 
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Umum atas lokasi di Kelurahan Kahu Kecamatan 
Bontocani dan Desa Matajang Kecamatan Kahu 
Kabupaten Bone seluas 5.000 Ha yang salah satu areal 
lokasinya dimohonkan oleh PT.Bumi Surya Mas adalah 
masih merupakan Hak Kuasa Pertambangan 
PT.Merdeka Mineral Indonesia berdasarkan Surat Izin 
Bupati Bone Nomor : 540/237/III/Pertambangan, tanggal 
8 Maret 2006 tentang pemberian Izin Perpanjangan 
Kuasa Pertambangan melakukan Penyelidikan Umum 
bahan galian mineral besi di Kelurahan Kahu Kecamatan 
Bontocani dan Desa Matajang Kecamatan Kahu 
Kabupaten Bone seluas 5.000 Ha yang berlaku selama 1 
tahun dari tanggal 8 Maret 2006 s.d tanggal 8 Maret 
2007 lalu sebelum Surat Izin Bupati Bone Nomor : 
540/237/III/Pertambangan, tanggal 8 Maret 2006 
tersebut berakhir pada tanggal 8 Maret 2007, 
PT.Merdeka Mineral Indonesia telah mengajukan 
permohonan perpanjangan Izin Kuasa Pertambangan 
kepada Bupati Bone pada tanggal 6 Maret 2007 
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah RI Nomor 75 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 
32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI 
Nomor 11Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan 
Pokok Pertambangan yang berbunyi "Pemegang Kuasa 
Pertambangan Penyelidikan Umum yang sebelum 
berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah 
mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan 
Eksplorasi tetapi belum mendapat keputusan, maka 
sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut 
diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan 
penyelidikan umum da/am wilayah seluas wilayah Kuasa 
Pertambangan eksplorasi yang dimintanya untuk jangka 
waktu paling lama I (satu) tahun lagi, dalam jangka 
waktu mana Menteri, Gubemur, Bupati/ Walikota sesuai 
kewenangannya harus sudah mengeluarkan keputusan 
diterima atau ditolaknya permintaan kuasa 
pertambangan eksplorasi tersebut" dan PT.Merdeka 
Mineral Indonesia sebagai Pemegang Hak Kuasa 
Pertambangan Penyelidikan Umum adalah yang berhak 
mendapatkan prioritas pertama untuk memperoleh 
Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebagaimana diatur 
dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
RI Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang RI Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pertambangan menegaskan bahwa 
“Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum 
yang menemukan suatu bahan galian dalam wilayah 
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kuasa pertambangannya, mendapat prioritas pertama 
untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas 
bahan galian tersebut”.  
- Bahwa sekalipun terdakwa Drs.H.ROSALIM HAB,M.Si 
mengetahui bahwa lokasi eksplorasi batu besi di 
Kec.Bontocani Kabupaten Bone seluas 1.000 Ha yang 
dimohonkan oleh PT.Bumi Surya Mas untuk diterbitkan 
Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi dari Bupati Bone 
berada dalam areal Kuasa Pertambangan PT.Merdeka 
Mineral Indonesia dan telah pula mendapatkan saran 
dari Saksi JAMALUDDIN,ST,MT selaku Kepala Seksi 
Bimbingan dan Pengawasan Pertambangan Dinas 
Perindustrian dan Pertambangan Kab.Bone bahwa 
lokasi eksplorasi batu besi di Kec.Bontocani Kabupaten 
Bone seluas 1.000 Ha yang dimohonkan oleh PT.Bumi 
Surya Mas masih termasuk dalam areal Kuasa 
Pertambangan PT.Merdeka Mineral Indonesia 
berdasarkan Surat Izin Bupati Bone Nomor : 
540/237/III/Pertambangan, tanggal 8 Maret 2006 tentang 
pemberian Izin Perpanjangan Kuasa Pertambangan 
melakukan Penyelidikan Umum bahan galian mineral 
besi di Kelurahan Kahu Kecamatan Bontocani dan Desa 
Matajang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone seluas 
5.000 Ha yang berakhir tanggal 8 Maret 2007 dan telah 
diajukan permohonan Izin perpanjangannya melalui 
Surat PT.Merdeka Mineral Indonesia Nomor : 
05/MMI/III/2007, tanggal 6 Maret 2007 apabila diberikan 
Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasinya kepada 
PT.Bumi Surya Mas akan menyalahi ketentuan Pasal 30 
ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 75 Tahun 2001 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI 
Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang RI Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pertambangan, namun terdakwa 
Drs.ROSALIM HAB,M.Si., tetap menindaklanjuti 
permohonan PT.Bumi Surya Mas tersebut dengan 
menyetujui permohonan PT.Bumi Surya Mas 
sebagaimana Surat PT.Bumi Surya Mas Nomor : 
01/BSM/III/2007, tanggal 1 Maret 2007 tentang 
permohonan kuasa pertambangan eksplorasi batu besi 
di lokasi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone seluas 
1.000 Ha yang termasuk di dalam areal Kuasa 
Pertambangan Penyelidikan Umum PT.Merdeka Mineral 
Indonesia dengan menandatangani Lampiran Daftar 
Koordinat, tanggal 10 Mei 2007 yang memuat titik-titik 
koordinat Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT.Bumi 
Surya Mas sebagai berikut : 
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No. 
Garis Bujur (BT) Garis Lintang 
0 ‘ “ 0 ‘ “ LS/LU 
1 120 01 45 04 59 30 LS 
2 120 02 45 04 59 30 LS 
3 120 02 45 04 00 00 LS 
4 120 02 00 04 00 00 LS 
5 120 02 00 04 00 15 LS 
6 120 01 45 04 00 15 LS 
7 120 01 45 04 00 45 LS 
8 120 01 30 04 00 45 LS 
9 120 01 30 04 01 15 LS 
10 120 01 15 04 01 15 LS 
11 120 01 15 04 02 15 LS 
12 120 00 15 04 02 15 LS 
13 120 00 15 04 00 15 LS 
14 120 00 45 04 00 15 LS 
15 120 00 45 04 00 00 LS 
16 120 01 30 04 00 00 LS 
17 120 01 30 04 59 45 LS 
18 120 01 45 04 59 45 LS 
Sumber: Putusan Nomor: 452/Pid.B/2011/PN.WTP 
 
- serta menandatangani Telaahan Staf Nomor : 
540/90/V/Intan/2007, tanggal 17 Mei 2007, perihal : 
Penjelasan Rencana Eksplorasi Bijih Besi oleh PT.Bumi 
Surya Mas di Kecamatan Bonto Cani yang menjadi 
dasar terbitnya Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 
424 Tahun 2007 tanggal 06 Juni 2007 tentang 
Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Bijih 
Besi dan Mineral Ikutannya kepada PT.Bumi Surya Mas, 
yang mana lokasi Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bijih 
Besi dan Mineral Ikutannya berada di dalam areal lokasi 
Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum PT.Merdeka 
Mineral Indonesia, padahal terdakwa Drs.ROSALIM 
HAB,M.Si mengetahui bahwa lokasi eksplorasi bijih besi 
oleh PT.Bumi Surya Mas di Kecamatan Bonto Cani 
seluas 1.000 Ha sesuai dengan titik-titik koordinat yang 
termuat dalam Lampiran Daftar Koordinat, tanggal 10 
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Mei 2007 tersebut di atas termasuk di dalam areal Kuasa 
Pertambangan milik PT.Merdeka Mineral Indonesia 
berdasarkan Surat Izin Bupati Bone Nomor : 
540/237/III/Pertambangan, tanggal 8 Maret 2006 tentang 
pemberian Izin Perpanjangan Kuasa Pertambangan 
melakukan Penyelidikan Umum bahan galian mineral 
besi di Kelurahan Kahu Kecamatan Bontocani dan Desa 
Matajang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone seluas 
5.000 Ha yang berakhir tanggal 8 Maret 2007 dan telah 
diajukan permohonan Izin perpanjangannya melalui 
Surat PT.Merdeka Mineral Indonesia Nomor : 
05/MMI/III/2007, tanggal 6 Maret 2007, hal : 
Permohonan Perpanjangan Izin Kuasa Pertambangan 
lokasi Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum sesuai 
dengan Lampiran Daftar Koordinat, tanggal 7 Maret 2006 
yang memuat titik koordinat lokasi Kuasa Pertambangan 
Penyelidikan Umum di Kelurahan Kahu Kecamatan 
Bontocani dan Desa Matajang Kecamatan Kahu 
Kabupaten Bone seluas 5.000 Ha sebagaimana berikut : 
 
No. 
Garis Bujur (BT) Garis Lintang 
0 ‘ “ 0 ‘ “ LS/LU 
1 120 01 45 04 59 45 LS 
2 120 05 30 04 59 45 LS 
3 120 05 30 05 02 00 LS 
4 120 03 45 05 02 00 LS 
5 120 03 45 05 03 00 LS 
6 119 59 45 05 03 00 LS 
7 119 59 45 05 04 00 LS 
8 119 58 30 05 04 00 LS 
9 119 58 30 05 02 30 LS 
10 119 59 30 05 02 30 LS 
11 119 59 30 05 00 30 LS 
12 120 01 45 05 00 30 LS 
Sumber: Putusan Nomor: 452/Pid.B/2011/PN.WTP 
sehingga sebagian areal lokasi Kuasa Pertambangan Penyelidikan 
Umum PT.Merdeka Mineral Indonesia di Kecamatan Bonto Cani 
dengan titik-titik koordinat 1200 01’ 45” BT; 040 59’ 45” LS; 1200 
01’ 45” BT; dan 040 59’ 45” LS sesuai Lampiran Daftar Koordinat, 
tanggal 7 Maret 2006 yang berubah berdasarkan Surat Keputusan 
Bupati Bone Nomor : 424 Tahun 2007 tanggal 06 Juni 2007 tentang 
Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Bijih Besi dan 
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Mineral Ikutannya kepada PT.Bumi Surya Mas menjadi salah satu 
bagian areal Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT.Bumi Surya Mas 
di Kecamatan Bonto Cani yang seluruhnya seluas 1.000 Ha dengan 
titik-titik koordinat 1200 01’ 45” BT; 040 59’ 45” LS; 1200 01’ 45” 
BT; dan 040 59’ 45” LS sesuai Lampiran Daftar Koordinat, tanggal 
10 Mei 2007 dan Telaahan Staf tanggal 17 Mei 2007 yang 
ditandatangani oleh terdakwa Drs.ROSALIM HAB,M.Si selaku 
Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kabupaten Bone; 
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs.ROSALIM HAB,M.Si 
yang mengeluarkan dan menandatangani Telaahan Staf 
Nomor : 540/90/V/Intan/2007, tanggal 17 Mei 2007, 
perihal : Penjelasan Rencana Eksplorasi Bijih Besi oleh 
PT.Bumi Surya Mas di Kec.Bonto Cani dan Lampiran 
Daftar Koordinat, tanggal 10 Mei 2007 yang menjadi 
dasar terbitnya Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 
424 Tahun 2007, tanggal 06 Juni 2007 tentang 
Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Bijih 
Besi dan Mineral Ikutannya kepada PT.Bumi Surya Mas 
sebagaimana diuraikan di atas telah memberikan 
keuntungan kepada PT.Bumi Surya Mas selaku 
Pemegang Hak Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang 
berhak melakukan eksplorasi tanpa perlu melakukan 
kegiatan penyelidikan umum oleh karena areal lokasi 
tersebut telah dilakukan penyelidikan umum secara 
detail dan telah ditemukan potensi bijih besi dan mineral 
ikutannya oleh PT.Merdeka Mineral Indonesia sebagai 
Pemegang Hak Kuasa Pertambangan Penyelidikan 
Umum berdasarkan Surat Izin Bupati Bone Nomor : 
540/237/III/Pertambangan, tanggal 8 Maret 2006 tentang 
pemberian Izin Perpanjangan Kuasa Pertambangan 
melakukan Penyelidikan Umum bahan galian mineral 
besi di Kelurahan Kahu Kecamatan Bontocani dan Desa 
Matajang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone seluas 
5.000 Ha yang berakhir tanggal 8 Maret 2007 dan telah 
diajukan permohonan Izin perpanjangannya melalui 
Surat PT.Merdeka Mineral Indonesia Nomor : 
05/MMI/III/2007, tanggal 6 Maret 2007. sebagaimana 
ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI 
Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1969 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1967 
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan jo. 
Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 
Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI 
Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan 
Pokok Pertambangan. 
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Perbuatan terdakwa tersebut di atas merupakan tindak pidana 
sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 
385 ayat (1) KUHP. 
 
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan 
didukung oleh alat bukti, maka selanjutnya Penuntut Umum yang 
dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 22 Nopember 2011 
yang pada pokoknya berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur yang 
terdapat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan 
kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya 
menuntut supaya Majelis Hukum yang memeriksa dan mengadili perkara 
memutuskan sebagai berikut: 
1. Menyatakan terdakwa Drs. ROSALIM HAB, M.Si. telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
Pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) 
KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu ; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. ROSALIM HAB, 
M.Si. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi 
selama terdakwa ditahan ; 
3. Menyatakan bukti surat berupa : 
 Ijin perpanjangan KP Penyelidikan umum PT. Merdeka 
Mineral Indonesia No. 540/237/ III/Pertambangan/2006, 
tanggal 8 Maret 2006 ; 
 Surat permohonan perpanjangan dan peningkatan hak 
kuasa pertambangan Eksplorasi PT. Merdeka Mineral 
Indonesia No. 05/MMI/III/2007, tanggal 6 Maret 2007 ; 
 Ijin KP Eksplorasi PT. Merdeka Mineral Indonesia No. 784 
tahun 2007, tanggal 25 Oktober 2007 ; 
Dikembalikan kepada yang berhak ; 
 Surat permohonan kuasa pertambangan Eksplorasi PT. 
Bumi Surya Mas No. 01/BSM/III/2007, tanggal 1 Maret 2007; 
 Lampiran daftar koordinat PT. Bumi Surya Mas, tertanggal 
10 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Drs.H. Rosalim Hab, 
M. Si. Selaku Kepala Dinas ESDM Kab. Bone ; 
 Telaahan staf No. 540/90/V/Intan/2007, tanggal 17 Mei 2007 
tentang penjelasan rencana eksplorasi bijih besi oleh PT. 
Bumi Surya Mas di Kec. Bontocane Kab. Bone ; 
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 Ijin KP Eksplorasi PT. Bumi Surya Mas No. 424 tahun 2007, 
tanggal 6 Juni 2007; 
Tetap terlampir dalam berkas perkara ; 
4. Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani membayar biaya 
perkara sebesar Rp 1.000,- ; 
 
d. Analisis Penulis 
Dalam mengkaji suatu permasalahan hukum pidana, tentu tidak 
akan telepas dari dua pembagian hukum pidana yakni hukum pidana 
materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil merupakan 
hukum pidana yang bersifat abstrak, sedangkan hukum pidana formil 
merupakan hukum pidana yang memberlakukan secara nyata hukum 
pidana yang bersifat abstrak itu. 
Sebelum menganalisis bagaimana penerapan pidana materiil 
terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat izin pertambangan, 
sebaiknya terlebih dahulu diuraikan mengenai pengertian hukum pidana 
materiil. Adapun pengertian hukum pidana materiil menurut Van Hamel 
(Moeljatno, 2009: 8) yakni:  
Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan 
yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban 
hukum (rechtsorde) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan 
dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang 
melanggar larangan-larangan tersebut. 
Pengertian mengenai hukum pidana materiil juga dikemukakan oleh 
Moeljatno (2009: 8) yang berpendapat bahwa: 
Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang 
berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan 
aturan-aturan untuk: 
1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh 
dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi 
yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar 
larangan tersebut. 
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2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang 
telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau 
dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.  
 
Dengan memperhatikan dua pendapat ahli di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa orang yang dapat dipidana adalah orang yang dalam 
keadaan tertentu melakukan perbuatan yang dilarang dan dapat dihukum 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Sehubungan dengan hal itu, untuk mencapai kebenaran materiil 
yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya pada Putusan Perkara 
Nomor: 452/Pid.B/2011/PN.WTP, Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Watampone yang menangani perkara ini telah meneliti secara cermat dan 
seksama semua perbuatan, kejadian atau keadaan-keadaan yang 
berlangsung selama persidangan, fakta-fakta yang digali dari alat-alat 
bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan 
terdakwa sampai pada barang bukti sehingga diperoleh keyakinan bahwa 
terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 
yang didakwakan kepadanya, yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP. 
Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan 
alternatif yaitu dakwaan kesatu dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP 
mengenai membuat surat palsu atau memalsukan surat dan dakwaan 
kedua dengan pasal 385 ayat (1) KUHP mengenai penyerobotan tanah. 
Penggunaan dakwaan alternatif ini menurut penulis sudah tepat karena 
bila penuntut umum ragu dalam menetukan pasal mana yang sesuai 
dengan perbuatan terdakwa, penuntut umum sebaiknya menggunakan 
dakwaan alternatif agar perbuatan terdakwa tidak terbebas dari tuntutan 
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hukum. Hal ini bertujuan agar memberi pilihan lebih pada majelis hakim 
untuk memeriksa dan memutus dakwaan mana yang lebih tepat untuk 
diterapkan sesuai dengan perbuatan terdakwa sehingga memperkecil 
kemungkinan peluang terdakwa untuk divonis bebas.   
Berdasar pada surat dakwaan alternatif yang disusun oleh Jaksa 
Penuntut Umum, yaitu dakwaan kesatu dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP 
mengenai membuat surat palsu atau memalsukan surat dan dakwaan 
kedua dengan Pasal 385 ayat (1) KUHP mengenai penyerobotan tanah, 
maka unsur-unsur salah satu dari kedua pasal tersebut harus terpenuhi 
seluruhnya agar terdakwa dapat dipidana. Sehubungan dengan dakwaan 
Penuntut Umum tersebut bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana 
pemalsuan surat atau penyerobotan tanah. Oleh sebab itu untuk 
membuktikannya penulis akan mengkaji unsur-unsur dari kedua pasal 
tersebut dimulai dari unsur-unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP.   
1) Unsur barang siapa  
Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap subjek hukum 
yaitu orang perseorangan, termasuk korporasi yang cakap bertindak dan 
mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam 
perkara ini, terdakwa telah mengakui dan menyebutkan identitas dirinya 
Drs. H. Rosalim Hab, M.Si. sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada 
bukti yang menerangkan bahwa terdakwa adalah orang yang tidak cakap 
atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan 
perbuatannya secara hukum sehingga secara yuridis perbuatannya dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya. Oleh karena itu sudah jelas bahwa 
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unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut 
hukum. 
2) Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat  
Bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari 
membuat surat palsu atau memalsukan surat terbukti, maka secara 
keseluruhan unsur ini telah terbukti sepenuhnya. 
Perbuatan membuat surat palsu adalah pada mulanya tidak 
terdapat sepucuk surat apapun, akan tetapi kemudian dibuat sepucuk 
surat yang bertentangan dengan kebenaran, sedangkan yang dimaksud 
perbuatan memalsukan adalah bahwa sejak semula memang sudah 
terdapat sepucuk surat yang isinya kemudian telah diubah dengan cara 
sedemikian rupa, hingga menjadi bertentangan dengan kebenaran. 
Adapun perbuatan terdakwa dalam perkara ini merupakan 
membuat surat palsu, dimana terdakwa mengeluarkan surat palsu yaitu 
surat lampiran daftar koordinat yang memuat titik-titik koordinat Kuasa 
Pertambangan Eksplorasi PT. Bumi Surya Mas yang isinya tidak sesuai 
dan bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya karena terdapat titik-
titik yang mencaplok areal Kuasa Pertambangan PT. Merdeka Mineral 
Indonesia. Padahal terdakwa telah mendapat saran dari saksi Jamaluddin, 
S.T, M.T. bahwa areal yang dimohonkan PT. Bumi Surya Mas masih milik 
PT. Merdeka Mineral Indonesia namun terdakwa tetap menindak lanjuti 
dengan menyetujui permohonan itu dengan membuat Lampiran Daftar 
Koordinat untuk PT. Bumi Surya Mas. Dari hal tersebut dapat dinyatakan 
adanya unsur kesengajaan dari terdakwa. Karena terdakwa telah terbukti 
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memenuhi unsur membuat surat palsu maka keseluruhan unsur ini 
dianggap telah terbukti sepenuhnya. 
3) Unsur yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau 
pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada 
sesuatu hal 
Bahwa unsur ini juga bersifat alternatif artinya apabila surat palsu 
yang dimaksud terbukti merupakan salah satu dari surat yang dapat 
menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang 
diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, maka secara 
keseluruhan unsur ini telah terbukti sepenuhnya. 
Dalam perkara ini surat palsu yang dimaksud adalah surat lampiran 
daftar koordinat yang memuat titik-titik koordinat Kuasa Pertambangan 
Eksplorasi PT. Bumi Surya Mas yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh 
terdakwa. 
Lampiran daftar koordinat tersebut merupakan surat yang dapat 
menimbulkan sesuatu hak, karena lampiran daftar koordinat tersebut 
adalah merupakan landasan yang mendasari terbitnya SK Bupati Bone 
tentang pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bumi 
Surya Mas, sebab apabila lampiran daftar koordinat tersebut tidak ada 
(tidak diteruskan oleh terdakwa kepada Bupati Bone), maka tidak ada pula 
SK Bupati Bone tentang pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi 
kepada PT. Bumi Surya Mas. Sehingga jelas unsur ini telah terpenuhi 
sepenuhnya karena unsur surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak 
telah terpenuhi. 
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4) Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain 
memakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu 
Bahwa yang dimaksudkan dengan suatu maksud lebih lanjut 
(bijkomend ookmerk) pada tindakan pemalsuan surat sebagaimana diatur 
dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP itu ialah maksud lebih lanjut untuk 
mempergunakan sendiri surat yang ia palsukan atau yang ia buat secara 
palsu atau membuat orang lain mempergunakannya seolah-olah surat 
tersebut merupakan surat asli dan tidak dipalsukan. Ada 2 (dua) syarat 
adanya “seolah-olah surat asli dan tidak dipalsu” dalam Pasal 263 ayat (1) 
KUHP ialah : pertama; perkiraan adanya orang yang terperdaya terhadap 
surat itu, dan kedua; surat itu dibuat memang untuk memperdaya orang 
lain. 
Dalam perkara ini terdakwa menerima disposisi dari Bupati Bone 
untuk mempelajari Surat Permohonan Kuasa Pertambangan PT. Bumi 
Surya Mas apakah dapat diberikan izin atau tidak, sesuai dengan surat 
yang dimohonkan dengan cara mengeluarkan telaahan staf dan lampiran 
daftar koordinat yang akan dipakai oleh Bupati Bone sebagai dasar untuk 
menrbitkan izin, dimana terdakwa sudah jelas mengetahui hal tersebut. 
Terdakwa kemudian menyetujui surat permohonan tersebut dengan 
mengeluarkan telaahan staf dan lampiran daftar koordinat yang kemudian 
menjadi dasar terbitnya SK Bupati Bone tentang pemberian Kuasa 
Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bumi Surya Mas padahal telaahan 
staf dan lampiran daftar koordinat tersebut tidak sesuai kenyataan, karena 
mencaplok areal kuasa pertambangan dari PT. Merdeka Mineral 
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Indonesia. Akibat dari lampiran koordinat yang dibuat oleh terdakwa, 
Bupati Bone merasa telah ditipu dan dijebak oleh terdakwa, sebab PT. 
Merdeka Mineral Indonesia melalui saksi Haryono Winarta pada sekitar 
bulan Juli 2008 menyampaikan keberatan kepada Bupati Bone dengan 
diterbitkannya ijin KP Eksplorasi PT. Merdeka Mineral Indonesia yang 
tidak sesuai dengan yang dimohonkan sebelumnya karena sebagian 
arealnya telah dicaplok oleh PT. Bumi Surya Mas. 
Dari uraian tersebut di atas maka perbuatan terdakwa secara sah 
dan meyakinkan telah memenuhi unsur “dengan maksud untuk memakai 
atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut, seolah-olah isinya 
benar dan tidak palsu”. 
5) Unsur dapat menimbulkan kerugian 
Bahwa dapat menimbulkan kerugian dalam unsur ini tidak 
mensyaratkan keharusan adanya kerugian yang timbul, melainkan hanya 
kemungkinan atau potensi timbulnya kerugian seperti itu.  
Bahwa benar perbuatan terdakwa yang mengeluarkan dan 
menandatangani Lampiran Daftar Koordinat yang isinya tidak benar atau 
bertentangan dengan keadaan sebenarnya dan menjadi dasar terbitnya 
Surat Keputusan Bupati Bone tentang Pemberian Kuasa Pertambangan 
(KP) Eksplorasi Bijih Besi dan Mineral Ikutannya kepada PT. Bumi Surya 
Mas telah mengakibatkan PT.Merdeka Mineral Indonesia yang telah 
mengeluarkan biaya operasional dalam penyelidikan umum dan telah 
menemukan potensi bajih besi dan mineral ikutannya menderita kerugian 
sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah). Dari uraian 
69 
tersebut perbuatan terdakwa sudah jelas telah memenuhi unsur “dapat 
menimbulkan kerugian”. 
Selanjutnya penulis akan mengkaji unsur-unsur dakwaan kedua 
dari Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 385 ayat (1) KUHP tentang 
penyerebotan tanah sebagai berikut. 
1) Unsur barang siapa 
Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap subjek hukum 
yaitu orang perseorangan, termasuk korporasi yang cakap bertindak dan 
mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam 
perkara ini, terdakwa telah mengakui dan menyebutkan identitas dirinya 
Drs. H. Rosalim Hab, M.Si. sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada 
bukti yang menerangkan bahwa terdakwa adalah orang yang tidak cakap 
atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan 
perbuatannya secara hukum sehingga secara yuridis perbuatannya dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya. Oleh karena itu sudah jelas bahwa 
unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut 
hukum. 
2) Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
secara melawan hukum 
Bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah 
terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini telah terbukti sepenuhnya. 
Perbuatan terdakwa pada perkara ini yang dapat dikatakan dengan 
maksud menguntungkan orang lain secara melawan hukum dalam hal ini 
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adalah PT. Bumi Surya Mas. Dimana terdakwa yang mengeluarkan dan 
menandatangani telaahan staf dan lampiran daftar koordinat, yang 
menjadi dasar terbitnya Surat Keputusan Bupati Bone tentang Pemberian 
Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Bijih Besi dan Mineral Ikutannya 
kepada PT. Bumi Surya Mas telah memberikan keuntungan kepada PT. 
Bumi Surya Mas selaku Pemegang Hak Kuasa Pertambangan Eksplorasi 
yang berhak melakukan eksplorasi tanpa perlu melakukan kegiatan 
penyelidikan umum oleh karena areal lokasi tersebut telah dilakukan 
penyelidikan umum secara detail dan telah ditemukan potensi bijih besi 
dan mineral ikutannya oleh PT. Merdeka Mineral Indonesia sebagai 
Pemegang Hak Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum berdasarkan 
Surat Izin Bupati Bone yang sah. 
3) Unsur menjual, menukarkan, atau membebani dengan credietverband 
sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, 
penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersetifikat 
Bahwa unsur ini juga bersifat alternatif artinya apabila salah satu 
dari sub unsur delik telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini 
telah terbukti sepenuhnya.  
Perbuatan hukum yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan 
delik penyerobotan tanah dalam Pasal 385 ayat (1) bersifat limitatif yakni 
hanya terbatas kepada perbuatan delik sebagaimana dirumuskan dalam 
Pasal 385 ayat (1) KUHP yaitu perbuatan menjual, menukarkan, atau 
membebankan dengan credietverband suatu hak atas tanah, sehingga 
perbuatan hukum selain dari ketiga perbuatan delik tersebut tidak 
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termasuk dalam perbuatan delik sebagaimana yang dirumuskan dalam 
dakwaan kedua Penuntut Umum. 
Perbuatan terdakwa seperti dirumuskan Penuntut Umum dimana 
terdakwa yang menyetujui permohonan kuasa pertambangan PT. BSM 
dengan mengeluarkan telaahan staf dan lampiran koordinat padahal areal 
yang dimohonkan PT. BSM masih merupakan milik dari PT MMI sebagai 
pemegang kuasa pertambangan yang sah tidak dapat dikatakan sebagai 
perbuatan menjual, menukarkan, atau membebankan dengan 
credietverband sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 385 ayat (1) 
KUHP sehingga perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur ketiga dari 
pasal ini. Oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP 
tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.  
Dalam hal ini Penuntut Umum sepertinya kurang cermat dengan 
menerapkan pasal tersebut karena perbuatan terdakwa tidak dapat 
dikatakan melanggar Pasal 385 ayat (1) KUHP seperti yang telah 
diuraikan di atas, yang dapat menyebabkan terdakwa bebas dari jeratan 
hukum.  
Perbuatan terdakwa yang mengeluarkan telaahan staf dan lampiran 
daftar koordinat yang menjadi dasar terbitanya Surat Izin Pertambangan 
yang tidak sesuai kenyataan dalam kasus ini terkait erat dalam bidang 
pertambangan yang dimana pertambangan itu sendiri diatur dalam 
undang-undang yang bersifat khusus. Di dalam hukum terdapat suatu 
asas yang berbunyi “lex specialis derogat legi generali” yang artinya 
hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat 
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umum. Sehingga timbul pertanyaan mengapa bukan ketentuan pidana 
yang ada dalam undang-undang pertambangan yang bersifat khusus yang 
didakwakan terhadap terdakwa oleh penuntut umum, melainkan ketentuan 
yang ada dalam KUHP yang bersifat umum.  
Terkait hal tersebut,  berikut penjelasan Bapak Andi Usama Harun, 
S.H., selaku Kepala Seksi Pidana Umum mengenai hal tersebut yang 
penulis peroleh dari wawancara tertanggal 17 Mei 2016 yang pada intinya 
mengemukakan bahwa alasan tidak dikenakannya ketentuan pidana yang 
ada dalam peraturan pertambangan karena di dalam berkas penyidikan 
yang dilimpahkan oleh Kepolisian ke Kejaksaan tidak tertuang hal tesebut 
dan menurut Penuntut Umum perbuatan terdakwa memang tidak memuat 
hal-hal yang dapat dikaitkan dengan ketentuan pidana yang ada dalam 
peraturan pertambangan. Berdasarkan pernyataan tersebut, Penulis 
mencoba mengkaji apakah perbuatan terdakwa memang tidak dapat 
dikaitkan dengan ketentuan pidana yang ada dalam aturan pertambangan 
lama yaitu UU No. 11 Tahun 1967 dan aturan pertambangan baru yakni 
UU No. 4 Tahun 2009. 
Di dalam UU No. 11 Tahun 1967, ketentuan pidana diatur dalam 
Pasal 31 sampai dengan Pasal 34. Pada keempat pasal tersebut tidak 
ada pasal yang mengatur tentang sanksi pidana yang dapat dikenakan 
pada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan, dimana dalam kasus 
ini terdakwa merupakan seorang pejabat yang mengeluarkan izin 
pertambangan yang bertentangan dengan undang-undang karena tidak 
sesuai dengan kenyataan. Maka, ketentuan pidana yang ada dalam UU 
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No. 11 Tahun 1967 memang tidak dapat dikaitkan dengan perbuatan 
terdakwa. Selanjutnya menurut aturan pertambangan yang baru yakni UU 
No. 4 Tahun 2009, memuat ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 
158 sampai dengan Pasal 165. Dalam pasal-pasal tersebut sebagian 
besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu 
macam tindak pidana yang ditujukan kepada penerbit izin di bidang 
pertambangan yaitu Pasal 165 yang bunyinya adalah sebagai berikut: 
Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang 
bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan 
kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun 
penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah). 
 
Dalam pasal di atas, perbuatan penyalahgunaan kewenangan 
sifatnya luas tetapi terhadap pejabat penerbit izin tersebut dibatasi 
sepanjang perbuatan penerbitan IUP, IPR, dan IUPK saja. Sedangkan izin 
pertambangan yang dikeluarkan oleh terdakwa yang bertentangan dengan 
undang-undang adalah izin pertambangan dalam bentuk Kuasa 
Pertambangan yang pada dasarnya berbeda dengan izin pertambangan 
yang berbentuk IUP, IUPR, dan IUPK.  
Perbedaan mendasar antara IUP dan IUPK dengan Kuasa 
Pertambangan yaitu, Kuasa Pertambangan terbagi dalam enam tahap 
yakni tahap penyelidikan umum, tahap eksplorasi, tahap eksploitasi, tahap 
pengolahan dan pemurnian, tahap pengangkutan, dan tahap penjualan. 
Sedangkan IUP dan IUPK hanya terbagi dalam dua tahap yaitu tahap 
eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan 
studi kelayakan dan tahap operasi produksi yang meliputi kegiatan 
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konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta 
pengangkutan dan penjualan. Selanjutnya perbedaan mendasar antara 
IPR dan Kuasa Pertambangan yaitu IPR adalah izin pertambangan yang 
diberikan untuk perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau koperasi 
dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi 
terbatas. Sedangkan Kuasa Pertambangan adalah izin pertambangan 
yang diberikan kepada BUMN, Perusahaan Daerah, Koperasi 
Pertambangan, Perusahaan swasta, dan Perorangan untuk melakukan 
usaha pertambangan. Dari analisis tersebut maka dapat dsimpulkan 
perbuatan terdakwa memang tidak dapat dikaitkan dengan ketentuan 
pidana yang ada dalam UU No. 11 Tahun 1967 maupun UU No. 4 Tahun 
2009. 
Penuntut Umum yang lebih memilih mendakwa terdakwa dengan 
Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 385 ayat (1) KUHP daripada ketentuan 
pidana yang ada dalam aturan pertambangan sudah tepat. Karena apabila 
Penuntut Umum lebih memilih mendakwa terdakwa dengan ketentuan 
pidana yang ada dalam aturan pertambangan, terdakwa berpeluang besar 
terbebas dari jeratan hukum karena perbuatan terdakwa tidak dapat 
dikaitkan dengan ketentuan pidana yang ada dalam aturan pertambangan 
sehingga perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara 
sah dan meyakinkan yang dapat menyebabkan terdakwa diputus bebas 
oleh Majelis Hakim. Namun dakwaan kedua Penutut Umum yakni Pasal 
385 ayat (1) menurut penulis masih kurang tepat apabila dikaitkan dengan 
perbuatan terdawa.  
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Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa Drs. H. Rosalim 
Hab, M.Si. dengan hukuman pidana 3 (tujuh) bulan penjara juga belum 
sesuai dan kurang tepat dikarenakan masih sangat ringan, dan tidak 
cukup untuk menimbulkan efek jera yang memberikan rasa takut bagi 
terdakwa. Karena dalam hal ini tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat 
mempengaruhi jatuhnya vonis terhadap terdakwa dalam putusan majelis 
hakim. 
2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Penjatuhan 
Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin 
Pertambangan dalam Putusan Nomor: 452/Pid.B/2011/PN.WTP 
 
a. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim 
Adapun yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam 
memutus perkara ini yaitu: 
Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut di atas 
telah disita menurut ketentuan yang berlaku untuk itu dan di 
persidangan barang-barang bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah 
diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa yang masing-
masing membenarkannya sehingga oleh karenanya dapat 
dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini; 
Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka 
segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana terurai 
dalam berita acara sidang dianggap tertulis dan termuat pula dalam 
putusan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari 
putusan ini ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, 
keterangan ahli dan keterangan terdakwa kemudian dihubungkan 
dengan barang-barang bukti berupa surat –surat yang diajukan ke 
persidangan oleh Penuntut umum yang saling bersesuaian 
akhirnya Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai 
berikut : 
- Bahwa benar terdakwa adalah sebagai Kepala dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral (ESDM) Kab. Bone sejak tahun 2006 
sampai dengan sekarang ; 
- Bahwa benar tugas pokok dan fungsi (tupoksi) terdakwa sebagai 
Kepala dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kab. 
Bone adalah : 
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1. Menjalankan tugas-tugas pada Dinas ESDM sesuai dengan 
aturan perundangan yang berlaku pada bidang 
pertambangan; 
2. Mengkoordinir dan membagi tugas kepada bidang-bidang 
untuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan 
pertambangan ; 
3. Memberikan telaahan teknis untuk investasi tambang 
kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk 
penerbitan kuasa pertambangan (KP) atau ijin usaha 
pertambangan (IUP); 
4. Bertanggung jawab terhadap kegiatan pertambangan yang 
ada di Kab. Bone yang disesuaikan dengan aturan 
perundangan yang berlaku ; 
- Bahwa benar terdakwa Drs.H.ROSALIM HAB,M.Si selaku 
Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kabupaten Bone 
menerima disposisi dari Bupati Bone, yang meneruskan 
permohonan Izin Kuasa Pertambangan dari PT.Bumi Surya Mas 
melalui Surat PT.Bumi Surya Mas Nomor : 01/BSM/III/2007, 
tanggal 1 Maret 2007 tentang permohonan kuasa pertambangan 
eksplorasi batu besi di lokasi Kec.Bontocani Kabupaten Bone 
seluas 1.000 Ha untuk dipelajari dan diberikan pertimbangan 
berupa Telaahan Staf guna menentukan apakah PT.Bumi 
Surya Mas dapat diberikan Izin Kuasa Pertambangan sesuai 
dengan permohonannya atau tidak; 
- Bahwa benar lokasi kuasa pertambangan eksplorasi batu besi di 
Kec.Bontocani Kabupaten Bone seluas 1.000 Ha yang 
dimohonkan oleh PT.Bumi Surya Mas untuk diterbitkan Izin 
Kuasa Pertambangan Eksplorasi dari Bupati Bone berada pada 
areal Kuasa Pertambangan PT.Merdeka Mineral Indonesia 
berdasarkan Surat Izin Bupati Bone Nomor : 136 
/II/Pertambangan, tanggal 24 Februari 2005 tentang pemberian 
Izin Kuasa Pertambangan melakukan Penyelidikan Umum bahan 
galian mineral besi di Kelurahan Kahu Kecamatan Bontocani dan 
Desa Matajang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone seluas 5.000 
Ha yang berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 1 Maret 2005 s.d 
tanggal 1 Maret 2006 yang kemudian diperpanjang dengan Surat 
Izin Bupati Bone Nomor : 540/237/III/Pertambangan, tanggal 8 
Maret 2006 tentang pemberian Izin Perpanjangan Kuasa 
Pertambangan melakukan Penyelidikan Umum bahan galian 
mineral besi di Kelurahan Kahu Kecamatan Bontocani dan Desa 
Matajang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone seluas 5.000 Ha 
yang berlaku selama 1 tahun dari tanggal 8 Maret 2006 s.d 
tanggal 8 Maret 2007, sebelum Surat Izin Bupati Bone Nomor : 
540/237/III/Pertambangan, tanggal 8 Maret 2006 tersebut 
berakhir pada tanggal 8 Maret 2007, PT.Merdeka Mineral 
Indonesia telah mengajukan permohonan perpanjangan Izin 
Kuasa Pertambangan kepada Bupati Bone pada tanggal 6 
Maret 2007 untuk memperpanjang Surat Izin Kuasa 
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Pertambangan yang akan segera berakhir dan yang sudah 
berakhir yaitu : 
1. Surat Izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum bahan 
galian Bijih Besi dan Ikutannya Nomor : 
540/237/III/Pertambangan/2006, tanggal 8 Maret 2006 yang 
akan berakhir pada tanggal 8 Maret 2007 dengan luas 5.000 
Ha; 
2. Surat Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bijih Besi dan 
Ikutannya Nomor : 540/297/IX/Pertambangan/2005 tanggal l6 
September 2005 di Daerah Matajang Kec.Kahu dengan luas 
250 Ha, yang telah berakhir pada tanggal 16 September 2006; 
3. Surat Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bijih Besi dan 
Ikutannya Nomor : 540/298/IX/Pertambangan/2005, tanggal l6 
September 2005 di Daerah Tanjung Kelurahan Kahu 
Kecamatan Bontocani dengan luas 250 Ha, yang telah 
berakhir pada tanggal 16 September 2006. 
- sesuai Surat PT.Merdeka Mineral Indonesia Nomor : 
05/MMI/III/2007, tanggal 6 Maret 2007, hal : permohonan 
Perpanjangan Izin Kuasa Pertambangan yang ditandatangani 
oleh Saksi HARYONO WINARTA, Phd, selaku Direktur PT. 
Merdeka Mineral Indonesia, hal mana telah diketahui oleh 
terdakwa Drs.ROSALIM HAB,M.Si. selaku Kepala Dinas 
Perindustrian dan Pertambangan Kabupaten Bone ; 
- Bahwa benar terdakwa Drs.H.ROSALIM HAB,M.Si mengetahui 
bahwa lokasi eksplorasi batu besi di Kec.Bontocani Kabupaten 
Bone seluas 1.000 Ha yang dimohonkan oleh PT.Bumi Surya 
Mas untuk diterbitkan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi dari 
Bupati Bone berada dalam areal Kuasa Pertambangan 
PT.Merdeka Mineral Indonesia, dan juga ada mendapatkan 
saran dari Saksi JAMALUDDIN,ST,MT selaku Kepala Seksi 
Bimbingan dan Pengawasan Pertambangan Dinas Perindustrian 
dan Pertambangan Kab.Bone bahwa saksi sudah memberikan 
masukan dan saran kepada Kepala Dinas ESDM bahwa lokasi 
yang dimohonkan PT. BSM dan PT. CMM masih lokasi PT. MMI 
yang masih dimohonkan ijin perpanjangan KP nya oleh PT. MMI 
tanggal 6 Maret 2007 dan PT. MMI sudah melakukan 
pengeboran dibeberapa titik dilokasi yang dimohonkan oleh PT. 
CMM, namun Kepala Dinas ESDM mengatakan apa ada 
hasilnya, saksi kemudian katakana bahwa hasil yang 
disampaikan oleh PT. MMI masih tahap evaluasi, dikatakan oleh 
Kepala Dinas ESDM berarti tidak ada kegiatan, terdakwa 
Drs.ROSALIM HAB,M.Si., kemudian tetap menindaklanjuti 
permohonan PT.Bumi Surya Mas tersebut dengan 
menyetujui permohonan PT.Bumi Surya Mas sebagaimana 
Surat PT.Bumi Surya Mas Nomor : 01/BSM/III/2007, tanggal 1 
Maret 2007 tentang permohonan kuasa pertambangan 
eksplorasi batu besi di lokasi Kecamatan Bontocani 
Kabupaten Bone seluas 1.000 Ha dan langsung 
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memerintahkan Saksi JAMALUDDIN,ST,MT untuk 
membuatkan konsep Telaahan Staf dan Lampiran Daftar 
Koordinat sekalipun tanpa melalui survey lapangan dari Tim 
Teknis Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kab.Bone ; 
- Bahwa benar dalam menentukan titik koordinat saksi 
JAMALUDDIN,ST,MT bekerja atas perintah terdakwa 
Drs.ROSALIM HAB,M.Si., sebagai pimpinan yang didisposisikan 
kepada saksi kemudian saksi melakukan evaluasi berdasarkan 
permohonan pemohon ; 
- Bahwa benar dasar saksi JAMALUDDIN,ST,MT membuat 
konsep telaahan staf adalah perintah dari Kepala Dinas ESDM 
dengan berdasarkan surat permohonan dari PT. BSM dan PT. 
CMM ; 
- Bahwa benar terdakwa Drs.ROSALIM HAB,M.Si., kemudian 
menandatangani Lampiran Daftar Koordinat, tanggal 10 Mei 
2007 yang memuat titik-titik koordinat Kuasa Pertambangan 
Eksplorasi PT.Bumi Surya Mas, serta menandatangani Telaahan 
Staf Nomor : 540/90/V/Intan/2007, tanggal 17 Mei 2007, perihal : 
Penjelasan Rencana Eksplorasi Bijih Besi oleh PT.Bumi Surya 
Mas di Kecamatan Bonto Cani yang isinya tidak benar atau 
tidak sesuai dan bertetantangan dengan keadaan 
sebenarnya, oleh karena lokasi eksplorasi bijih besi oleh 
PT.Bumi Surya Mas di Kecamatan Bonto Cani seluas 1.000 
Ha sesuai dengan titik-titik koordinat yang termuat dalam 
Lampiran Daftar Koordinat, tanggal 10 Mei 2007 tersebut di 
atas termasuk dalam areal Kuasa Pertambangan milik 
PT.Merdeka Mineral Indonesia berdasarkan Surat Izin Bupati 
Bone Nomor : 540/237/III/Pertambangan, tanggal 8 Maret 2006 
tentang pemberian Izin Perpanjangan Kuasa Pertambangan 
melakukan Penyelidikan Umum bahan galian mineral besi di 
Kelurahan Kahu Kecamatan Bontocani dan Desa Matajang 
Kecamatan Kahu Kabupaten Bone seluas 5.000 Ha yang 
berakhir tanggal 8 Maret 2007 dan telah diajukan permohonan 
Izin perpanjangannya melalui Surat PT.Merdeka Mineral 
Indonesia Nomor : 05/MMI/III/2007, tanggal 6 Maret 2007, hal : 
Permohonan Perpanjangan Izin Kuasa Pertambangan lokasi 
Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum sesuai dengan 
Lampiran Daftar Koordinat, tanggal 7 Maret 2006 yang memuat 
titik-titik koordinat lokasi Kuasa Pertambangan Penyelidikan 
Umum di Kelurahan Kahu Kecamatan Bontocani dan Desa 
Matajang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone seluas 5.000 Ha, 
dalam hal ini titik-titik koordinat 1200 01’ 45” BT; 040 59’ 45” LS; 
1200 01’ 45” BT; dan 040 59’ 45” LS yang termuat dalam 
Lampiran Daftar Koordinat, tanggal 7 Maret 2006 yang 
merupakan areal lokasi Kuasa Pertambangan Penyelidikan 
Umum PT.Merdeka Mineral Indonesia tumpang tindih dengan 
titik-titik koordinat 1200 01’ 45” BT; 040 59’ 45” LS; 1200 01’ 45” 
BT; dan 040 59’ 45” LS sebagaimana termuat dalam Lampiran 
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Daftar Koordinat, tanggal 10 Mei 2007 yang ditandatangani oleh 
terdakwa Drs.ROSALIM HAB,M.Si selaku Kepala Dinas 
Perindustrian dan Pertambangan Kabupaten Bone; 
- Bahwa benar terbitnya ijin KP-ijin KP lain yaitu SK Nomor : 365 
tahun 2007, tanggal 15 Mei 2007 (PT. CMM), SK Nomor : 424 
tahun 2007, tanggal 6 Juni 2007 (PT. BSM), SK Nomor : 310 
tahun 2008, tanggal 5 Mei 2008 dan SK Nomor : 443 tahun 
2008, tanggal 5 Mei 2008 (PT. APB), karena terdakwa 
menganggap ijin KP PT. MMI telah berakhir ; 
- Bahwa benar dengan diterbitkannya ijin KP Eksplorasi Nomor : 
784 Tahun 2007 tanggal 25 Oktober 2007 dan terhadap titik 
koordinat milik PT. MMI yang diberikan kepada PT lain, yaitu 
kepada PT. Ciptavest Makmal Mining, PT. Bumi Surya Mas, PT. 
MMI melalui saksi HARYONO WINARTA pada sekitar bulan Juli 
2008 menyampaikan keberatan kepada Bupati Bone yang 
kemudian memanggil Kepala Dinas ESDM Kab. Bone terdakwa 
Drs. H. ROSALIM HAB, M.Si. dan mengatakan, Kamu tipu 
Saya, Kamu jebak Saya, KP punya pak Tommy koq kamu 
bisa pindah-pindahkan koordinatnya, inikan KP pertama 
yang sudah ada duluan; 
- Bahwa benar pada waktu itu Bupati Bone berjanji akan 
mengembalikan batas koordinat areal KP tersebut seperti 
pada koordinat yang diajukan PT. MMI yang di dalamnya 
masuk dua KP Eksplorasi PT. MMI sebelumnya ; 
- Bahwa benar pernyataan Bupati Bone tersebut di atas kemudian 
dituangkan dalam suratnya tertanggal 5 Oktober 2011 yang 
ditandatangani sendiri oleh Bupati Bone yang isinya 
menerangkan bahwa mengenai kasus pemalsuan dokumen 
atas ijin pertambangan yang telah dikeluarkan, pada intinya 
sangat merugikan PT. MMI karena berkurangnya areal luas 
pertambangan yang berada dalam penguasaannya, bahwa 
akan kami pulihkan seluruh hak PT. MMI, baik dari segi luas 
areal, maupun hak-hak lanjutan dan tetap 
mempertimbangkan PT.MMI mengolah tambang bijih besi di 
Kab. Bone sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
tentang Minerba serta segala peraturan lain yang 
berhubungan hal tersebut ; 
- Bahwa benar bagi pihak PT. MMI yang terpenting adalah 
pengembalian titik koordinat oleh Pemerintah Kab. Bone, 
sebagaimana ijin KP Nomor : 136/II/Pertambangan, tanggal 24 
Pebruari 2005, kemudian KP Eksplorasi terbatas Nomor : 
540/297/IX/Pertambangan, tanggal 16 September 2005 dan 
Nomor : 540/298/IX/Pertambangan, tanggal 16 September 2005, 
kemudian diperpanjang dengan KP Nomor : 
540/237/III/Pertambangan/2006, tanggal 8 Maret 2006 luas areal 
pertambangan milik PT. MMI adalah 5000 Ha. Yang terletak di 
Desa Tanjung Kecamatan Bontocani, Desa Matajang dan Desa 
Pakke Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, dengan dipulihkannya 
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hak-hak PT. MMI, maka pihak PT. MMI menganggap persoalan 
telah selesai ; 
- Bahwa benar menurut keterangan ahli Prof. DR. NUR BASUKI 
MINARNO, SH. M.Hum., kepala dinas perindustrian dan 
pertambangan Kab. Bone telah memberikan telaahan staf yang 
tidak semestinya sebagaimana isinya seperti yang tertuang 
dalam suratnya tertanggal 17 Mei 2007 yang disampaikan pada 
Bupati Bone karena Bupati Bone sebelumnya telah memberikan 
izin No. : 136/II/Pertambangan tanggal 24 februari 2005 tentang 
Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) melakukan penyelidikan 
umum bahan galian mineral besi dan mineral ikutannya yang 
diberikan kepada PT MMI dengan pemberian kuasa 
pertambangan No.424 Tahun 2007 tanggal 6 Juni 2007 Kepada 
PT Bumi Surya Mas ternyata terdapat beberapa kesamaan letak 
koordinat garis bujur (bujur timur) dan garis lintang (lintang 
selatan). Dengan kondisi yang demikian, semestinya Kepala 
DInas Perindustrian dan Pertambangan Kab. Bone Memberikan 
telaahan staf yang merkomendasikan kepada Bupati untuk 
menolak dari PT. Bumi Surya Mas. Atas dasar tersebut dapat 
dinyatakan adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh 
terdakwa. Dan dapat dinyatakan bahwa telah bersama sama 
melakukan membuat surat palsu, didalam pemberian kuasa 
pertambangan No. 424 tahun 2007 tanggal 6 juni 2007 yang 
diberikan kepada PT. Bumi Surya Mas ada hal yang tidak benar 
yaitu terkait dengan letak koordinat dari lokasi pertambangan. 
Ada fakta lain bahwa keputusan Bupati bone telah memberikan 
Perpanjangan Kuasa Pertambangan (KP) melakukan 
penyelidikan Umum kepada PT MMI seluas 5000 ha (tahun 2005 
diperpanjang 2006) selanjutnya Bupati juga telah memberikan 
Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi kepada PT. Bumi Surya 
Mas kurang lebih 1000 ha (2007) dengan ada beberapa 
kesaman letak koordinat maka terjadi tumpang tindih 
obyek/lokasi pertambangan. Bupati Bone dengan memberikan 
Kuasa pertambangan no 424 tahun 2007 tanggal 6 juni 2007 
akibat dari telaahan staf dari kepala dinas perindustrian dan 
pertambangan Kab. Bone yang diberikan kepada PT. Bumi 
Surya Mas Menimbulkan Kerugian PT. MMI sebagai pemegang 
kuasa pertambangan sebelumnya ; 
- Bahwa benar sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 
ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 75 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 
Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 11 
Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan 
yang berbunyi "Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan 
Umum yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa 
Pertambangannya sudah mengajukan permintaan Kuasa 
Pertambangan Eksplorasi tetapi belum mendapat keputusan, 
maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut 
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diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan penyelidikan 
umum da/am wilayah seluas wilayah Kuasa Pertambangan 
eksplorasi yang dimintanya untuk jangka waktu paling lama I 
(satu) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Menteri, Gubemur, 
Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya harus sudah 
mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan 
kuasa pertambangan eksplorasi tersebut" dan ketentuan Pasal 
25 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1969 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1967 
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan 
menegaskan bahwa “Pemegang Kuasa Pertambangan 
Penyelidikan Umum yang menemukan suatu bahan galian dalam 
wilayah kuasa pertambangannya, mendapat prioritas pertama 
untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas bahan 
galian tersebut”. 
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu adanya Pasal 30 ayat (1) PP 
Nomor : 75 tahun 2001 tentang perubahan kedua atas PP 
Nomor : 32 tahun 1969 tentang pelaksanaan UU Nomor : 11 
tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan 
yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap pemegang 
Kuasa Pertambangan (dalam hal ini PT. MMI), masih memiliki 
waktu satu tahun setelah berakhirnya masa izin KP untuk 
melanjutkan usaha pertambangan dalam wilayah kuasa 
pertambangan eksplorasi yang dimintanya ; 
- Bahwa benar terdakwa menerbitkan ijin KP PT. BSM 
didasarkan kepada bunyi Pasal 20 pelaksanaan UU Nomor : 
11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok 
pertambangan, yang berbunyi kuasa pertambangan berakhir 
karena a). dikembalikan ; b). karena dibatalkan ; c). karena habis 
waktunya ; 
- Bahwa benar setelah terdakwa Drs.H.ROSALIM HAB,M.Si 
selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan 
Kabupaten Bone menandatangani Telaahan Staf Nomor : 
540/90/V/Intan/2007, tanggal 17 Mei 2007, perihal : Penjelasan 
Rencana Eksplorasi Bijih Besi oleh PT.Bumi Surya Mas di 
Kec.Bonto Cani dan Lampiran Daftar Koordinat, tanggal 10 Mei 
2007, terdakwa Drs.H.ROSALIM HAB,M.Si kemudian 
meneruskan Telaahan Staf Nomor : 540/90/V/Intan/2007, 
tanggal 17 Mei 2007 dan Lampiran Daftar Koordinat, tanggal 10 
Mei 2007 kepada Bupati Bone sehingga menjadi dasar terbitnya 
Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 424 Tahun 2007 tanggal 
06 Juni 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) 
Eksplorasi Bijih Besi dan Mineral Ikutannya kepada PT.Bumi 
Surya Mas, yang mana lokasi Kuasa Pertambangan Eksplorasi 
Bijih Besi dan Mineral Ikutannya berada di dalam areal lokasi 
Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum PT.Merdeka Mineral 
Indonesia; 
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- Bahwa benar perbuatan terdakwa Drs.ROSALIM HAB,M.Si yang 
mengeluarkan dan menandatangani Telaahan Staf Nomor : 
540/90/V/Intan/2007, tanggal 17 Mei 2007, perihal : Penjelasan 
Rencana Eksplorasi Bijih Besi oleh PT.Bumi Surya Mas di 
Kec.Bonto Cani dan Lampiran Daftar Koordinat, tanggal 10 Mei 
2007 yang isinya tidak benar atau bertentangan dengan keadaan 
sebenarnya dan menjadi dasar terbitnya Surat Keputusan Bupati 
Bone Nomor : 424 Tahun 2007, tanggal 06 Juni 2007 tentang 
Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Bijih Besi dan 
Mineral Ikutannya kepada PT.Bumi Surya Mas sebagaimana 
diuraikan di atas, telah mengakibatkan PT.Merdeka Mineral 
Indonesia yang telah mengeluarkan biaya operasional dalam 
penyelidikan umum dan telah menemukan potensi bajih besi dan 
mineral ikutannya menderita kerugian sebesar 
Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ; 
 
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan dakwaan penuntut umum yang telah 
mendakwa terdakwa dengan bentuk dakwaan ALTERNATIF yakni 
KESATU Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 
263 ayat (1) KUHP atau KEDUA Pasal 385 ke 1 KUHP ; 
Menimbang, bahwa bentuk dakwaan ALTERNATIF 
memberikan pilihan kepada Hakim untuk menerapkan salah satu 
diantara dakwaan-dakwaan yang diajukan, dalam hal ini terlebih 
dahulu Majelis Hakim akan menerapkan dakwaan KESATU Pasal 
263 KUHP, apabila dakwaan KESATU tidak terbukti selanjutnya 
Majelis Hakim akan menerapkan dakwaan KEDUA Pasal 385 ke 1 
KUHP ; 
Menimbang, bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut 
mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 
1. Barang siapa ; 
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat ; 
3. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau 
pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti 
daripada sesuatu hal ;  
4. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain 
memakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak 
palsu;  
5. Dapat menimbulkan kerugian ; 
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas berdasarkan 
fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan, 
sekaligus mempertimbangkan nota pembelaan yang disampaikan 
penasihat hukum terdakwa, yang akan diawali dari unsur : 
 
1. Unsur Barang siapa ; 
Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa adalah 
setiap subjek hukum yaitu orang perseorangan, termasuk korporasi 
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yang cakap bertindak dan mampu mempertanggung jawabkan 
perbuatannya secara hukum ; 
Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas Majelis 
Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai 
berikut : 
Menimbang, bahwa di depan persidangan penuntut umum 
telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Drs. H. 
ROSALIM HAB, M.Si. dengan segala identitasnya sebagaimana 
tertera dalam surat dakwaan penuntut umum dan besesuaian 
dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan ; 
Menimbang, bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai 
terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana 
sebagaimana isi dakwaan penuntut umum ; 
Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa 
dapat mengikutinya denga baik, menjawab pertanyaan dan 
memberikan keterangan dengan lancer tanpa mengalami 
hambatan; 
Menimbang, bahwa pemeriksaan surat-surat yang 
berhubungan dengan berkas perkara Majelis Hakim tidak 
menemukan bukti yang menerangkan bahwa terdakwa adalah 
orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak 
mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan, apa 
yang dimaksud dengan unsur barang siapa telah terpenuhi secara 
sah dan meyakinkan menurut hukum ; 
 
2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat ; 
Menimbang, bahwa berkenaan dengan unsur Membuat 
surat palsu atau memalsukan surat Penuntut Umum 
berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan menurut hukum dengan pertimbangan bahwa benar 
terdakwa telah membuat telaahan staf kepada bupati bone dilampiri 
dengan batas titik koordinat untuk permohonan izin KP eksplorasi 
PT. Bumi Surya Mas yang menerangakan bahwa lokasi dalam 
lampiran titik koordinat tersebut seakan akan adalah lokasi yang 
diperbolehkan untuk diterbitkan izin KP eksplorasi PT. Bumi Surya 
Mas yang kenyataannya lokasi tersebut adalah masih menjadi hak 
kuasa pertambangan dari PT. Merdeka Mineral Indonesia 
berdasarkan Ketentuan Pasal 30 ayat (1) peraturan pemerintah 
no.75 tahun 2001 tentang perubahan kedua atas peraturan 
pemerintah NO. 32 tahun 1969 tentang pelaksanaan undang 
undang no 11 tahun 1967 tentang ketentuan ketentuan pokok 
pertambangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap 
pemegang Kuasa Pertambangan dalam hal ini PT. MMI masih 
memiliki waktu satu tahun setelah berakhirnya masa izin KP untuk 
melanjutkan usaha pertambangan dalam wilayah kuasa 
pertambangan eksplorasi yang dimintanya ; 
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Menimbang, bahwa sebaliknya Penasihat hukum terdakwa 
berpendapat bahwa unsur kedua dari Pasal 263 ayat (1) KUHP 
tidak terpenuhi dan tidak terbukti dengan alasan bahwa terdakwa 
telah membuat telaahan staf kepada Pimpinan sebagai 
pertimbangan teknis semata sehingga apa yang dilakukan 
terdakwa adalah sebuah kehendak atasan ; 
Maka dari itu kedudukan terdakwa hanyalah sebatas 
melaksanakan perintah jabatan yang sah dan Pasal 51 ayat (1) 
KUHP telah menggariskan “ barang siapa melakukan perbuatan 
untuk menjalankan suatu perintah jabatan yang sah yang diberikan 
oleh pembesar (penguasa) yang sah yang berhak untuk itu, tidak 
boleh dihukum” 
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan mengenai unsur Membuat surat palsu atau 
memalsukan surat tersebut sebagai berikut ; 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat surat 
palsu (valschelijk opmaaken) adalah perbuatan membuat sebuah 
surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau 
seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini 
disebut dengan surat palsu, sedangkan yang dimaksud dengan 
memalsukan surat (vervalsen) adalah segala wujud perbuatan 
apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan 
cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat 
sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan 
surat yang dipalsu, sedangkan kata Palsu sendiri mengandung 
pengertian tidak tulen, tidak sah, lancung ; 
Menimbang, bahwa unsur Membuat surat palsu atau 
memalsukan surat bersifat alternatif, memberikan pilihan kepada 
Hakim untuk menerapkan salah satu diantaranya yang paling tepat 
untuk diterapkan dan apabila terbukti, maka secara keseluruhan 
unsur ini terbukti ; 
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana 
tersebut di atas terungkap di persidangan : 
- Bahwa benar terdakwa Drs.H.ROSALIM HAB,M.Si sebagai 
Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kabupaten Bone 
yang mempunyai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) salah satu 
diantaranya adalah Memberikan telaahan teknis untuk 
investasi tambang kepada Bupati sebagai bahan 
pertimbangan untuk penerbitan kuasa pertambangan (KP) 
atau ijin usaha pertambangan (IUP), menerima disposisi dari 
Bupati Bone, yang meneruskan permohonan Izin Kuasa 
Pertambangan dari PT.Bumi Surya Mas melalui Surat PT.Bumi 
Surya Mas Nomor : 01/BSM/III/2007, tanggal 1 Maret 2007 
tentang permohonan kuasa pertambangan eksplorasi batu besi 
di lokasi Kec.Bontocani Kabupaten Bone seluas 1.000 Ha untuk 
dipelajari dan diberikan pertimbangan berupa Telaahan Staf 
guna menentukan apakah PT.Bumi Surya Mas dapat 
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diberikan Izin Kuasa Pertambangan sesuai dengan 
permohonannya atau tidak; 
- Bahwa benar lokasi kuasa pertambangan eksplorasi batu besi di 
Kec.Bontocani Kabupaten Bone seluas 1.000 Ha yang 
dimohonkan oleh PT.Bumi Surya Mas untuk diterbitkan Izin 
Kuasa Pertambangan Eksplorasi dari Bupati Bone berada pada 
areal Kuasa Pertambangan PT.Merdeka Mineral Indonesia 
berdasarkan Surat Izin Bupati Bone Nomor : 136 
/II/Pertambangan, tanggal 24 Februari 2005 tentang pemberian 
Izin Kuasa Pertambangan melakukan Penyelidikan Umum bahan 
galian mineral besi di Kelurahan Kahu Kecamatan Bontocani dan 
Desa Matajang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone seluas 5.000 
Ha yang berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 1 Maret 2005 s.d 
tanggal 1 Maret 2006 yang kemudian diperpanjang dengan Surat 
Izin Bupati Bone Nomor : 540/237/III/Pertambangan, tanggal 8 
Maret 2006 tentang pemberian Izin Perpanjangan Kuasa 
Pertambangan melakukan Penyelidikan Umum bahan galian 
mineral besi di Kelurahan Kahu Kecamatan Bontocani dan Desa 
Matajang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone seluas 5.000 Ha 
yang berlaku selama 1 tahun dari tanggal 8 Maret 2006 s.d 
tanggal 8 Maret 2007, sebelum Surat Izin Bupati Bone Nomor : 
540/237/III/Pertambangan, tanggal 8 Maret 2006 tersebut 
berakhir pada tanggal 8 Maret 2007, PT.Merdeka Mineral 
Indonesia telah mengajukan permohonan perpanjangan Izin 
Kuasa Pertambangan kepada Bupati Bone pada tanggal 6 
Maret 2007 untuk memperpanjang Surat Izin Kuasa 
Pertambangan yang akan segera berakhir dan yang sudah 
berakhir yaitu : 
1. surat Izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum bahan 
galian Bijih Besi dan Ikutannya Nomor : 
540/237/III/Pertambangan/2006, tanggal 8 Maret 2006 yang 
akan berakhir pada tanggal 8 Maret 2007 dengan luas 5.000 
Ha; 
2. Surat Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bijih Besi dan 
Ikutannya Nomor : 540/297/IX/Pertambangan/2005 tanggal l6 
September 2005 di Daerah Matajang Kec.Kahu dengan luas 
250 Ha, yang telah berakhir pada tanggal 16 September 2006; 
3. Surat Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bijih Besi dan 
Ikutannya Nomor : 540/298/IX/Pertambangan/2005, tanggal l6 
September 2005 di Daerah Tanjung Kelurahan Kahu 
Kecamatan Bontocani dengan luas 250 Ha, yang telah 
berakhir pada tanggal 16 September 2006. 
sesuai Surat PT.Merdeka Mineral Indonesia Nomor : 
05/MMI/III/2007, tanggal 6 Maret 2007, hal : permohonan 
Perpanjangan Izin Kuasa Pertambangan yang ditandatangani 
oleh Saksi HARYONO WINARTA, Phd, selaku Direktur PT. 
Merdeka Mineral Indonesia, hal mana telah diketahui oleh 
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terdakwa Drs.ROSALIM HAB,M.Si. selaku Kepala Dinas 
Perindustrian dan Pertambangan Kabupaten Bone ; 
- Bahwa benar terdakwa Drs.H.ROSALIM HAB,M.Si mengetahui 
bahwa lokasi eksplorasi batu besi di Kec.Bontocani Kabupaten 
Bone seluas 1.000 Ha yang dimohonkan oleh PT.Bumi Surya 
Mas untuk diterbitkan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi dari 
Bupati Bone berada dalam areal Kuasa Pertambangan 
PT.Merdeka Mineral Indonesia, bahwa saksi 
JAMALUDDIN,ST,MT selaku Kepala Seksi Bimbingan dan 
Pengawasan Pertambangan Dinas Perindustrian dan 
Pertambangan Kab.Bone sudah memberikan masukan dan 
saran kepada Kepala Dinas ESDM bahwa lokasi yang 
dimohonkan PT. BSM dan PT. CMM masih lokasi PT. MMI yang 
masih dimohonkan ijin perpanjangan KP nya oleh PT. MMI 
tanggal 6 Maret 2007 dan PT. MMI sudah melakukan 
pengeboran dibeberapa titik dilokasi yang dimohonkan oleh PT. 
CMM, namun Kepala Dinas ESDM mengatakan apa ada 
hasilnya, saksi kemudian katakan bahwa hasil yang disampaikan 
oleh PT. MMI masih tahap evaluasi, dikatakan oleh Kepala Dinas 
ESDM berarti tidak ada kegiatan, bahwa terdakwa 
Drs.ROSALIM HAB,M.Si., kemudian tetap menindaklanjuti 
permohonan PT.Bumi Surya Mas tersebut dengan 
menyetujui permohonan PT.Bumi Surya Mas sebagaimana 
Surat PT.Bumi Surya Mas Nomor : 01/BSM/III/2007, tanggal 1 
Maret 2007 tentang permohonan kuasa pertambangan 
eksplorasi batu besi di lokasi Kecamatan Bontocani 
Kabupaten Bone seluas 1.000 Ha dan langsung 
memerintahkan Saksi JAMALUDDIN,ST,MT untuk 
membuatkan konsep Telaahan Staf dan Lampiran Daftar 
Koordinat sekalipun tanpa melalui survey lapangan dari Tim 
Teknis Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kab.Bone ; 
- Bahwa benar dalam menentukan titik koordinat saksi 
JAMALUDDIN,ST,MT bekerja atas perintah terdakwa 
Drs.ROSALIM HAB,M.Si., sebagai pimpinan yang didisposisikan 
kepada saksi kemudian saksi melakukan evaluasi berdasarkan 
permohonan pemohon ; 
- Bahwa benar dasar saksi JAMALUDDIN,ST,MT membuat 
konsep telaahan staf adalah perintah dari Kepala Dinas ESDM 
dengan berdasarkan surat permohonan dari PT. BSM dan PT. 
CMM ; 
- Bahwa benar terdakwa Drs.ROSALIM HAB,M.Si., kemudian 
menandatangani Lampiran Daftar Koordinat, tanggal 10 Mei 
2007 yang memuat titik-titik koordinat Kuasa Pertambangan 
Eksplorasi PT.Bumi Surya Mas, serta menandatangani Telaahan 
Staf Nomor : 540/90/V/Intan/2007, tanggal 17 Mei 2007, perihal : 
Penjelasan Rencana Eksplorasi Bijih Besi oleh PT.Bumi Surya 
Mas di Kecamatan Bonto Cani yang isinya tidak benar atau tidak 
sesuai dan bertetantangan dengan keadaan sebenarnya, oleh 
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karena lokasi eksplorasi bijih besi oleh PT.Bumi Surya Mas di 
Kecamatan Bonto Cani seluas 1.000 Ha sesuai dengan titik-titik 
koordinat yang termuat dalam Lampiran Daftar Koordinat, 
tanggal 10 Mei 2007 tersebut di atas termasuk dalam areal 
Kuasa Pertambangan milik PT.Merdeka Mineral Indonesia 
berdasarkan Surat Izin Bupati Bone Nomor : 
540/237/III/Pertambangan, tanggal 8 Maret 2006 tentang 
pemberian Izin Perpanjangan Kuasa Pertambangan melakukan 
Penyelidikan Umum bahan galian mineral besi di Kelurahan 
Kahu Kecamatan Bontocani dan Desa Matajang Kecamatan 
Kahu Kabupaten Bone seluas 5.000 Ha yang berakhir tanggal 8 
Maret 2007 dan telah diajukan permohonan Izin 
perpanjangannya melalui Surat PT.Merdeka Mineral Indonesia 
Nomor : 05/MMI/III/2007, tanggal 6 Maret 2007, hal : 
Permohonan Perpanjangan Izin Kuasa Pertambangan lokasi 
Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum sesuai dengan 
Lampiran Daftar Koordinat, tanggal 7 Maret 2006 yang memuat 
titik-titik koordinat lokasi Kuasa Pertambangan Penyelidikan 
Umum di Kelurahan Kahu Kecamatan Bontocani dan Desa 
Matajang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone seluas 5.000 Ha, 
dalam hal ini titik-titik koordinat 1200 01’ 45” BT; 040 59’ 45” LS; 
1200 01’ 45” BT; dan 040 59’ 45” LS yang termuat dalam 
Lampiran Daftar Koordinat, tanggal 7 Maret 2006 yang 
merupakan areal lokasi Kuasa Pertambangan Penyelidikan 
Umum PT.Merdeka Mineral Indonesia tumpang tindih dengan 
titik-titik koordinat 1200 01’ 45” BT; 040 59’ 45” LS; 1200 01’ 45” 
BT; dan 040 59’ 45” LS sebagaimana termuat dalam Lampiran 
Daftar Koordinat, tanggal 10 Mei 2007 yang ditandatangani oleh 
terdakwa Drs.ROSALIM HAB,M.Si selaku Kepala Dinas 
Perindustrian dan Pertambangan Kabupaten Bone; 
- Bahwa benar terbitnya ijin KP-ijin KP lain yaitu SK Nomor : 365 
tahun 2007, tanggal 15 Mei 2007 (PT. CMM), SK Nomor : 424 
tahun 2007, tanggal 6 Juni 2007 (PT. BSM), SK Nomor : 310 
tahun 2008, tanggal 5 Mei 2008 dan SK Nomor : 443 tahun 
2008, tanggal 5 Mei 2008 (PT. APB), karena terdakwa 
menganggap ijin KP PT. MMI telah berakhir ; 
- Bahwa benar sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 
ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 75 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 
Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 11 
Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan 
yang berbunyi "Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan 
Umum yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa 
Pertambangannya sudah mengajukan permintaan Kuasa 
Pertambangan Eksplorasi tetapi belum mendapat keputusan, 
maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut 
diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan penyelidikan 
umum da/am wilayah seluas wilayah Kuasa Pertambangan 
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eksplorasi yang dimintanya untuk jangka waktu paling lama I 
(satu) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Menteri, Gubemur, 
Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya harus sudah 
mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan 
kuasa pertambangan eksplorasi tersebut" dan ketentuan Pasal 
25 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1969 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1967 
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan 
menegaskan bahwa “Pemegang Kuasa Pertambangan 
Penyelidikan Umum yang menemukan suatu bahan galian dalam 
wilayah kuasa pertambangannya, mendapat prioritas pertama 
untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas bahan 
galian tersebut”. 
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu adanya Pasal 30 ayat (1) PP 
Nomor : 75 tahun 2001 tentang perubahan kedua atas PP 
Nomor : 32 tahun 1969 tentang pelaksanaan UU Nomor : 11 
tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan 
yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap pemegang 
Kuasa Pertambangan (dalam hal ini PT. MMI), masih memiliki 
waktu satu tahun setelah berakhirnya masa izin KP untuk 
melanjutkan usaha pertambangan dalam wilayah kuasa 
pertambangan eksplorasi yang dimintanya ; 
- Bahwa benar setelah terdakwa Drs.H.ROSALIM HAB,M.Si 
selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan 
Kabupaten Bone menandatangani Telaahan Staf Nomor : 
540/90/V/Intan/2007, tanggal 17 Mei 2007, perihal : Penjelasan 
Rencana Eksplorasi Bijih Besi oleh PT.Bumi Surya Mas di 
Kec.Bonto Cani dan Lampiran Daftar Koordinat, tanggal 10 Mei 
2007, terdakwa Drs.H.ROSALIM HAB,M.Si kemudian 
meneruskan Telaahan Staf Nomor : 540/90/V/Intan/2007, 
tanggal 17 Mei 2007 dan Lampiran Daftar Koordinat, tanggal 10 
Mei 2007 kepada Bupati Bone sehingga menjadi dasar terbitnya 
Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 424 Tahun 2007 tanggal 
06 Juni 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) 
Eksplorasi Bijih Besi dan Mineral Ikutannya kepada PT.Bumi 
Surya Mas, yang mana lokasi Kuasa Pertambangan Eksplorasi 
Bijih Besi dan Mineral Ikutannya berada di dalam areal lokasi 
Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum PT.Merdeka Mineral 
Indonesia; 
- Bahwa benar menurut keterangan ahli Prof. DR. NUR BASUKI 
MINARNO, SH. M.Hum., kepala dinas perindustrian dan 
pertambangan Kab. Bone telah memberikan telaahan staf yang 
tidak semestinya sebagaimana isinya seperti yang tertuang 
dalam suratnya tertanggal 17 Mei 2007 yang disampaikan pada 
Bupati Bone karena Bupati Bone sebelumnya telah memberikan 
izin No. : 136/II/Pertambangan tanggal 24 februari 2005 tentang 
Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) melakukan penyelidikan 
umum bahan galian mineral besi dan mineral ikutannya yang 
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diberikan kepada PT MMI dengan pemberian kuasa 
pertambangan No.424 Tahun 2007 tanggal 6 Juni 2007 Kepada 
PT Bumi Surya Mas ternyata terdapat beberapa kesamaan letak 
koordinat garis bujur (bujur timur) dan garis lintang (lintang 
selatan). Dengan kondisi yang demikian, semestinya Kepala 
DInas Perindustrian dan Pertambangan Kab. Bone 
Memberikan telaahan staf yang merkomendasikan kepada 
Bupati untuk menolak dari PT. Bumi Surya Mas. Atas dasar 
tersebut dapat dinyatakan adanya unsur kesengajaan yang 
dilakukan oleh terdakwa ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan 
tersebut di atas, maka jelas terdakwa dalam hal ini telah membuat 
surat palsu ; 
Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan surat manakah 
yang dikatakan surat palsu yang telah dibuat oleh terdakwa ; 
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana 
tersebut di atas, maka surat yang dikatakan palsu yang dibuat oleh 
terdakwa adalah berupa surat Lampiran Daftar Koordinat, tanggal 
10 Mei 2007 yang memuat titik-titik koordinat Kuasa Pertambangan 
Eksplorasi PT.Bumi Surya Mas, yang isinya tidak benar atau 
tidak sesuai dan bertetantangan dengan keadaan sebenarnya, 
oleh karena lokasi eksplorasi bijih besi oleh PT.Bumi Surya 
Mas di Kecamatan Bonto Cani seluas 1.000 Ha sesuai dengan 
titik-titik koordinat yang termuat dalam Lampiran Daftar 
Koordinat, tanggal 10 Mei 2007 tersebut di atas termasuk 
dalam areal Kuasa Pertambangan milik PT.Merdeka Mineral 
Indonesia ; 
Menimbang, bahwa berkenaan dengan alasan terdakwa 
yang mengatakan tidak tahu adanya Pasal 30 ayat (1) PP Nomor : 
75 tahun 2001 tentang perubahan kedua atas PP Nomor : 32 tahun 
1969 tentang pelaksanaan UU Nomor : 11 tahun 1967 tentang 
ketentuan-ketentuan pokok pertambangan yang pada pokoknya 
menyatakan bahwa setiap pemegang Kuasa Pertambangan (dalam 
hal ini PT. MMI), masih memiliki waktu satu tahun setelah 
berakhirnya masa izin KP untuk melanjutkan usaha 
pertambangan dalam wilayah kuasa pertambangan eksplorasi yang 
dimintanya, alasan tersebut menurut Majelis Hakim bukan suatu 
alasan untuk dapat membenarkan apa yang telah terdakwa 
perbuat, sebagai seorang kepala Dinas ESDM seharusnya 
terdakwa mengetahuinya karena sangat berkaitan erat dengan 
tugas pokok dan fungsi terdakwa sebagai seorang Kepala Dinas 
ESDM Kab. Bone ; 
Menimbang, bahwa berkenaan dengan pendapat dari 
Penasihat Hukum terdakwa dalam Nota Pembelaannya bahwa 
unsur kedua dari Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi dan tidak 
terbukti dengan alasan bahwa terdakwa telah membuat telaahan 
staf kepada Pimpinan sebagai pertimbangan teknis semata 
sehingga apa yang dilakukan terdakwa adalah sebuah kehendak 
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atasan, maka dari itu kedudukan terdakwa hanyalah sebatas 
melaksanakan perintah jabatan yang sah dan Pasal 51 ayat (1) 
KUHP telah menggariskan “ barang siapa melakukan perbuatan 
untuk menjalankan suatu perintah jabatan yang sah yang diberikan 
oleh pembesar (penguasa) yang sah yang berhak untuk itu, tidak 
boleh dihukum” ; 
Menimbang, bahwa berkenaan dengan pendapat tersebut di 
atas Majelis Hakim tidak sependapat, dengan pertimbangan apa 
yang dilakukan oleh terdakwa dalam hal ini sudah merupakan tugas 
pokok dan fungsi terdakwa sebagai Kepala Dinas ESDM Kab.Bone, 
yaitu Memberikan telaahan teknis untuk investasi tambang 
kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk penerbitan 
kuasa pertambangan (KP) atau ijin usaha pertambangan (IUP), 
kalaupun itu benar sebagai sebuah kehendak atasan, maka 
disposisi dari Bupati Bone, yang meneruskan permohonan Izin 
Kuasa Pertambangan dari PT.Bumi Surya Mas melalui Surat 
PT.Bumi Surya Mas Nomor : 01/BSM/III/2007, tanggal 1 Maret 
2007 tentang permohonan kuasa pertambangan eksplorasi batu 
besi di lokasi Kec.Bontocani Kabupaten Bone seluas 1.000 Ha 
yang isinya pada pokoknya adalah “untuk dipelajari dan 
diberikan pertimbangan berupa Telaahan Staf guna 
menentukan apakah PT.Bumi Surya Mas dapat diberikan Izin 
Kuasa Pertambangan sesuai dengan permohonannya atau 
tidak”, maka isi disposisi tersebut tidak ada Bupati memerintahkan 
kepada terdakwa sebagai Kepala Dinas ESDM untuk membuat 
surat yang isinya tidak benar atau tidak sesuai dan bertetantangan 
dengan keadaan sebenarnya, sehingga oleh karenanya tidak dapat 
dikatakan sebagai sebuah perintah atasan sebagaimana Pasal 51 
ayat (1) KUHP, sehingga Pasal 51 ayat (1) KUHP tidak dapat 
diterapkan kepada terdakwa ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan 
tersebut di atas, Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat 
dengan pertimbangan Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya 
bahwa unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat telah 
terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; 
 
3. Unsur Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau 
pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti 
daripada sesuatu hal ; 
Menimbang, bahwa berkenaan dengan unsur Yang dapat 
menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, 
atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal 
Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan menurut hukum dengan pertimbangan bahwa 
benar akibat dari telaahan staf yang memuat titik koordinat yang 
sebelumnya merupakan titik koordinat milik PT. Merdeka Mineral 
Indonesia kepada PT. Bumi Surya Mas. Yang dibuat oleh terdakwa 
selaku kepala dinas ESDM maka terbitlah izin KP untuk PT. Bumi 
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Surya Mas dengan No. 424 tahun 2007 tanggal 6 juni 2007 yang 
menimbulkan hak eksplorasi pada PT. Bumi Surya Mas dan juga 
secara langsung mengakibatkan beralihnya hak Eksplorasi pada 
titik koordinat milik PT. Merdeka Mineral Indonesia kepada PT. 
Bumi Surya Mas. ; 
Menimbang, bahwa sebaliknya Penasihat hukum terdakwa 
berpendapat bahwa unsur Yang dapat menimbulkan sesuatu 
hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang 
diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal tidak 
terpenuhi dan tidak terbukti dengan alasan bahwa unsur tersebut di 
atas dikaitkan dengan pemberian/penerbitan ijin menurut jaksa 
Penuntut umum, namun menurut hemat penasihat hukum terdakwa 
unsur ini relevan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 
489 K/TUN/2001 tentang perijinan yang berbunyi “ pemberian ijin 
oleh badan/pejabat tata usaha Negara terhadap satu perusahaan 
lain yang masih memiliki ijin (ijinnya belum dicabut) adalah 
melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena 
pemberian ijin seperti itu bersifat fiktif negative “, maka dengan 
demikian unsur ini tidak terpenuhi karena sudah masuk ranah 
hukum tata usaha Negara dan bukan domain pidana, dan jikapun 
ada perbuatan hal itu bukanlah sebuah kejahatan yang harus 
dihukum ; 
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan mengenai unsur Yang dapat menimbulkan 
sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang 
diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal tersebut 
sebagai berikut ; 
Menimbang, bahwa kejahatan pemalsuan surat dibentuk 
dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum public perihal 
kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 (empat) macam objek 
surat, ialah surat Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, surat 
yang dapat menimbulkan suatu perikatan, surat yang 
menimbulkan pembebasan hutang, dan surat yang dibuat 
untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu ; 
Menimbang, Bahwa unsur tersebut diatas adalah berupa 
pilihan atau alternatif sehingga meskipun hanya salah satu yang 
terpenuhi maka unsur ini telah dikategorikan telah terbukti. 
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana 
tersebut di atas terungkap di persidangan : 
- Bahwa benar setelah terdakwa Drs.H.ROSALIM HAB,M.Si 
selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan 
Kabupaten Bone menandatangani Lampiran Daftar Koordinat, 
tanggal 10 Mei 2007, terdakwa Drs.H.ROSALIM HAB,M.Si 
kemudian meneruskan Telaahan Staf Nomor : 
540/90/V/Intan/2007, tanggal 17 Mei 2007 berikut Lampiran 
Daftar Koordinat, tanggal 10 Mei 2007 kepada Bupati Bone 
sehingga menjadi dasar terbitnya Surat Keputusan Bupati 
Bone Nomor : 424 Tahun 2007 tanggal 06 Juni 2007 tentang 
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Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Bijih Besi 
dan Mineral Ikutannya kepada PT.Bumi Surya Mas, yang 
mana lokasi Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bijih Besi dan 
Mineral Ikutannya berada di dalam areal lokasi Kuasa 
Pertambangan Penyelidikan Umum PT.Merdeka Mineral 
Indonesia; 
Menimbang, bahwa apakah Lampiran Daftar Koordinat, 
tanggal 10 Mei 2007, dapat menimbulkan suatu Hak, menurut 
pendapat Majelis Hakim jelas bahwa Lampiran Daftar Koordinat, 
tanggal 10 Mei 2007 tersebut di atas dapat menimbulkan Hak, 
karena Lampiran Daftar Koordinat, tanggal 10 Mei 2007 tersebut 
adalah merupakan landasan yang mendasari terbitnya SK Bupati 
Bone Nomor : 424 Tahun 2007 tanggal 6 Juni 2007 tentang 
pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi bijih besi dan mineral 
ikutannya kepada PT. BSM. , sebab apabila Lampiran Daftar 
Koordinat, tanggal 10 Mei 2007 tersebut tidak ada (tidak diteruskan 
oleh terdakwa kepada Bupati Bone), maka tidak ada pula SK Bupati 
Bone tentang pemberian KP kepada PT. BSM ; 
Menimbang, bahwa mengenai pendapat Penasihat hukum 
terdakwa yang berpendapat bahwa unsur Yang dapat 
menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, 
atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal 
tidak terpenuhi dan tidak terbukti dengan alasan bahwa unsur 
tersebut di atas dikaitkan dengan pemberian/penerbitan ijin 
menurut jaksa Penuntut umum, namun menurut hemat penasihat 
hukum terdakwa unsur ini relevan dengan yurisprudensi Mahkamah 
Agung RI No. 489 K/TUN/2001 tentang perijinan yang berbunyi “ 
pemberian ijin oleh badan/pejabat tata usaha Negara terhadap satu 
perusahaan lain yang masih memiliki ijin (ijinnya belum dicabut) 
adalah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, 
karena pemberian ijin seperti itu bersifat fiktif negative “, maka 
dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi karena sudah masuk 
ranah hukum tata usaha Negara dan bukan domain pidana, dan 
jikapun ada perbuatan hal itu bukanlah sebuah kejahatan yang 
harus dihukum, Majelis Hakim tidak sependapat sebab yang 
menjadi objek permasalahan dalam perkara ini adalah Lampiran 
Daftar Koordinat, tanggal 10 Mei 2007 yang dibuat oleh terdakwa 
yang isinya tidak benar atau tidak sesuai dan bertetantangan 
dengan keadaan sebenarnya, oleh karena lokasi eksplorasi 
bijih besi oleh PT.Bumi Surya Mas di Kecamatan Bonto Cani 
seluas 1.000 Ha sesuai dengan titik-titik koordinat yang 
termuat dalam Lampiran Daftar Koordinat, tanggal 10 Mei 2007 
tersebut di atas termasuk dalam areal Kuasa Pertambangan 
milik PT.Merdeka Mineral Indonesia, sehingga yurisprudensi 
Mahkamah Agung RI No. 489 K/TUN/2001 tentang perijinan tidak 
dapat diterapkan dalam perkara ini ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan 
tersebut di atas, Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat 
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dengan pertimbangan Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya 
bahwa unsur Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan 
atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai 
bukti daripada sesuatu hal telah terpenuhi secara sah dan 
meyakinkan menurut hukum ; 
 
4. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain 
memakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak 
palsu; 
Menimbang, bahwa berkenaan dengan unsur Dengan 
maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai 
surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak palsu 
Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan menurut hukum dengan pertimbangan bahwa 
benar terdakwa menggunakan telaahan staf tersebut sebagai dasar 
terbitnya izin KP eksplorasi PT. Bumi Surya Mas yang mana seolah 
olah isi dari telaahan staf tersebut adalah benar dan tidak dipalsu 
dan telaahan staf tersebut menerangkan keterangan yang tidak 
benar karena memuat keterangan mengenai titik koordinat yang 
tidak benar lalu telahaan tersebut digunakan oleh Bupati Bone 
sebagai Dasar untuk menerbitkan Izin KP Eksplorasi PT. Bumi 
Surya Mas dengan No. 424 tahun 2007 tanggal 6 juni 2007 ; 
Menimbang, bahwa sebaliknya Penasihat hukum terdakwa 
berpendapat bahwa unsur Dengan maksud untuk memakai atau 
menyuruh orang lain memakai surat tersebut, seolah-olah 
isinya benar dan tidak palsu tidak terpenuhi dan tidak terbukti 
dengan alasan bahwa peranan terdakwa hanyalah sebatas 
mengajukan telaahan staf dimana pada bagian bawah tetap 
menuliskan kalimat “ untuk dijalankan sesuai peraturan yang 
berlaku” dan hal itu dilakukan terdakwa sebagai pengingat dan 
terlebih lagi telaahan staf bukanlah surat yang berdiri sendiri dan 
bersifat final, isi surat yang merupakan telaahan itu sifatnya bukan 
pula perintah atau suruhan kepada orang lain untuk serta merta 
memakai surat tersebut, telaahan staf tidak menimbulkan hak 
maupun kewajiban, apalagi terhadap atasan pembuat telaahan staf 
yaitu Bupati karena masih diteliti lebih lanjut oleh tim 9 dan tim 
penyelaras dan pada akhirnya oleh Kepala Bagian Hukum ; 
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan mengenai unsur Dengan maksud untuk 
memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut, 
seolaholah isinya benar dan tidak palsu tersebut sebagai 
berikut; 
Menimbang, bahwa memakai sebuah surat adalah 
melakukan perbuatan bagaimanapun wujudnya atas sebuah 
surat dengan menyerahkan, menunjukkan, mengirimkannya 
pada orang lain, yang orang lain itu kemudian dengan surat itu 
mengetahui isinya. Ada 2 (dua) syarat adanya “seolah-olah surat 
asli dan tidak dipalsu” dalam Pasal 263 (1) ialah : pertama; 
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perkiraan adanya orang yang terperdaya terhadap surat itu, 
dan kedua ; surat itu dibuat memang untuk memperdaya orang 
lain; 
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana 
tersebut di atas terungkap di persidangan : 
- Bahwa benar terdakwa Drs.H.ROSALIM HAB,M.Si selaku 
Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan Kabupaten Bone 
menerima disposisi dari Bupati Bone, yang meneruskan 
permohonan Izin Kuasa Pertambangan dari PT.Bumi Surya Mas 
melalui Surat PT.Bumi Surya Mas Nomor : 01/BSM/III/2007, 
tanggal 1 Maret 2007 tentang permohonan kuasa pertambangan 
eksplorasi batu besi di lokasi Kec.Bontocani Kabupaten Bone 
seluas 1.000 Ha untuk dipelajari dan diberikan pertimbangan 
berupa Telaahan Staf guna menentukan apakah PT.Bumi 
Surya Mas dapat diberikan Izin Kuasa Pertambangan sesuai 
dengan permohonannya atau tidak; 
- Bahwa benar terdakwa Drs.H.ROSALIM HAB,M.Si mengetahui 
bahwa lokasi eksplorasi batu besi di Kec.Bontocani Kabupaten 
Bone seluas 1.000 Ha yang dimohonkan oleh PT.Bumi Surya 
Mas untuk diterbitkan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi dari 
Bupati Bone berada dalam areal Kuasa Pertambangan 
PT.Merdeka Mineral Indonesia, dan juga ada mendapatkan 
saran dari Saksi JAMALUDDIN,ST,MT selaku Kepala Seksi 
Bimbingan dan Pengawasan Pertambangan Dinas Perindustrian 
dan Pertambangan Kab.Bone bahwa saksi sudah memberikan 
masukan dan saran kepada Kepala Dinas ESDM bahwa lokasi 
yang dimohonkan PT. BSM dan PT. CMM masih lokasi PT. MMI 
yang masih dimohonkan ijin perpanjangan KP nya oleh PT. MMI 
tanggal 6 Maret 2007 dan PT. MMI sudah melakukan 
pengeboran dibeberapa titik dilokasi yang dimohonkan oleh PT. 
CMM, namun Kepala Dinas ESDM mengatakan apa ada 
hasilnya, saksi kemudian katakana bahwa hasil yang 
disampaikan oleh PT. MMI masih tahap evaluasi, dikatakan oleh 
Kepala Dinas ESDM berarti tidak ada kegiatan, terdakwa 
Drs.ROSALIM HAB,M.Si., kemudian tetap menindaklanjuti 
permohonan PT.Bumi Surya Mas tersebut dengan 
menyetujui permohonan PT.Bumi Surya Mas sebagaimana 
Surat PT.Bumi Surya Mas Nomor : 01/BSM/III/2007, tanggal 1 
Maret 2007 tentang permohonan kuasa pertambangan 
eksplorasi batu besi di lokasi Kecamatan Bontocani 
Kabupaten Bone seluas 1.000 Ha dan langsung 
memerintahkan Saksi JAMALUDDIN,ST,MT untuk 
membuatkan Lampiran Daftar Koordinat sekalipun tanpa 
melalui survey lapangan dari Tim Teknis Dinas 
Perindustrian dan Pertambangan Kab.Bone ; 
- Bahwa benar terdakwa Drs.ROSALIM HAB,M.Si., kemudian 
menandatangani Lampiran Daftar Koordinat, tanggal 10 Mei 
2007 yang memuat titik-titik koordinat Kuasa Pertambangan 
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Eksplorasi PT.Bumi Surya Mas, yang isinya tidak benar atau 
tidak sesuai dan bertetantangan dengan keadaan 
sebenarnya, oleh karena lokasi eksplorasi bijih besi oleh 
PT.Bumi Surya Mas di Kecamatan Bonto Cani seluas 1.000 
Ha sesuai dengan titik-titik koordinat yang termuat dalam 
Lampiran Daftar Koordinat, tanggal 10 Mei 2007 tersebut di 
atas termasuk dalam areal Kuasa Pertambangan milik 
PT.Merdeka Mineral Indonesia berdasarkan Surat Izin Bupati 
Bone Nomor : 540/237/III/Pertambangan, tanggal 8 Maret 2006 
tentang pemberian Izin Perpanjangan Kuasa Pertambangan 
melakukan Penyelidikan Umum bahan galian mineral besi di 
Kelurahan Kahu Kecamatan Bontocani dan Desa Matajang 
Kecamatan Kahu Kabupaten Bone seluas 5.000 Ha yang 
berakhir tanggal 8 Maret 2007 dan telah diajukan permohonan 
Izin perpanjangannya melalui Surat PT.Merdeka Mineral 
Indonesia Nomor : 05/MMI/III/2007, tanggal 6 Maret 2007, hal : 
Permohonan Perpanjangan Izin Kuasa Pertambangan lokasi 
Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum sesuai dengan 
Lampiran Daftar Koordinat, tanggal 7 Maret 2006 yang memuat 
titik-titik koordinat lokasi Kuasa Pertambangan Penyelidikan 
Umum di Kelurahan Kahu Kecamatan Bontocani dan Desa 
Matajang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone seluas 5.000 Ha, 
dalam hal ini titik-titik koordinat 1200 01’ 45” BT; 040 59’ 45” LS; 
1200 01’ 45” BT; dan 040 59’ 45” LS yang termuat dalam 
Lampiran Daftar Koordinat, tanggal 7 Maret 2006 yang 
merupakan areal lokasi Kuasa Pertambangan Penyelidikan 
Umum PT.Merdeka Mineral Indonesia tumpang tindih dengan 
titik-titik koordinat 1200 01’ 45” BT; 040 59’ 45” LS; 1200 01’ 45” 
BT; dan 040 59’ 45” LS sebagaimana termuat dalam Lampiran 
Daftar Koordinat, tanggal 10 Mei 2007 yang ditandatangani oleh 
terdakwa Drs.ROSALIM HAB,M.Si selaku Kepala Dinas 
Perindustrian dan Pertambangan Kabupaten Bone; 
- Bahwa benar dengan diterbitkannya ijin KP Eksplorasi Nomor : 
784 Tahun 2007 tanggal 25 Oktober 2007 dan terhadap titik 
koordinat milik PT. MMI yang diberikan kepada PT lain, yaitu 
kepada PT. Ciptavest Makmal Mining, PT. Bumi Surya Mas, PT. 
MMI melalui saksi HARYONO WINARTA pada sekitar bulan Juli 
2008 menyampaikan keberatan kepada Bupati Bone yang 
kemudian memanggil Kepala Dinas ESDM Kab. Bone terdakwa 
Drs. H. ROSALIM HAB, M.Si. dan mengatakan, Kamu tipu 
Saya, Kamu jebak Saya, KP punya pak Tommy koq kamu 
bisa pindah-pindahkan koordinatnya, inikan KP pertama 
yang sudah ada duluan; 
- Bahwa benar setelah terdakwa Drs.H.ROSALIM HAB,M.Si 
selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan 
Kabupaten Bone menandatangani Lampiran Daftar Koordinat, 
tanggal 10 Mei 2007, terdakwa Drs.H.ROSALIM HAB,M.Si 
kemudian meneruskan Telaahan Staf Nomor : 
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540/90/V/Intan/2007, tanggal 17 Mei 2007 dan Lampiran Daftar 
Koordinat, tanggal 10 Mei 2007 kepada Bupati Bone sehingga 
menjadi dasar terbitnya Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 
424 Tahun 2007 tanggal 06 Juni 2007 tentang Pemberian Kuasa 
Pertambangan (KP) Eksplorasi Bijih Besi dan Mineral Ikutannya 
kepada PT.Bumi Surya Mas, yang mana lokasi Kuasa 
Pertambangan Eksplorasi Bijih Besi dan Mineral Ikutannya 
berada di dalam areal lokasi Kuasa Pertambangan Penyelidikan 
Umum PT.Merdeka Mineral Indonesia; 
Menimbang, bahwa Lampiran Daftar Koordinat, tanggal 10 
Mei 2007 terlepas apakah isi surat yang merupakan Lampiran 
Daftar Koordinat itu sifatnya bukan pula perintah atau suruhan 
kepada orang lain untuk serta merta memakai surat tersebut, akan 
tetapi apabila dikaitkan dengan isi disposisi dari Bupati Bone 
kepada terdakwa, jelas Lampiran Daftar Koordinat, tanggal 10 Mei 
2007 akan dipakai atau digunakan oleh Bupati Bone sebagai 
dasar/landasan teknis untuk menerbitkan Izin Kuasa Pertambangan 
dan sebagai Kepala Dinas ESDM Kab. Bone tentunya terdakwa 
mengetahui akan hal itu sehingga kemudian meneruskan surat 
Telaahan Staf Nomor : 540/90/V/Intan/2007, tanggal 17 Mei 2007 
berikut Lampiran Daftar Koordinat, tanggal 10 Mei 2007 yang 
seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu kepada Bupati Bone 
agar Bupati Bone mengetahui isinya untuk menjadi dasar terbitnya 
Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 424 Tahun 2007 tanggal 06 
Juni 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) 
Eksplorasi Bijih Besi dan Mineral Ikutannya kepada PT.Bumi Surya 
Mas, yang mana lokasi Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bijih Besi 
dan Mineral Ikutannya berada di dalam areal lokasi Kuasa 
Pertambangan Penyelidikan Umum PT.Merdeka Mineral Indonesia, 
dan akibat dari Lampiran Daftar Koordinat, tanggal 10 Mei 2007 
yang dibuat oleh terdakwa tersebut , Bupati Bone merasa telah 
ditipu dan dijebak oleh terdakwa, sebab PT. MMI melalui saksi 
HARYONO WINARTA pada sekitar bulan Juli 2008 menyampaikan 
keberatan kepada Bupati Bone dengan diterbitkannya ijin KP 
Eksplorasi Nomor : 784 Tahun 2007 tanggal 25 Oktober 2007 dan 
terhadap titik koordinat milik PT. MMI yang diberikan kepada PT 
lain, yaitu kepada PT. Ciptavest Makmal Mining, PT. Bumi Surya 
Mas ; 
Menimbang, bahwa berkenaan dengan pendapat Penasihat 
hukum terdakwa yang berpendapat bahwa unsur Dengan maksud 
untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat 
tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak palsu tidak 
terpenuhi dan tidak terbukti, Majelis Hakim tidak sependapat 
dengan pertimbangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di 
atas ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan 
tersebut di atas, Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat 
dengan pertimbangan Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya 
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bahwa unsur Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh 
orang lain memakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar 
dan tidak palsu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan 
menurut hukum ; 
 
5. Dapat menimbulkan kerugian ; 
Menimbang, bahwa berkenaan dengan unsur Dapat 
menimbulkan kerugian Penuntut Umum berpendapat bahwa 
unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum 
dengan pertimbangan bahwa benar dengan diterbitkannya 
Telaahan staf yang dijadikan dasar terbitkan izin KP eksplorasi PT. 
Bumi Surya Mas Sedangkan Masih Ada pemegang hak atas lokasi 
yang dimaksud yaitu PT. Merdeka Mineral Indonesia maka dengan 
demikian dapat mendatangkan kerugian bagi PT. Merdeka Mineral 
Indonesia dimana berdasarkan keterangan saksi Haryono Winarta 
selaku Direktur PT. Merdeka Mineral Indonesia yang menyatakan 
bahwa PT. Merdeka Mineral Indonesia yang melakukan 
penyelidikan umum telah mengeluarkan biaya Rp. 50.000.000.000,- 
(Lima Puluh Milyar Rupiah) untuk penyelidikan umum dan 
membangun beberapa infrastruktur pendukung dan sarana social 
untuk masyarakat sekitar lokasi diantaranya membangun, 
penampungan air dan pipa saluran air sepanjang 6 Kilo meter untuk 
masyarakat sekitar lokasi KP penyelidikan umum milik PT. MMI dan 
penambahan dan pelebaran jalan sepanjang 2 Kilometer di 
perkampungan masyarakat sekitar areal PT. Merdeka Mineral 
Iindonesia ; 
Menimbang, bahwa sebaliknya Penasihat hukum terdakwa 
berpendapat bahwa unsur Dapat menimbulkan kerugian, tidak 
terpenuhi dan tidak terbukti dengan alasan bahwa secara riil yuridis 
telaahan staf tidaklah menimbulkan suatu kerugian karena suatu 
telaahan staf tidaklah berada pada domain hak dan kewajiban 
hukum, sehingga unsur dapat menimbulkan kerugian sebagai 
bentuk pelengkap dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa 
tentu akan menimbulkan rasa bingung (fell Confused) karena 
telaahan staf bersifat pengajuan teknis tidak berisi perintah dan 
juga tidak mengikat sehingga amat sangat salah kaprah jika unsur 
menimbulkan kerugian dianggap terpenuhi dalam menjerat 
terdakwa, apalagi angka-angka yang dicantumkan begitu 
tendensius namun tanpa rincian yang jelas, olehnya tidak berdasar 
hukum jika unsur ini dianggap terpenuhi sehingga asas tiada 
pidana tanpa kesalahan (geen straaf zonder schuld) berlaku total 
untuk terdakwa ; 
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan mengenai unsur Dapat menimbulkan 
kerugian tersebut sebagai berikut ; 
Menimbang, bahwa arti dapat merugikan menurut ayat (1) 
Pasal 263 istilah dapat adalah perkiraan yang dapat dipikirkan oleh 
orang yang normal, namun perkiraan itu harus didasarkan pada 
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keadaan yang pasti, yang jelas dan tertentu. Jika keadaan atau hal-
hal tersebut benar-benar ada, maka kerugian itu bisa terjadi ; 
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana 
tersebut di atas terungkap di persidangan : 
- Bahwa benar perbuatan terdakwa Drs.ROSALIM HAB,M.Si yang 
mengeluarkan dan menandatangani Lampiran Daftar Koordinat, 
tanggal 10 Mei 2007 yang isinya tidak benar atau bertentangan 
dengan keadaan sebenarnya dan menjadi dasar terbitnya Surat 
Keputusan Bupati Bone Nomor : 424 Tahun 2007, tanggal 06 
Juni 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) 
Eksplorasi Bijih Besi dan Mineral Ikutannya kepada PT. Bumi 
Surya Mas sebagaimana diuraikan di atas, telah mengakibatkan 
PT.Merdeka Mineral Indonesia yang telah mengeluarkan biaya 
operasional dalam penyelidikan umum dan telah menemukan 
potensi bajih besi dan mineral ikutannya menderita kerugian 
sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ; 
Menimbang, bahwa berkenaan dengan pendapat dari 
penasihat hukum terdakwa yang berpendapat bahwa unsur ini tidak 
terbukti, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan 
bahwa secara tidak langsung Lampiran Daftar Koordinat, tanggal 
10 Mei 2007 yang isinya tidak benar atau bertentangan dengan 
keadaan sebenarnya merupakan dasar bagi terbitnya Surat 
Keputusan Bupati Bone Nomor : 424 Tahun 2007, tanggal 06 Juni 
2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi 
Bijih Besi dan Mineral Ikutannya kepada PT.Bumi Surya Mas. 
Apabila tidak ada Lampiran Daftar Koordinat, tanggal 10 Mei 2007 
yang isinya tidak benar atau bertentangan dengan keadaan 
sebenarnya, maka tidak ada pula surat Keputusan Bupati Bone 
Nomor : 424 Tahun 2007, tanggal 06 Juni 2007 tentang Pemberian 
Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Bijih Besi dan Mineral 
Ikutannya kepada PT.Bumi Surya Mas, apabila tidak ada surat 
Keputusan Bupati Bone Nomor : 424 Tahun 2007, tanggal 06 Juni 
2007, maka tidak ada pula kerugian bagi pihak PT. Merdeke 
Mineral Indonesia ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan 
tersebut di atas, Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat 
dengan pertimbangan Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya 
bahwa unsur Dapat menimbulkan kerugian telah terpenuhi 
secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; 
 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah 
memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan KESATU , sehingga 
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan 
kepadanya, yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP ; 
Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama 
persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan 
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hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban 
pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan 
pemaaf,oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 
perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan 
kepadanya ; 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu 
bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas 
tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena 
itu harus dijatuhi pidana ; 
Menimbang, bahwa apa sebenarnya yang menjadi tujuan 
akhir dalam sebuah pemidanaan, apakah untuk menciptakan efek 
jera, apakah untuk menciptakan keteraturan dan keamanan, 
apakah untuk menciptakan tegaknya aturan hukum, bagaimana 
dengan kepentingan korban, apakah dengan dipidananya pelaku, 
kepentingan dan kerugian korban telah tercapai pemenuhannya. 
Belum tentu hal itu dapat dipenuhi dengan cara penjatuhan pidana 
terhadap pelaku. Dalam proses acara pidana konvensional apabila 
telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan korban 
telah memaafkan pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa 
mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk meneruskan 
perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada 
pemidanaan pelaku. konsep seperti inilah yang tidak memberikan 
perlindungan dan penghargaan kepada kepentingan korban 
maupun pelaku. Konsep pendekatan restorative justice merupakan 
suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi 
terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana 
dan korbannya sendiri. Restorasi meliputi pemulihan hubungan 
antara pihak korban dan pelaku,pemulihan hubungan ini bisa 
didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. 
Konsep pemikiran inilah yang mendasari Majelis Hakim untuk 
berbeda pendapat dengan Penuntut Umum berkenaan dengan 
masalah penjatuhan pidana terhadap terdakwa, dengan dasar 
pertimbangan sebagai berikut : 
- bahwa benar dengan diterbitkannya ijin Kuasa Pertambangan 
Eksplorasi Nomor : 784 Tahun 2007 tanggal 25 Oktober 2007 
tersebut, karena koordinat tidak sesuai PT. Merdeka Mineral 
Indonesia melalui saksi pada sekitar bulan Juli 2008 
menyampaikan keberatan atas diterbitkannya Kuasa 
Pertambangan Eksplorasi Nomor : 784 Tahun 2007 tanggal 25 
Oktober 2007 yang titik koodinatnya tidak sesuai yang mana 
pada waktu itu Bupati Bone kemudian memanggil Kepala Dinas 
ESDM Kab. Bone terdakwa Drs. H. ROSALIM HAB, M.Si. dan 
mengatakan, Kamu tipu Saya, Kamu jebak Saya, Kuasa 
Pertambangan punya pak Tommy koq kamu bisa 
pindahpindahkan koordinatnya, inikan Kuasa Pertambangan 
pertama yang sudah ada duluan ; 
- bahwa benar Bupati Bone berjanji akan mengembalikan 
batas koordinat areal Kuasa Pertambangan tersebut seperti 
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pada koordinat yang diajukan PT. Merdeka Mineral 
Indonesia yang di dalamnya masuk dua Kuasa 
Pertambangan Eksplorasi PT. Merdeka Mineral Indonesia 
sebelumnya ; 
- bahwa benar pernyataan Bupati Bone tersebut di atas kemudian 
dituangkan dalam suratnya tertanggal 5 Oktober 2011 yang 
ditandatangani oleh Bupati Bone sendiri yang isinya 
menerangkan bahwa mengenai kasus pemalsuan dokumen 
atas ijin pertambangan yang telah dikeluarkan, pada intinya 
sangat merugikan PT. Merdeka Mineral Indonesia karena 
berkurangnya areal luas pertambangan yang berada dalam 
penguasaannya, bahwa akan kami pulihkan seluruh hak PT. 
Merdeka Mineral Indonesia, baik dari segi luas areal, 
maupun hak-hak lanjutan dan tetap mempertimbangkan 
PT.Merdeka Mineral Indonesia mengolah tambang bijih besi 
di Kab. Bone sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
tentang Minerba serta segala peraturan lain yang 
berhubungan hal tersebut ; 
- bahwa benar bagi pihak PT. MMI sendiri yang terpenting adalah 
pengembalian titik koordinat oleh Pemerintah Kab. Bone, 
sebagaimana ijin Kuasa Pertambangan Nomor : 
136/II/Pertambangan, tanggal 24 Pebruari 2005, kemudian 
Kuasa Pertambangan Eksplorasi terbatas Nomor : 
540/297/IX/Pertambangan, tanggal 16 September 2005 dan 
Nomor : 540/298/IX/Pertambangan, tanggal 16 September 2005, 
kemudian diperpanjang dengan Kuasa Pertambangan Nomor : 
540/237/III/Pertambangan/2006, tanggal 8 Maret 2006 luas areal 
pertambangan milik PT. Merdeka Mineral Indonesia adalah 5000 
Ha. Yang terletak di Desa Tanjung Kecamatan Bontocani, Desa 
Matajang dan Desa Pakke Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, 
dengan dipulihkannya hak-hak PT. Merdeka Mineral Indonesia, 
maka pihak PT. Merdeka Mineral Indionesia menganggap 
persoalan telah selesai ; 
menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perbuatan 
terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, 
yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP, maka semua Surat Keputusan 
Bupati Bone tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) 
Eksplorasi Bijih Besi dan Mineral Ikutannya yang terbit di atas areal 
PT. Merdeka Mineral Indonesia yaitu SK Nomor : 365 tahun 2007, 
tanggal 15 Mei 2007 (PT. Ciptavest Makmal Mining), SK Nomor : 
424 tahun 2007, tanggal 6 Juni 2007 (PT. Bumi Surya Mas), SK 
Nomor : 310 tahun 2008, tanggal 5 Mei 2008 dan SK Nomor : 443 
tahun 2008, tanggal 5 Mei 2008 (PT. Anugrah Permata Bumi), jelas 
bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah RI Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1969 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1967 tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, karenanya Bupati 
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Bone sesuai surat keterangannya tertanggal 5 Oktober 2011 harus 
memulihkan hak-hak PT. Merdeka Mineral Indonesia, dan untuk 
memulihkan hak-hak PT. Merdeka Mineral Indonesia adalah 
merupakan kewenangan Discresioner dari Pemerintah Kab. Bone 
dalam hal ini Bupati Bone, sebagaimana klausul dalam surat 
Keputusan yang menyatakan apabila dikemudian hari ternyata 
terdapat kekeliruan dalam Penetapan keputusan ini akan diadakan 
perbaikan sebagaimana mestinya. 
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri 
terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang 
memberatkan dan yang meringankan : 
Hal yang memberatkan : 
 Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah 
Kab.Bone dalam pengembangan investasi ; 
 Perbuatan terdakwa sebagai seorang Kepala Dinas ESDM Kab. 
Bone tidak memberikan ontoh yang baik terhadap bawahannya ; 
Hal yang meringankan : 
 Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; 
 Terdakwa belum pernah dihukum ; 
 Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus 
dinafkahi ; 
 Pemerintah Kab. Bone akan memulihkan seluruh hak PT. 
Merdeka Mineral Indonesia, baik dari segi luas areal, maupun 
hak-hak lanjutan dan tetap mempertimbangkan PT.Merdeka 
Mineral Indonesia mengolah tambang bijih besi di Kab. Bone 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Minerba 
serta segala peraturan lain yang berhubungan hal tersebut ; 
 Bagi pihak PT. Merdeka Mineral Indonesia sendiri yang 
terpenting adalah pengembalian titik koordinat oleh Pemerintah 
Kab. Bone, dengan dipulihkannya hak-hak PT. Merdeka Minireal 
Indonesia, maka pihak PT. Merdeka Mineral Indonesia 
menganggap persoalan telah selesai ; 
 Terdakwa sebagai Kepala Dinas ESDM Kabupaten Bone 
dibutuhkan tenaganya oleh Bupati Bone untuk membantu 
kelancaran jalannya pemerintahan di Kabupaten Bone ; 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan 
status penahanan kota di watampone, akan tetapi oleh karena 
lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sama 
dengan lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, 
maka cukup alas an untuk menetapkan agar terdakwa di bebaskan 
dari penahanan dalam hal ini penahanan kota di Watampone. 
Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di 
persidangan, berupa: 
 Izin Perpanjangan KP penyelidikan umum PT. Merdeka Mineral 
Indonesia No. 540/237/III/Pertambangan/2006 Tanggal 8 Maret 
2006. 
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 Surat Permohonan Perpanjangan dan Peningkatan Hak Kuasa 
Pertambangan Eksplorasi PT. Merdeka Mineral Indonesia No. 
05/MMI/III/2007 tanggal 6 Maret 2007 
 Surat Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Bumi 
Surya Mas No. 01/BSM/III/2007 Tanggal 1 Maret 2007 
 Lampiran daftar koordinat PT. Bumi Surya Mas tertanggal 10 Mei 
2007 yang ditanda tangani oleh Drs. H. Rosalim Hab. Msi. 
Selaku Kepala Dinas ESDM Kab. Bone. 
 Telaahan Staf No. 540/90/V/Intan/2007 tanggal 17 mei 2007 
tentang penjelasan rencana eksplorasi biji besi oleh PT. Bumi 
Surya Mas. Di Kec. Bontocani Kab. Bone. 
 Izin KP Eksplorasi PT. Bumi Surya Mas No. 424 Tahun 2007 
Tanggal 6 Juni 2007. 
 Izin KP Eksplorasi PT. Merdeka Mineral Indonesai No.784 tahun 
2007 tanggal 25 Oktober 2007  
Majelis Hakim menetapkan agar barang-barang bukti tersebut tetap 
terlampir di dalam berkas perkara ; 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana 
dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan 
pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus 
dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan 
ditentukan dalam amar putusan ini ; 
 
b. Amar Putusan 
Mengingat, Pasal 263 ayat (1) KUHP , serta peraturan-
peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ; 
 
M E N G A D I L I 
 
1. Menyatakan terdakwa Drs. H. ROSALIM HAB, M.Si. dengan 
segala identitasnya tersebut di atas, telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
PEMALSUAN SURAT ; 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Drs. H. ROSALIM HAB, 
M.Si. dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 
(dua puluh) hari ; 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 
4. Membebaskan terdakwa dari tahanan dalam hal ini penahanan 
kota di Watampone ; 
5. Menetapkan barang bukti berupa : 
 Izin Perpanjangan KP penyelidikan umum PT. Merdeka 
Mineral Indonesia No. 540/237/III/Pertambangan/2006 
Tanggal 8 Maret 2006. 
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 Surat Permohonan Perpanjangan dan Peningkatan Hak 
Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Merdeka Mineral 
Indonesia No. 05/MMI/III/2007 tanggal 6 Maret 2007 
 Surat Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. 
Bumi Surya Mas No. 01/BSM/III/2007 Tanggal 1 Maret 2007 
 Lampiran daftar koordinat PT. Bumi Surya Mas tertanggal 10 
Mei 2007 yang ditanda tangani oleh Drs. H. Rosalim Hab. 
Msi. Selaku Kepala Dinas ESDM Kab. Bone. 
 Telaahan Staf No. 540/90/V/Intan/2007 tanggal 17 mei 2007 
tentang penjelasan rencana eksplorasi biji besi oleh PT. 
Bumi Surya Mas. Di Kec. Bontocani Kab. Bone. 
 Izin KP Eksplorasi PT. Bumi Surya Mas No. 424 Tahun 2007 
Tanggal 6 Juni 2007. 
 Izin KP Eksplorasi PT. Merdeka Mineral Indonesai No.784 
tahun 2007 tanggal 25 Oktober 2007 
Tetap terlampir dalam berkas perkara ; 
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam 
perkara ini sebesar Rp 1000,00 (seribu rupiah) ; 
 
c. Analisis Penulis 
Menurut kamus hukum M. Marwan dan Jimmy P. (2009: 517), 
putusan adalah hasil atau kesimpulan terakhir dari suatu pemeriksaan 
perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa yang 
sesuai dengan hukum. Sedangkan pengertian putusan pengadilan seperti 
yang tercantum pada Pasal 1 Ayat 11 KUHAP adalah “pernyataan hakim 
yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa 
pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal 
serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. 
Dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana, Majelis 
Hakim didasari dengan berbagai pertimbangan. Dasar pertimbangan yang 
paling utama dan pertama bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan 
putusan bagi tindak pidana didasarkan pada: 
1) Dakwaan Jaksa (Penuntut Umum) 
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2) Pertimbangan kedua didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan 
sesuai dengan pasal 184 KUHAP yaitu tentang alat-alat bukti. Alat-alat 
bukti yang diajukan harus minimal ada 2 dari 5 alat bukti yang diatur 
dalam Pasal 184 KUHAP, antara lain : 
a. Keterangan saksi, 
b. Keterangan ahli 
c. Surat 
d. Petunjuk 
e. Keterangan terdakwa 
 
3) Keyakinan Hakim. Keyakinan Hakim menjadi dasar pertimbangan 
dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi seorang terdakwa. Keyakinan 
ini dibangun dari fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan. Jika 
Hakim tidak yakin atau ada keraguan dari suatu tindak pidana yang 
dilakukan oleh terdakwa maka Hakim dapat menjatuhkan putusan 
bebas. 
4) Jika seorang terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak 
pidana dan Hakim yakin selanjutnya Hakim membuktikan bahwa 
terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang 
dilakukan. Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa mempunyai 
alasan pemaaf, alasan pembenar maupun alasan penghapusan pidana. 
5) Hakim juga akan memberikan pertimbangan secara yuridis dalam 
bentuk putusan Hakim dalam hal-hal yang meringankan dan 
memberatkan terdakwa. 
Alat bukti sah dalam perkara ini untuk dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan bagi hakim yakni keterangan saksi, keterangan ahli, dan 
keterangan terdakwa. Selain itu dihubungkan dengan barang bukti yang 
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diajukan di dalam persidangan serta persesuaian antar alat bukti serta 
barang bukti, maka diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi hakim 
untuk memperoleh keyakinan. Berdasarkan ketentuan yang diatur didalam 
Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHAP, Penulis menganggap bahwa 
keseluruhan alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan 
saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa menunjukan kesesuaian 
antara satu sama lain sehingga terdakwa terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat seperti 
yang didakwakan terhadapnya. 
Dalam perkara ini Majelis Hakim lebih dulu memeriksa dan 
mempertimbangkan dakwaan kesatu yang diajukan oleh Jaksa Penuntut 
Umum yaitu menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP. Bahwa berdasarkan 
pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta 
yang terungkap di persidangan, ternyata perbuatan terdakwa telah 
memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu, sehingga Majelis 
Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu 
Pasal 263 ayat (1) KUHP tentang membuat surat palsu atau memalsukan 
surat. Dikarenakan Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan 
alternatif, maka dakwaan kedua yaitu menurut Pasal 385 ayat (1) tidak 
perlu lagi dibuktikan karena dakwaan kesatu telah terbukti lebih dulu. 
Selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang 
dapat meniadakan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar 
maupun alasan pemaaf atas diri terdakwa sehingga terdakwa harus 
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mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka terdakwa harus 
dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri 
terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana. Namun berkenaan dengan 
masalah penjatuhan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim berbeda 
pendapat dengan Penuntut Umum. 
Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa dalam 
perkara ini, didasarkan pada konsep pemikiran Restorative Justice. 
Adapun pengertian Restorative Justice menurut Tony F. Marshall yang 
merupakan seorang ahli krimonologi berkebangsaan Inggris dalam 
tulisannya ”Restorative Justice an Overview” (Damang, 2012, Restorative 
Justice, http://www.damang.web.id/2012/01/restorative-justice.html) 
mengatakan: 
Restorative Justice is a process whereby all the parties with 
a stake in a particular offence come together to resolve collectively 
how to deal with the aftermath of the offence and its implication for 
the future. (Restorative justice adalah sebuah proses dimana para 
pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu 
bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama 
bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi 
kepentingan masa depan). 
Edwin Syah Putra di dalam blognya juga mengemukakan pengertian 
Restorative Justice (Edwin Syah Putra, 2013, Restorative Justice 
(Pengertian dan Prinsip), http://edwinnotaris.blogspot.co.id/2013/09/ 
restorative-justice-pengrtian-prinsip.html) yakni: 
Restorative Justice adalah suatu rangkaian proses 
penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang bertujuan 
untuk me-restore (memulihkan kembali) hubungan para pihak 
dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan 
diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis 
hakim pengadilan pidana dalam memperingan sanksi pidana 
yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. 
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Dari dua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara garis 
besar restorative justice merupakan proses penyelesaian masalah secara 
langsung oleh korban dan pihak pelaku di luar pengadilan. Hasil dari 
proses tersebut, diharapkan dapat dijadikan dasar majelis hakim dalam 
penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku apabila perkara tersebut sudah 
terlanjur diteruskan di pengadilan. Hal inilah yang dapat dilihat di dalam 
perkara yang penulis teliti dimana Majelis Hakim menerapkan konsep 
restorative justice sesuai dengan yang tertuang di dalam Putusan Nomor: 
452/Pid.B/2011/PN.WTP.  
Dalam putusannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan 
dipidananya pelaku, belum tentu kepentingan dan kerugian korban telah 
tercapai pemenuhannya. Konsep pendekatan restorative justice 
merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi 
terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dan 
korbannya sendiri. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak 
korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas 
kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Hal tersebut didasari 
dengan pertimbangan bahwa telah dilakukan proses penyelesaian di luar 
pengadilan, dimana Bupati Bone berjanji akan mengembalikan batas 
koordinat areal Kuasa Pertambangan tersebut seperti pada koordinat 
yang diajukan PT. Merdeka Mineral Indonesia yang di dalamnya masuk 
dua Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Merdeka Mineral Indonesia 
sebelumnya. Kemudian pernyataan tersebut dituangkan dalam suratnya 
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tertanggal 5 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Bone sendiri 
yang isinya menerangkan bahwa: 
Mengenai kasus pemalsuan dokumen atas ijin 
pertambangan yang telah dikeluarkan, pada intinya sangat 
merugikan PT. Merdeka Mineral Indonesia karena berkurangnya 
areal luas pertambangan yang berada dalam penguasaannya, 
bahwa akan kami pulihkan seluruh hak PT. Merdeka Mineral 
Indonesia, baik dari segi luas areal, maupun hak-hak lanjutan dan 
tetap mempertimbangkan PT.Merdeka Mineral Indonesia mengolah 
tambang bijih besi di Kab. Bone sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan tentang Minerba serta segala peraturan lain 
yang berhubungan hal tersebut. 
 
Pihak PT. Merdeka Mineral Indonesia sendiri juga menyatakan 
yang terpenting adalah pengembalian titik koordinat oleh Pemerintah Kab. 
Bone sesuai izin kuasa pertambangan yang telah diajukan oleh PT. 
Merdeka Mineral Indonesia. Maka dengan dipulihkannya hak-hak PT. 
Merdeka Mineral Indonesia, maka pihak PT. Merdeka Mineral Indonesia 
menganggap persoalan telah selesai. Hal tersebutlah yang menjadi dasar 
bagi hakim dalam menerapkan konsep restorative justice dalam perkara 
ini dan kemudian memberikan keringanan terhadap sanksi yang 
dijatuhkan terhadap terdakwa. 
Menurut hemat penulis, konsep yang yang diterapkan oleh majelis 
hakim sudah tepat, karena telah terjadi proses penyelesaian di luar 
pengadilan antara Bupati Bone dengan pihak korban yaitu PT. Merdeka 
Mineral Indonesia. Serta yang terpenting bagi PT. Merdeka Mineral 
Indonesia adalah pengembalian titik-titik koordinat izin kuasa 
pertambangannya sesuai dengan seharusnya. Majelis hakim dalam 
memutus perkara ini sudah sepatutnya meringankan sanksi pidana atau 
vonis yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dengan 
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mempertimbangkan hal dimana PT. Merdeka Mineral Indonesia 
menyatakan menganggap persoalan telah selesai dengan dipulihkannya 
hak-hak dari PT. Merdeka Mineral Indonesia. 
 Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.CL. pernah menyatakan bahwa 
salah satu tujuan dari hukum pidana itu sendiri ialah tegaknya ketertiban 
dan perdamaian. Kalau dengan cara-cara yang ditempuh telah melahirkan 
ketertiban dan perdamaian maka tujuan pemidanaan itu sendiri telah 
tercapai. Penegak hukum di Indonesia sepatutnya tidak terpaku dalam 
proses pidana konvensional yang hanya merupakan alat untuk mencapai 
tujuan pidana, melainkan mempertimbangkan berbagai hal yang dapat 
melahirkan tujuan pidana itu sendiri.  
Mengenai vonis penjara 1 bulan 20 hari yang dijatuhkan oleh 
Majelis Hakim terhadap terdakwa yang lamanya setengah dari tuntutan 
Penuntut Umum yakni 3 bulan sudah tepat karena adanya pertimbangan 
sesuai dengan konsep keadilan restoratif seperti yang telah dikemukakan 
sebelumnya sehingga meringankan vonis terhadap terdakwa. Namun 
yang tidak tepat menurut penulis adalah tuntutan dari Penuntut Umum 
dimana tuntutannya terhadap terdakwa sangat ringan dengan hanya 
menuntut terdakwa 3 bulan penjara. Penuntut umum sebagai wakil 
masyarakat yang memperjuangkan keadilan hukum masyarakat haruslah 
lebih teliti dalam hal penuntutan karena tuntutannya akan sangat 
mempengaruhi Majelis Hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap 
terdakwa. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis 
menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penerapan hukum pidana materiil oleh Jaksa Penuntut Umum 
dalam perkara putusan No. 452/Pid.B/2011/PN.WTP, terdakwa 
didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 263 ayat 
(1) KUHP atau Kedua Pasal 385 ayat (1) KUHP. Pemilihan pasal 
tersebut daripada pasal yang ada dalam ketentuan pidana 
peraturan pertambangan sudah tepat karena perbuatan terdakwa 
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memang tidak dapat dikaitkan dengan ketentuan pidana yang ada 
dalam aturan pertambangan. Namun dakwaan kedua Pasal 385 
ayat (1) KUHP kurang tepat dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
dengan hukuman pidana 3 (tiga) bulan penjara masih sangat 
ringan, dan tidak cukup untuk menimbulkan efek jera pada 
terdakwa, dimana tuntutan tersebut sangat mempengaruhi jatuhnya 
vonis terhadap terdakwa dalam putusan majelis hakim. 
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan 
dalam Putusan Nomor: 452/Pid.B/2011/PN.WTP selain berdasar 
pada alat bukti yang sah yang terungkap di persidangan dan juga 
terpenuhinya unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu 
menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP mengenai membuat surat palsu, 
Majelis Hakim juga menerapkan konsep restorative justice dalam 
penjatuhan putusan perkara ini. Penerapan konsep tersebut oleh 
Majelis Hakim sudah tepat karena telah terjadi proses penyelesaian 
di luar pengadilan antara pihak pelaku dan pihak korban dimana 
pihak pelaku akan mengembalikan hak-hak pihak korban, serta 
pihak korban menyatakan menganggap persoalan telah selesai 
dengan dipulihkannya hak-hak pihak korban, jadi sudah 
seharusnya Majelis Hakim meringankan vonis yang akan dijatuhkan 
pada terdakwa. 
 
B. Saran 
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1. Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan haruslah 
teliti dalam menerapkan ketentuan pidana yang tepat terhadap 
terdakwa. Mengingat bahwa surat dakwaan merupakan dasar bagi 
Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana atau tidak menjatuhkan 
pidana. Selain itu Penuntut Umum dalam menuntut pelaku tindak 
pidana khususnya pelaku tindak pidana pemalsuan surat sekiranya 
dituntut dengan hukuman yang dapat memberikan efek jera 
terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. 
2. Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara harus lebih peka 
dalam mencari kebenaran materiil dengan melihat fakta-fakta yang 
terungkap di dalam persidangan, serta juga mempertimbangkan 
hal-hal yang telah terjadi di luar pengadilan antara pihak pelaku dan 
pihak korban sehingga dari hal-hal tersebut menimbulkan 
keyakinan pada Majelis Hakim dalam menjatuhkan vonis yang 
berat atau ringan terhadap terdakwa. 
3. Pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan izin suatu kegiatan 
agar mempelajari dengan matang terlebih dahulu permohonan izin 
yang diajukan sebelum mengeluarkan surat izin serta memahami 
segala peraturan tentang tugas yang diembannya agar tidak terjadi 
kesalahan dalam mengeluarkan izin yang berujung di pengadilan. 
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